SALINAN

Menimbang :

Mengingat

a.

BUPATI PATI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan
salah satu sumber pendapatan Daerah untuk membiayai
penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan, serta
pelayanan  kepada  masyarakat demi —mewujudkan

kesejahteraan masyarakat;

bahwa optimalisasi pajak daerah dan retribusi daerah
dilaksanakan sesuai potensi daerah guna mendukung
terciptanya iklim investasi dan kemudahan berusaha serta

peningkatan kesejahteraan Masyarakat;

bahwa sesuai ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, seluruh
ketentuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan
dalam satu Peraturan Daerah yang menjadi dasar

pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang . . .



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi
Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6867);

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6881);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI

Menetapkan :

dan

BUPATI PATI

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH.

BAB . ..



BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

10.

Daerah adalah Kabupaten Pati.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan  urusan  pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Pati.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Pati.

Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan
DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah.

Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan
Peraturan Perundang-Undangan.

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah
kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan
Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan
secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah
bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi,
adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa
atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan
dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk
kepentingan orang pribadi atau badan.

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat
dikenai Pajak.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi
pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak,
yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. Subjek . . .



11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang
menggunakan /menikmati pelayanan barang, jasa,
dan/atau perizinan.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang
menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk
melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut
retribusi tertentu.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang
merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun
yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan
terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan
usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah dengan
nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi,
dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan,
organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi
lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk
kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB
adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan
kendaraan bermotor.

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya
disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik
kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak
atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena
jual beli, tukar-menukar, hibah, waris, dan/atau
pemasukan ke dalam badan usaha.

Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda
beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan
darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang
digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau
peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu
sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak
kendaraan bermotor yang bersangkutan.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang
selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi
dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau
dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.

18. Bumi . ..



18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Bumi adalah permukaan Bumi yang meliputi tanah dan
perairan pedalaman.

Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau
dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di
bawah permukaan Bumi.

Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP
adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual
beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat
transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan
harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan
baru, atau NJOP pengganti.

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang
selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan
hak atas tanah dan/atau Bangunan.

Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah
perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan
diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh
orang pribadi atau badan.

Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas
tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di
atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di
bidang pertanahan dan Bangunan.

Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat
PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir
atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.

Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu
yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau
minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan,
baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui
pesanan oleh restoran.

Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan
dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.

Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan
oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan

untuk bermacam peralatan listrik.

29.Jasa. ..



29.

30.

31.

32.
33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang
dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan
minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.

Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan
tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan
memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir,
baik yang disediakan berkaitan dengan pokok wusaha
maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk
penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.

Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau
penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan,
permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian
untuk dinikmati.

Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang
bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan
komersial memperkenalkan, menganjurkan,
mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap
sesuatu.

Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah
Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah
atau batuan di bawah permukaan tanah.

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya
disingkat Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan
pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber
alam di dalam dan/atau di permukaan Bumi untuk
dimanfaatkan.

Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya
disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan
sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-
undangan di bidang mineral dan batu bara.

Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan
pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga collocalta,
yaitu collocalia fuchliap haga, collocalia maxina, collocalia
esculanta, dan collocalia linchi.

40. Opsen . . .



40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut
persentase tertentu.

Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut
Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh
kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang
selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang
dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya
disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada
Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan
Daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau
identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan
memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.

Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu)
tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan
tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan
oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan
kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang
pribadi atau badan.

Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan
oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari
keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan
oleh sektor swasta.

Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah
Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi
atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan,
pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan,
pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam,
barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna
melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian

lingkungan.

48. Persetujuan . . .



48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat
PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik
Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah,
memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan
gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya
disebut SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh
Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi
Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.

Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat
SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan
besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.

Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat
SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang
telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau
telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui
tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya
disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk
memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada
Wajib Pajak.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang
selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan
Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak,
jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran
pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah
Pajak yang masih harus dibayar.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan
yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat
ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah
Pajak yang telah ditetapkan.

Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat
STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak
dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau

denda.

56. Surat . ..



56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya
disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak
digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau
pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek
Pajak, dan/ atau harta dan kewajiban sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
Daerah.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya
disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang
menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan
jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada
kredit Pajak.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang
selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan
Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran
Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada
Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang
membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau
kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam
peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang
terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN,
SKPDLB, STPD, SUTAT Keputusan Pembetulan, atau Surat
Keputusan Keberatan.

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas
keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT,
SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau
Pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak
atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang
diajukan oleh Wajib Pajak.

Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan
untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan
atau dokumen lain yang dipersamakan dan lampiran-
lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran
penulisan dan penghitungannya serta kesesuaian antara
surat pemberitahuan dengan SSPD.

63. Penagihan . . .



63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.
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Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung
Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak
dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan
Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat
paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan,
melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang
telah disita.

Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan
Penagihan pajak yang dilaksanakan oleh jurusita Pajak
kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh
tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang Pajak dari
semua jenis Pajak, masa Pajak, dan tahun Pajak.

Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar
termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda,
dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan
Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan
perundang-undangan perpajakan Daerah.

Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat
untuk menegur Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk
melunasi Utang Pajak atau utang Retribusi.

Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak
dan biaya Penagihan Pajak.

Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan Pajak
yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus,
pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan, dan penyanderaan.
Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun
dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang
dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan
suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan/atau untuk
tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan dan Retribusi
Daerah.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya
disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang
menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang
terutang.

71. Surat . ..



71.

72.
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Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang
selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan
Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran
Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar
daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak
terutang.

Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat
BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja
perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah
pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas
dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian
dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada

umumnya.

BAB 11
PAJAK
Bagian Kesatu
Jenis Pajak
Pasal 2

Jenis Pajak terdiri atas:

a.
b.

C.

o

5o o

e

(1)

PBB-P2;

BPHTB;

PBJT atas:

Makanan dan/atau Minuman;
Tenaga Listrik;

Jasa Perhotelan;

Jasa Parkir; dan

a kL=

Jasa Kesenian dan Hiburan;
Pajak Reklame;
PAT;
Pajak MBLB;
Pajak Sarang Burung Walet;
Opsen PKB; dan
Opsen BBNKB.
Pasal 3
Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang
dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri atas:
a. PBB-P2;
b. Pajak . . .
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b. Pajak Reklame;
c. PAT;

d. Opsen PKB; dan
e. Opsen BBNKB.

(2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang

(3)

dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib
Pajak terdiri atas:

a. BPHTB;

b. PBJT atas:

Makanan dan/atau Minuman;

Tenaga listrik;

Jasa Perhotelan;

Jasa Parkir; dan

A

Jasa Kesenian dan Hiburan;
c. Pajak MBLB; dan
d. Pajak Sarang Burung Walet.

Bagian Kedua
Objek dan Subjek Pajak
Paragraf 1
PBB-P2
Pasal 4

Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang

dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang

pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk
kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan
pertambangan.

Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk

permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau

pengurukan.

Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan,

dan/atau pemanfaatan atas:

a. Bumi dan/atau Bangunan kantor pemerintah pusat,
kantor Pemerintah Daerah, dan kantor penyelenggara
negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara
atau barang milik Daerah;

b. Bumi. ..



(2)
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b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-
mata untuk melayani kepentingan umum di bidang
keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan
kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk
memperoleh keuntungan;

c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata
digunakan  untuk  tempat = makam (kuburan),
peninggalan purbakala, atau yang sejenis;

d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka
alam, hutan wisata, taman nasional, tanah
penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah
negara yang belum dibebani suatu hak;

e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh
perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas
perlakuan timbal balik;

f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan
atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan
dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang keuangan;

g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda
raya terpadu (mass rapid transit), lintas raya terpadu
(light rail transit), atau yang sejenis;

h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya
berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh
Bupati; dan

i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi
dan bangunan oleh pemerintah pusat.

Pasal 5

Subjek PBB-P2 adalah orang pribadi atau badan yang

secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau

memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki,
menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Wajib PBB-P2 adalah orang pribadi atau badan yang secara

nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau

memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki,

menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pasal . ..



(1)
(2)

(3)

(1)

(1)
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Pasal 6
Dasar pengenaan PBB-P2 merupakan NJOP.
NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00
(sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari
satu objek PBB-P2 di satu wilayah kabupaten, NJOP tidak
kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya
diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun
Pajak.
NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu
dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan
perkembangan wilayah Daerah.
Besaran NJOP ditetapkan oleh Bupati.
Ketentuan lebih lanjut mengenai NJOP yang digunakan
untuk perhitungan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Pasal 7
Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 ayat (1) ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh
persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP
setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.
Besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 ditentukan dengan
mempertimbangkan:
a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
b. bentuk pemanfaatan objek pajak; dan/atau
c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Daerah.
Ketentuan mengenai besaran persentase sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.
Pasal 8
Tarif PBB-P2 ditetapkan:
a. sebesar 0,1% (nol koma satu persen) untuk NJOP
sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar
rupiah); dan

b. sebesar . . .



(2)

(2)
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b. sebesar 0,2% (nol koma dua persen) untuk NJOP diatas

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Tarif PBB-P2 atas objek berupa lahan produksi pangan dan
ternak ditetapkan sebesar 0,09% (nol koma nol sembilan
persen).

Pasal 9

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara
mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dengan tarif PBB-P2
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) atau ayat (2).
Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya
kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi
dan/atau bangunan.
Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 terutang
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan keadaan
objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
Wilayah pemungutan PBB-P2 yang terutang merupakan
wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
Termasuk  dalam wilayah pemungutan PBB-P2
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan wilayah
daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
a. laut pedalaman dan perairan darat serta Bangunan di

atasnya; dan
b. Bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan

perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung

dengan Bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa

dan kabel bawah laut.

Paragraf 2
BPHTB
Pasal 10

Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau
Bangunan.
Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pemindahan hak karena:

1. jual beli;

2. tukar-menukar;

3. hibah . ..



b.
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hibah;
hibah wasiat;

waris;

o gk W

pemasukan dalam perseroan atau badan hukum

lain;

N

pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;

penunjukan pembeli dalam lelang;

9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai
kekuatan hukum tetap;

10. penggabungan usaha;

11. peleburan usaha;

12. pemekaran usaha; atau

13. hadiah; dan

pemberian hak baru karena:

1. kelanjutan pelepasan hak; atau

2. di luar pelepasan hak.

(3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) meliputi:

f.

© oo T @

hak milik;

hak guna usaha;

hak guna bangunan;

hak pakai;

hak milik atas satuan rumah susun; dan

hak pengelolaan.

(4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak

atas Tanah dan/atau Bangunan:

a.

untuk kantor pemerintah pusat, Pemerintahan Daerah,
penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang
dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik
Daerah;

oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan
dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna
kepentingan umum;

untuk badan atau perwakilan lembaga internasional
dengan syarat tidak menjalankan usaha atau
melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas Badan
atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan
peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang keuangan;

d. untuk . ..



(1)

(2)

(1)

(2)
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d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan
asas perlakuan timbal balik;

e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau
karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya
perubahan nama;

f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;

g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk
kepentingan ibadah; dan

h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat

berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat

(4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan

kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.

Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan

pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat
berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang
menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang
pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 11

Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang

memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang

memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 12

Dasar pengenaan BPHTB adalah nilai perolehan objek

pajak.

Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

a. harga transaksi untuk jual beli;

b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat,
waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum
lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan,
peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang
mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak
baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak,
pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak,
penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran
usaha, dan hadiah; dan

c. harga . ..
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c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang
untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah
daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak
bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan,
dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP
yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan
bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak
ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta
rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di
wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.
Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a
angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang
masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis
keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke
bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk
suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak
ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta
rupiah).
Ketentuan lebih lanjut mengenai nilai perolehan objek pajak
tidak kena pajak diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 13

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 4% (empat persen).

(1)

(2)

Pasal 14

Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara
mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) setelah dikurangi nilai
perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) atau ayat (5), dengan tarif
BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya
perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:

a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian

pengikatan jual beli untuk jual beli;

b. pada . ..
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b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk
tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam
perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak
yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha,
peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;

c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa
oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke
kantor bidang pertanahan untuk waris;

d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai
kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim,;

e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian
hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai
kelanjutan dari pelepasan hak;

f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian
hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak;
atau

g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk
lelang.

(3) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak
menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka saat terutang BPHTB
untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta
jual beli.

(4) Wilayah pemungutan BPHTB yang terutang merupakan
wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

Pasal 15

Dalam hal Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang

ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan

merupakan objek BPHTB, Bupati dapat menerbitkan surat
keterangan bukan objek BPHTB.
Pasal 16

(1) Pejabat pembuat akta tanah atau notaris sesuai
kewenangannya wajib:

a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak,
sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas

Tanah dan/atau Bangunan; dan

b. melaporkan . . .
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b. melaporkan pembuatan akta atas tanah dan/atau
Bangunan kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10
(sepuluh) bulan berikutnya.

Dalam hal Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris melanggar

kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan

sanksi administratif berupa:

a. denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a; dan/atau

b. denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk
setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b.

Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara

wajib:

a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak,
sebelum menandatangani risalah lelang; dan

b. melaporkan risalah lelang kepada Bupati paling lambat
pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara

yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan bagi

pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan

ayat (3) huruf b diatur dalam Peraturan Bupati.
Pasal 17

Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan

pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak

atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti
pembayaran BPHTB.

Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar

ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan

sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Paragraf . . .
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Paragraf 3
PBJT
Pasal 18
Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan,
konsumsi Barang dan Jasa Tertentu yang meliputi:
a. Makanan dan/atau Minuman;
b. Tenaga Listrik;

Jasa Perhotelan;

o 0

Jasa Parkir; dan
Jasa Kesenian dan Hiburan.
Pasal 19

(1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan

dan/atau

dan/atau

Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a

meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan

oleh:

a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan

penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja,

kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;

b. Penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:

1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah

jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian

berdasarkan pesanan;

2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan

dan berbeda dengan lokasi dimana proses

pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan

3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa

dan petugasnya.

peralatan

(2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan

Minuman:

dan/atau

a. dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp3.000.000,00

(tiga juta rupiah) per bulan;

b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak

semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman,;

c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman;

atau

d. disediakan . . .
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d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha
utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu
pesawat (lounge) pada bandar udara.

Pasal 20

Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 18 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh

pengguna akhir.

Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga  Listrik

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi pemerintah
pusat, Pemerintah Daerah, dan penyelenggara negara
lainnya;

b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan
oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing
berdasarkan asas timbal balik;

c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti
jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang
sejenis; dan

d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan
kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari
instansi teknis terkait.

Pasal 21

Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18

huruf ¢ meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas

penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan

pada penyedia Jasa Perhotelan seperti:

a. hotel;

b. hostel,;

c. vila;

d. pondok wisata;
motel;
losmen;

wisma pariwisata;

>R

pesanggrahan;

e

rumah penginapan/guesthouse/bungalo/resort/cottage;

j- tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel,
dan

k. glamping.

(2) Yang . ..
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Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh
pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah;

b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat,
panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya
yang sejenis;

c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan
keagamaan;

d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan

e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 22

Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d

meliputi:

a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir;
dan/atau

b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir valet).

Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh
pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah;

b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh
perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya
sendiri; dan

c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan,
konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas
timbal balik.

Pasal 23

Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 18 huruf e meliputi:

a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya
yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi
tertentu;

b. pergelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;

c. kontes kecantikan;

d. kontes binaraga;

e. pameran;

f. pertunjukan . . .
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pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;

pacuan kuda dan perlombaan Kendaraan Bermotor;

5w

permainan ketangkasan;

e

olahraga permainan dengan menggunakan tempat/

ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk

olahraga dan kebugaran;

j- rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana
pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana
permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun
binatang;

k. panti pijat dan pijat refleksi; dan

1. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi
uap/spa.

Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian

dan Hiburan yang semata-mata untuk:

a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut
bayaran,;

b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut
bayaran; dan/atau

c. bentuk kesenian dan  hiburan lainnya yang
dilaksanakan oleh orang pribadi atau Badan,
Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah
Daerah yang tidak dipungut bayaran.

Pasal 24

Subjek PBJT adalah konsumen Barang dan Jasa Tertentu.

Wajib PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang

melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi

Barang dan Jasa Tertentu.

Pasal 25

Dasar pengenaan PBJT merupakan jumlah yang dibayarkan

oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:

a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia

Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas

Makanan dan/atau Minuman;

b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;

c. jumlah . ..
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c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan
untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;

d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau
penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia
layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas
Jasa Parkir; dan

e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara
Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas kesenian.

Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) menggunakan voucer atau bentuk lain yang sejenis yang

memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan

PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang

lainnya tersebut.

Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung

berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang
berlaku di wilayah Daerah.

Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan

pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat

kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah

Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif

parkir sebelum dikenakan potongan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan PBJT

berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam

Peraturan Bupati.

Pasal 26

Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 25 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:

a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan
pembayaran; dan

b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.

Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga

Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung

berdasarkan:

a.jumlah . ..



(3)

(1)
(2)

(2)
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a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan
biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam
rekening listrik, untuk pascabayar; dan

b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.

Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga

Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan kapasitas tersedia,

tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik,
dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.

Berdasarkan nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan

untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan

pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,

penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan

penghitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik
untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau
diserahkan.

Pasal 27

Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek,

karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan

sebesar 40% (empat puluh persen).

Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:

a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh indutri,
pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan
sebesar 3% (tiga persen); dan

b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri,

ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Pasal 28
Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara
mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 25 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 27.
Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat:
a. pembayaran/penyerahan atas Makanan dan/atau
Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau
Minuman;

b. konsumsi . . .
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konsumsi/pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT
atas Tenaga Listrik;

pembayaran/penyerahan atas Jasa perhotelan untuk
PBJT atas Jasa Perhotelan;

pembayaran/penyerahan atas jasa penyediaan tempat
parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
pembayaran/penyerahan atas Jasa Kesenian dan

Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.

Wilayah pemungutan PBJT yang terutang merupakan

wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau

konsumsi Barang dan Jasa Tertentu dilakukan.

Paragraf 4
Pajak Reklame
Pasal 29

Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan

Reklame.

Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:

o

o o

5o o

[

Reklame papan/billboard/videotron/megatron;
Reklame kain;

Reklame melekat/stiker;

Reklame selebaran;

Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
Reklame udara;

Reklame apung;

Reklame film/slide; dan

Reklame peragaan.

(3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah:

a.

penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi,
radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan,
dan sejenisnya;

label/merek produk yang melekat pada barang yang
diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan

dari produk sejenis lainnya;

C. nama. ..



(1)

(2)

(1)

(2)

(5)
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c. nama pengenal profesi yang dipasang melekat pada
Bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau
profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan
Reklamenya diatur dalam Peraturan Bupati dengan
berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang
nama pengenal profesi tersebut;

d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat
atau Pemerintah Daerah; dan

e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan
politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai
dengan iklan komersial.

Pasal 30

Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan

yang menggunakan Reklame.

Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang

menyelenggarakan Reklame.

Pasal 31

Dasar Pengenaan Pajak Reklame merupakan Nilai Sewa

Reklame.

Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai

sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.

Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa

Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung

dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang

digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka
waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media

Reklame.

Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar,

nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan

faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan nilai sewa

Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam

Peraturan Bupati.

Pasal 32

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima

persen).

Pasal . ..
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(1)
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Pasal 33
Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung
dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dengan tarif
Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.
Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat
terjadinya penyelenggaraan Reklame.
Wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang
merupakan wilayah Daerah tempat penyelenggaraan
reklame.
Khusus untuk Reklame berjalan, wilayah pemungutan
Pajak Reklame yang terutang adalah wilayah Daerah tempat

usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

Paragraf 5
PAT
Pasal 34
Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air
Tanah.
Yang dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan
untuk:

a. keperluan dasar rumah tangga;

b. pengairan pertanian rakyat;

c. perikanan rakyat;

d. peternakan rakyat;

e. keperluan keagamaan; dan

f. kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.
Pasal 35
Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang
melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang
melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
Pasal 36
Dasar pengenaan PAT merupakan nilai perolehan Air

Tanah.

(2) Nilai . . .
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Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) merupakan hasil perkalian antara harga air baku
dengan bobot Air Tanah.

Harga air baku ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan
dan pengendalian sumber daya Air Tanah.

Bobot Air Tanah dinyatakan dalam koefisien yang
didasarkan atas faktor-faktor berikut:

a. jenis sumber air;

b. lokasi sumber air;

c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;

d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;

e. kualitas air; dan

f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh

pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
Besarnya nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan
berpedoman pada nilai perolehan Air Tanah yang
ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 37

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

(1)

(1)

Pasal 38

Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara
mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 36 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 37.

Saat terutang PAT ditetapkan pada saat terjadinya
pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Wilayah pemungutan PAT yang terutang merupakan
wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau

pemanfaatan Air Tanah.

Paragraf 6
Pajak MBLB
Pasal 39
Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB
yang meliputi:
a. asbes;

b. batu . ..
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batu tulis;

batu setengah permata;
batu kapur;
batu apung;
batu permata;
bentonit;
dolomit;
feldspar;

garam batu (halite);
grafit;
granit/andesit;
gips;

kalsit;

kaolin;

leusit;

magnesit;

mika;

marmer;

nitrat;

obsidian;

oker;

pasir dan kerikil;
pasir kuarsa;
perlit;

fosfat;

talk;

tanah serap (fullers earth);
tanah diatom;
tanah liat;
tawas (alum);
tras;

yarosit;

zeolit;

basal;

trakhit;

belerang;

11

.MBLB . ..
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1. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB, meliputi

(1)

(2)

pengambilan MBLB:
a. untuk  keperluan rumah tangga dan @ tidak
diperjualbelikan/dipindahtangankan; dan
b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon,
penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya
yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah.
Pasal 40
Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang
mengambil MBLB.
Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang
mengambil MBLB.
Pasal 41
Dasar pengenaan Pajak MBLB merupakan nilai jual hasil
pengambilan MBLB.
Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung
berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB
dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.
Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis
MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah
Daerah.
Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan
mineral dan batu bara.

Pasal 42

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

(1)

Pasal 43
Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan
cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dengan tarif

Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.

(2) Saat . . .
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(3)

(1)

(2)
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Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya
pengambilan MBLB di mulut tambang.
Wilayah  pemungutan Pajak MBLB yang terutang

merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

Paragraf 7
Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 44
Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan
dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.
Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan
Sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan
negara bukan pajak.

Pasal 45
Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi
atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau
mengusahakan Sarang Burung Walet.
Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi
atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau
mengusahakan Sarang Burung Walet.

Pasal 46
Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet merupakan
nilai jual Sarang Burung Walet.
Nilai jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga
pasaran umum Sarang Burung Walet yang berlaku di
Daerah dengan volume Sarang Burung Walet.

Pasal 47

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10%

(sepuluh persen).

(1)

Pasal 48
Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang
dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak
Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal
46 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47.

(2) Saat . . .
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(2) Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada
saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusahaan sarang
Burung Walet.

(3) Wilayah pemungutan Pajak Sarang Burung Walet yang
terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan

dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.

Paragraf 8
Opsen PKB
Pasal 49
Opsen PKB dikenakan atas Pajak terutang dari PKB.
Pasal 50
(1) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib PKB.
(2) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan
pemungutan Pajak terutang dari PKB.
Pasal 51
Dasar pengenaan untuk Opsen PKB merupakan PKB terutang.
Pasal 52
Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam
persen).
Pasal 53
(1) Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan
cara mengalikan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 51 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 52.
(2) Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya
PKB.
(3) Wilayah pemungutan Opsen PKB yang terutang merupakan

wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

Paragraf 9
Opsen BBNKB

Pasal 54
Opsen BBKNB dikenakan atas Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 55
(1) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak BBNKB.
(2) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan

pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal . ..
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Pasal 56

Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB merupakan BBNKB

terutang.

Pasal 57

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam

persen).

Pasal 58

(1) Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung
dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak
sebagaimana dimaksud pada Pasal 56 dengan tarif
sebagaimana dimaksud pada Pasal 57.

(2) Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat
terutangnya BBNKB.

(3) Wilayah pemungutan Opsen BBNKB yang terutang
merupakan wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor
terdaftar.

Bagian Ketiga
Masa Pajak dan Tahun Pajak
Pasal 59

(1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi
atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif
atas suatu jenis Pajak dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu
dalam masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian
Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah.

(2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib
Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak
yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan
penghitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi
Bupati untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak
yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati.

(3) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk
menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang
terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan
penghitungan sendiri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan
kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan
kalender.

(4) Tahun . . .
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Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun
kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun
buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

Ketentuan lebih lanjut mengenai masa Pajak, Tahun Pajak,
dan bagian Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak Untuk Kegiatan Yang

Telah Ditentukan

Pasal 60
Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dialokasikan paling sedikit
10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau
pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana
transportasi umum.
Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b angka 2,
dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk
penyediaan penerangan jalan umum.
Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan dan
pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta
pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk
penerangan jalan umum.
Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3 ayat (1) huruf c, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh
persen) untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan
pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam
Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas
Air Tanah, meliputi:
penanaman pohon;

a.
b. pembuatan lubang atau sumur resapan;

0

pelestarian hutan atau pepohonan; dan

o

pengelolaan limbah.

BAB . ..
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BAB III
RETRIBUSI
Bagian Kesatu
Jenis Retribusi
Pasal 61

Jenis Retribusi terdiri atas:

(3)

(4)

(5)

Retribusi Jasa Umum;
Retribusi Jasa Usaha; dan

Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Kedua
Retribusi Jasa Umum
Pasal 62
Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa
Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a
meliputi:
a. pelayanan kesehatan;
b. pelayanan kebersihan;
c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
d. pelayanan pasar.
Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan
yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah
berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur
dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk
pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh
BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam
Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan
Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan
dengan ketentuan:
a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi;
b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

c. tidak . ..
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(6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan
Urusan Keuangan Negara, menteri yang menyelenggarakan
Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling
lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati
ditetapkan.

(7) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Umum
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa
yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik
negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

(8) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi
atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa
Umum.

(9) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau
badan yang menurut peraturan perundang-undangan
diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas
pelayanan Jasa Umum.

Pasal 63

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62

ayat (1) huruf a merupakan pelayanan kesehatan di

puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai

pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan
kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola
oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.

Pasal 64

(1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
62 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kebersihan yang
diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:

a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke
lokasi pembuangan sementara,;

b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi
pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir
sampah /pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;

c. penyediaan lokasi pembuangan/pengolahan atau
pemusnahan akhir sampah.

d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan

e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran,
dan industri.

(2) Dikecualikan . . .
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(2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan adalah pelayanan
kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial,
dan tempat umum lainnya.

Pasal 65

(1) Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf ¢ merupakan
penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang
ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) termasuk di dalamnya pelayanan
parkir di tepi jalan umum secara insidentil karena adanya
suatu kepentingan atau kegiatan dan/atau keramaian pada
event atau saat tertentu.

Pasal 66

Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat

(1) huruf d merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional/

sederhana berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh

Pemerintah Daerah.

Pasal 67

(1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum
merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar
alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk
penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

(2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
ketentuan:

a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis layanan,
frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu layanan;

b. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis
layanan, frekuensi layanan, volume dan/atau jenis
sampah /limbah kakus/limbah cair;

c. pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur
berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan
dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir; dan

d. pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi layanan,
jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis
pemakaian fasilitas pasar.

(3) Tingkat . . .
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(4)

(3)

(4)
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Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Kesehatan bagi
penjamin Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
dihitung berdasarkan nilai kapitasi dan/atau klaim paket
pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 68
Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa
Umum  ditetapkan dengan  memperhatikan  biaya
penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan
masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian
atas pelayanan tersebut.
Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya
operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan
biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk
menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat
(2).
Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa
Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai
BLUD.

Pasal 69
Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung
dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dengan tarif
Retribusi.
Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum tercantum
dalam Lampiran [ yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun
sekali.
Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan
perkembangan perekonomian, tanpa melakukan
penambahan objek Retribusi Jasa Umum.
Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian . . .
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Bagian Ketiga
Retribusi Jasa Usaha
Pasal 70

Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang
merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 61 huruf b meliputi:
a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir,

pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi,

dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam

lingkungan tempat pelelangan;

c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;

d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;

e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;

f. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;

g. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
h. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu

penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat
Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak
mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Penyediaan/pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah
berdasarkan  jasa/pelayanan  yang  diberikan dan
kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk
pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh
BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam
Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan
Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan
dengan ketentuan:
a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi;
b. tidak . . .
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b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

(6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan
Urusan Keuangan Negara, menteri yang menyelenggarakan
Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling
lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati
ditetapkan.

(7) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Usaha
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa
yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik
negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

(8) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau
badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa
Usaha.

(9) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau
Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-
undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran
Retribusi atas jenis pelayanan Jasa Usaha.

Pasal 71

Penyediaan tempat kegiatan wusaha berupa pasar grosir,

pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf a merupakan
penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar
grosir, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, serta
tempat  kegiatan usaha lainnya yang  disediakan/
diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 72

(1) Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan
hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan
tempat pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70
ayat (1) huruf b merupakan penyediaan tempat pelelangan
yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah
untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan
hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya

yang disediakan di tempat pelelangan.

(2) Termasuk . . .
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(2) Termasuk penyediaan tempat pelelangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang dikontrak oleh
Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai
tempat pelelangan.

Pasal 73

(1) Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf c
merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan
jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh
Pemerintah Daerah.

(2) Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk penyediaan
tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan,
dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah secara
insidentil karena adanya suatu kepentingan atau kegiatan
dan/atau keramaian pada event atau saat tertentu.

Pasal 74

Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf d

merupakan penyediaan tempat penginapan tempat

penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki,
dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
Pasal 75

Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf e merupakan

pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak,
termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum
dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau
dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 76

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf f

merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan

olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh

Pemerintah Daerah.

Pasal . ..
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Pasal 77

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf g

merupakan penjualan hasil produksi usaha daerah oleh

Pemerintah Daerah.

Pasal 78

(1) Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu
penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat
Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak
mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 70 ayat (1) huruf h termasuk pemanfaatan
barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik
daerah.

(2) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan tata cara
penghitungan besaran tarif dapat ditetapkan dengan
Peraturan Bupati untuk pemanfaatan barang milik daerah
berupa:

a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
b. kerja sama pemanfaatan;

c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
d. kerja sama penyediaan infrastruktur.

(3) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan
pemanfaatan barang milik daerah.

(4) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan:

a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi;

b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan

c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

(5) Pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur

mengenai pengelolaan barang milik Daerah.

Pasal . ..
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Pasal 79

(1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha

merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar

alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk

penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

(2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan

ketentuan:

a.

penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan
luas tempat usaha, frekuensi layanan, dan/atau jangka
waktu pemakaian fasilitas Pasar Grosir, Pertokoan,
dan/atau tempat usaha lainnya;

penyediaan tempat pelelangan diukur berdasarkan luas
tempat pelelangan, frekuensi layanan, dan/atau jangka
waktu pemakaian fasilitas tempat pelelangan;
penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan
diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan,
dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat
khusus parkir di luar badan jalan;

penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa
diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan,
dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat
penginapan/pesanggrahan/villa;

pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur
berdasarkan jenis hewan ternak, jenis layanan,
frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian
fasilitas Rumah Potong Hewan;

pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga
diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan,
dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat
rekreasi, pariwisata, dan olah raga;

penjualan produksi usaha Daerah diukur berdasarkan
jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah; dan
pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis
layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu

pemakaian kekayaan Daerah.

Pasal . ..
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Pasal 80
Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif
Retribusi Jasa Usaha untuk memperoleh keuntungan yang
layak.
Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan
jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan
berorientasi pada harga pasar.
Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa
Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur
mengenai BLUD.

Pasal 81
Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung
dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dengan tarif
Retribusi.
Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum
dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun
sekali.
Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan
perkembangan perekonomian, tanpa melakukan
penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.
Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Retribusi Perizinan Tertentu
Pasal 82
Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek
Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 61 huruf c meliputi:

a. PBG; dan

b. penggunaan . . .
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b. penggunaan tenaga kerja asing.
Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan
atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan
kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1 huruf a
merupakan pungutan atas penerbitan persetujuan
bangunan gedung oleh Daerah.
Retribusi penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan dana
kompensasi penggunaan tenaga kerja asing atas
pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing
perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing.
Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan
perizinan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan
usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak
swasta.
Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang
Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati
pemberian Perizinan Tertentu.
Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang
pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-
undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran
Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

Pasal 83
Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat
(1) huruf a meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh
Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan
standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung,
penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF.
Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk
permohonan persetujuan:
a. Pembangunan baru;

b. Bangunan . . .
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b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum
memiliki PBG dan/atau SLF;

c. PBG perubahan untuk:
1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;

perubahan lapis Bangunan Gedung;

perubahan luas Bangunan Gedung;

perubahan tampak Bangunan Gedung;

a kL

perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada
Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek
keselamatan dan/atau kesehatan,;
6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat
kerusakan sedang atau berat;
7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan
Gedung cagar budaya; atau
8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di
kawasan cagar budaya;
d. PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan
pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Bangunan
milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Bangunan
yang memiliki fungsi keagamaan /peribadatan.
Pasal 84
Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b merupakan
pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja
asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan
tenaga kerja asing oleh instansi pemerintah pusat,
perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga
sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di

lembaga pendidikan.

Pasal . ..
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Pasal 85

(1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu
merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar
alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk
penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

(2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
ketentuan:

a. pelayanan PBG diukur berdasarkan formula yang
mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan
layanan; dan

b. pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur
berdasarkan frekuensi penyediaan layanan dan/atau
jangka waktu layanan.

(3) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
terdiri atas:

a. formula untuk Bangunan Gedung, meliputi:

1. Luas Total Lantai;
2. Indeks Terintegrasi; dan
3. Indeks Bangunan Gedung Terbangun; dan

b. formula untuk Prasarana Bangunan Gedung, meliputi:
1. Volume;

2. Indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
3. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.
Pasal 86

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif
Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk
menutup seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin
yang bersangkutan.

(2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen
izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan,
dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin
tersebut.

(3) Pelayanan persetujuan Bangunan gedung sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 82 ayat (I huruf a, biaya
penyelenggaraan layanan mengacu pada ketentuan
peraturan perundang-undangan mengenai Bangunan
Gedung.

(4) Pelayanan . . .
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Pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja
asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82
ayat (1) huruf b, biaya penyelenggaraan pemberian izin
mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan
mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

Pasal 87
Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang
dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 dengan tarif
Retribusi.
Khusus untuk Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan
PBG, besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan
perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan
pelayanan PBG dengan harga satuan Retribusi PBG.
Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) terdiri atas:
a. SHST untuk Bangunan Gedung; atau
b. HSPBG untuk Prasarana Bangunan Gedung.
Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung
besaran Retribusi yang terutang.
Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah,
pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan
dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs
yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk
kepentingan perpajakan.
Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu
tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun
sekali.
Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (7) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan
perkembangan perekonomian, tanpa melakukan

penambahan objek Retribusi Perizinan Tertentu.
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(9) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (7) khusus layanan PBG hanya terhadap besaran
harga/indeks dalam tabel Harga Satuan Bangunan Gedung
Negara/Standar Harga Satuan Tertinggi dan Indeks
Lokalitas.

(10)Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (7) khusus layanan penggunaan tenaga kerja asing
berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan
pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan
Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
ketenagakerjaan.

(11)Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud
pada ayat (8), ayat (9), dan ayat (10) ditetapkan dengan

Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Pemanfaatan Penerimaan Retribusi
Pasal 88

(1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis
Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang
berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan
yang bersangkutan.

(2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan
dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk
mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai
BLUD.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan
Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI
Bagian Kesatu
Pemungutan Pajak
Pasal 89
(1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
(2) Wajib . . .
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Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak
yang terutang dengan menggunakan SSPD.
Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dilakukan melalui sistem pembayaran
berbasis elektronik.
Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum
tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat
dilakukan melalui pembayaran tunai.
Bupati menetapkan jangka waktu pembayaran atau
penyetoran Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut
berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (1) paling lama:
a. 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman SKPD atau
dokumen lain yang dipersamakan; dan
b. 6 (enam) bulan sejak tanggal pengiriman SPPT.
Bupati menetapkan jangka waktu pembayaran atau
penyetoran Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut
berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b
sampai dengan huruf d paling lama 10 (sepuluh) hari kerja
setelah berakhirnya masa Pajak.
Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat
pada waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan
ayat (6), Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa
bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak
terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor,
dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai
dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling
lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan
dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan
menggunakan STPD.
Pembayaran atau penyetoran BPHTB atas Perolehan Hak
atas Tanah dan/atau Bangunan dari jual beli sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a dan ayat (3)

berdasarkan nilai perolehan objek Pajak.

(9) Dalam . . .
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(9) Dalam hal terjadi perubahan atau pembatalan perjanjian

pengikatan jual beli sebelum ditandatanganinya akta jual

beli mengakibatkan:

a. jumlah BPHTB lebih dibayar atau tidak terutang, Wajib
Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan
pembayaran BPHTB; atau

b. jumlah BPHTB kurang dibayar, Wajib Pajak melakukan

pembayaran kekurangan dimaksud.

(10) Pembayaran atau penyetoran BPHTB sebagaimana

(1)

dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9) huruf b paling lambat
dilunasi pada saat penandatanganan akta jual beli.
Pasal 90

Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan
penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (1) dan Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut
berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (2) wajib mendaftarkan diri dan/atau
objek Pajaknya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pendataan
Wajib Pajak dan/atau objek Pajak untuk memperoleh,
melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak
dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek
Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan daerah.
Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis
Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi SKPD atau
dokumen lain yang dipersamakan, dan SPPT.
Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis
Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi SPTPD.
Khusus untuk BPHTB, SSPD dipersamakan sebagai SPTPD.
Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD
untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan
Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan
untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan

sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

(7) Utang . . .
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Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD,
SKPDKB, SPKDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan,
Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding
merupakan dasar Penagihan Pajak.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan

Pajak diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pemungutan Retribusi
Pasal 91

Besaran Retribusi terutang ditetapkan dengan SKRD atau
dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk
dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.

Dokumen lain yang dipersamakan dapat berupa karcis,
kupon, kartu langganan, tagihan BLUD, dan surat
pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau
perizinan elektronik.

Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi terutang
yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke kas
Daerah atau melalui Wajib Retribusi yang bertindak selaku

pemungut.

Wajib  Retribusi yang Dbertindak selaku pemungut
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyetorkan seluruh
penerimaan Retribusi yang dipungut ke kas Daerah sesuai

dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Dalam hal Retribusi dipungut atas pelayanan yang
diberikan oleh BLUD, pembayaran Retribusi oleh Wajib
Retribusi disetorkan ke rekening kas BLUD sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

dapat dibayarkan sekaligus sebelum pelayanan diberikan.

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat
pada waktunya atau kurang membayar, Wajib Retribusi
dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1%
(satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak
atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo
pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk
jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan
ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi

Daerah.

(8) Penagihan . . .
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Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) didahului dengan Surat Teguran.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan
Retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 92
Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama atau
penunjukan pihak ketiga dalam melakukan Pemungutan
Retribusi.
Kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk penetapan tarif,
pengawasan, dan Pemeriksaan.
Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga
sebagaimana dimaksud pada ayat () dilaksanakan
berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas
Pemungutan Retribusi dengan tidak menambah beban
Wajib Retribusi.
Penerimaan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke rekening
kas umum daerah secara bruto.
Pemberian imbal jasa kepada pihak ketiga sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui belanja anggaran
pendapatan dan belanja daerah.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan
kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pembukuan
Pasal 93

Wajib Pajak wajib melakukan pembukuan atau pencatatan

secara elektronik dan/atau non-elektronik, dengan

ketentuan:

a. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan
peredaran usaha paling sedikit Rp4.800.000.000,00
(empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun wajib
menyelenggarakan pembukuan; dan

b. bagi . ..
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b. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan
peredaran usaha kurang dari Rp4.800.000.000,00
(empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun
dapat memilih menyelenggarakan pembukuan atau
pencatatan.

Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan dengan

memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan

atau kegiatan usaha yang sebenarnya.

Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan

perundang-undangan yang terkait dengan pembukuan.

Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

paling sedikit memuat data peredaran usaha atau data

penjualan beserta bukti pendukungnya agar dapat
digunakan untuk menghitung besaran Pajak yang terutang.

Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar

pembukuan atau pencatatan, termasuk dokumen hasil

pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara
elektronik atau secara program aplikasi online sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan selama 5 (lima)
tahun di Indonesia di tempat kegiatan atau tempat tinggal
Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib
Pajak Badan.

Bagian Keempat

Pelaporan

Pasal 94
Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan
penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib mengisi SPTPD.
SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup
seluruh jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (2) terutang yang telah dibayar oleh Wajib Pajak.
SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit
memuat peredaran usaha dan jumlah Pajak terutang

perjenis Pajak dalam satu masa Pajak.

(4) SPTPD . . .



(4)

(3)

-57 -

SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
kepada Bupati setelah berakhirnya masa Pajak dengan
dilampiri SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak.
Khusus untuk BPHTB, SSPD dipersamakan sebagai SPTPD.
SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
dianggap telah disampaikan setelah dilakukannya
pembayaran.

Pasal 95
Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94
ayat (1) dilakukan setiap masa Pajak.
Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan jangka waktu yang digunakan oleh Wajib Pajak
untuk menghitung Pajak terutang yang harus dibayarkan
atau disetorkan ke kas Daerah dan dilaporkan dalam
SPTPD.
Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati
menetapkan  jangka = waktu penyampaian SPTPD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 15 (lima
belas) hari kerja setelah berakhirnya masa Pajak.
Ketentuan masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dikecualikan untuk BPHTB.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan
penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal
94 ayat (1), penentuan masa Pajak untuk setiap jenis Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan batas waktu
penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 96
Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan
SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1)
dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda.
Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan dengan STPD dalam satuan rupiah
untuk setiap SPTPD.
Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami
keadaan kahar (force majeure).

(4) Kriteria . . .
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Kriteria keadaan kahar (force majeure) sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) yaitu:
a. bencana alam;
b. kebakaran;
c. kerusuhan massal atau huru-hara;
d. wabah penyakit; dan/atau
e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran sanksi
administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 97
Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan
SPTPD yang telah disampaikan dengan menyampaikan
pernyataan tertulis sepanjang belum dilakukan
Pemeriksaan.
Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) menyatakan lebih bayar, pembetulan SPTPD harus
disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum
kedaluwarsa penetapan.
Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) menyatakan kurang bayar, pembetulan SPTPD
dilampiri dengan SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak yang
kurang dibayar dan sanksi administratif berupa bunga.
Atas pembetulan SPTPD yang menyatakan kurang bayar
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi
administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per
bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari
tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal
pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh
empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1
(satu) bulan.
Atas kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
tidak dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan
pokok Pajak yang kurang dibayar.

Pasal 98
Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan Penelitian
atas SPTPD yang disampaikan Wajib Pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1).

(2) Penelitian . . .
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Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:

a. kesesuaian batas akhir pembayaran dan/atau
penyetoran dengan tanggal pelunasan dalam SSPD;

b. kesesuaian antara SSPD dengan SPTPD; dan

c. kebenaran penulisan, penghitungan, dan/atau
administrasi lainnya.

Apabila berdasarkan hasil Penelitian atas SPTPD

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui terdapat

Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, Bupati atau

Pejabat yang ditunjuk menerbitkan STPD.

STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencantumkan

jumlah kekurangan pembayaran Pajak terutang ditambah

sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen)

per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung

sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak,

bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, untuk jangka

waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian

dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Dalam hal hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) terdapat indikasi penyampaian

informasi yang tidak sebenarnya dari Wajib Pajak, Bupati

atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.

Bagian Kelima
Pemeriksaan Pajak dan Retribusi
Pasal 99

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan
Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan
kewajiban Pajak dan Retribusi dan tujuan lain dalam
rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-
undangan mengenai Pajak dan Retribusi.
Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan
kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dalam hal:
a. Wajib Pajak  mengajukan pengembalian atau

kompensasi kelebihan pembayaran Pajak;

b. terdapat . . .
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b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang
menunjukkan bahwa Pajak yang terutang tidak atau
kurang dibayar; atau

c. Wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan
berdasarkan analisis risiko.

Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan paling sedikit untuk:

a. pemberian NPWPD secara jabatan;

b. penghapusan NPWPD;

c. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak;

d. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau

e. pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak.

Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) meliputi penentuan, pencocokan, atau

pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan

Pemeriksaan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemeriksaan

Pajak dan Retribusi diatur dalam Peraturan Bupati dengan

berpedoman pada Peraturan Menteri mengenai pedoman

Pemeriksaan Pajak.

Pasal 100

Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 99, kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi

yang diperiksa meliputi:

a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau
catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan
dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak
dan objek Retribusi yang terutang;

b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau
ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan
guna kelancaran Pemeriksaan; dan/atau

c. memberikan keterangan yang diperlukan.

Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 99, hak Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi

yang diperiksa paling sedikit:

a. meminta identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan
kepada pemeriksa;

b. meminta . . .
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b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan
penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan; dan

c. menerima  dokumen = hasil Pemeriksaan  serta
memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil
Pemeriksaan.

Dalam hal Wajib Pajak dan Wajib Retribusi tidak memenuhi

kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya

Pajak dan Retribusi terutang ditetapkan secara jabatan.

Bagian Keenam
Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak
Pasal 101

Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak
terutangnya Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat
menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN
untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan
sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (2).

SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan
dalam hal terdapat Pajak yang kurang atau tidak dibayar
berdasarkan:

a. hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

99; atau

b. penghitungan secara jabatan karena:

1. Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD dalam
jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 95 ayat (3) dan telah ditegur secara
tertulis namun tidak disampaikan pada waktunya
sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; atau

2. Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) atau Pasal 100
ayat (1).

SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan
dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula
belum terungkap dan menyebabkan penambahan Pajak
yang terutang setelah dilakukan Pemeriksaan dalam rangka
penerbitan SKPDKBT.

(4) SKPDN . . .
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(4) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan
dalam hal jumlah Pajak yang terutang sama besarnya
dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan
tidak ada kredit Pajak.

Pasal 102

Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 99 terdapat kelebihan pembayaran

Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan

SKPDLB.

Pasal 103

(1) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (2) huruf a
dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1,8%
(satu koma delapan persen) per bulan dari Pajak yang
kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat
terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian
Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan
diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama
24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan
dihitung penuh 1 (satu) bulan.

(2) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 101 ayat (2) huruf b dikenakan
sanksi administratif berupa bunga sebesar 2,2% (dua koma
dua persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau
terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak
atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau
Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk
jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta
bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan, sejak saat
terutangnya Pajak ditambahkan dengan sanksi
administratif berupa:

a. kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok
Pajak yang kurang dibayar untuk jenis Pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a;
atau

b. kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari
pokok Pajak yang kurang dibayar untuk jenis Pajak
selain yang dimaksud pada huruf a.

(3) Jumlah . . .
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(3) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (3) dikenakan

sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100%

(seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak yang

terutang dalam SKPDKBT.

SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2),

dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib

dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan
sejak tanggal diterbitkan.
Pasal 104

Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak

terutangnya Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat

menerbitkan STPD.

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD

untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan

Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dalam

hal:

a. Pajak terutang dalam SKPD atau SPPT yang tidak atau
kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;

b. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan
Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau
kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau

c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa
bunga dan/ atau denda.

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD

untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan

sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 ayat (2) dalam hal:

a. Pajak terutang tidak atau kurang dibayar;

b. hasil Penelitian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 98 terdapat kekurangan pembayaran sebagai
akibat salah tulis, salah hitung, atau kesalahan
administratif lainnya oleh Wajib Pajak;

c. SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan,
Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang
tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo
pembayaran; atau

d. Wajib . . .
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d. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa
bunga dan/atau denda.
Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a dan huruf b, berupa
pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan
pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1%
(satu persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang
dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran
sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu
paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat
terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1
(satu) bulan.
Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf c, dikenai sanksi
administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam
persen) per bulan dari Pajak yang tidak atau kurang
dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran
sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu
paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat
terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1
(satu) bulan.
Bagian Ketujuh
Penagihan Pajak
Pasal 105
Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD,
SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan,
Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding
merupakan dasar Penagihan Pajak.
Atas dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) yang belum jatuh tempo pembayaran atau
pelunasan, dapat dilakukan imbauan.
Dalam hal dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tidak dilunasi setelah jatuh tempo
pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan Penagihan
Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan mengenai perpajakan.

Pasal . ..
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Pasal 106

(1) Dalam rangka melaksanakan Penagihan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 105 ayat (3) Bupati berwenang

menunjuk Pejabat untuk melaksanakan Penagihan.

(2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:

a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak; dan

b. menerbitkan:

1. Surat Teguran;

surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
Surat Paksa;

surat perintah melaksanakan penyitaan;

surat perintah penyanderaan;

surat pencabutan sita;

pengumuman lelang;

surat penentuan harga limit;

o x® N o kRN

pembatalan lelang; dan

—
o

.surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan

Penagihan Pajak.

(3) Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Pajak sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 107
Tata cara Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 106 ayat (3) diawali dengan penerbitan Surat
Teguran.
Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mencantumkan batas waktu pelunasan Utang Pajak oleh
Penanggung Pajak.
Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) terlampaui dan Wajib Pajak belum melunasi Utang
Pajak, terhadap Penanggung Pajak diterbitkan Surat
Paksa.
Khusus untuk Penanggung Pajak yang telah disetujui
untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak, atas
Utang Pajak yang diangsur atau ditunda pembayarannya

tidak diterbitkan Surat Teguran.

(5) Dalam . . .



(5)

(6)

(9)

(10)

(11)

- 66 -

Dalam hal kewajiban pembayaran Utang Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dilakukan
setelah melewati jatuh tempo, diterbitkan Surat Paksa
tanpa didahului Surat Teguran.
Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
diberitahukan atau disampaikan oleh Jurusita Pajak
kepada Penanggung Pajak.
Dalam hal Penanggung Pajak tidak melunasi Utang
Pajaknya setelah melewati jangka waktu 2 x 24 (dua kali
dua puluh empat) jam sejak Surat Paksa disampaikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diterbitkan surat
perintah melaksanakan penyitaan.
Dalam hal Utang Pajak dan/atau biaya Penagihan Pajak
tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan
berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pejabat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2)
berwenang melaksanakan penjualan secara lelang melalui
kantor lelang terhadap barang yang disita.
Penjualan secara lelang dilaksanakan paling cepat setelah
jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak
pengumuman lelang.
Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (9),
dilaksanakan paling cepat setelah lewat jangka waktu 14
(empat belas) hari terhitung sejak dilakukan penyitaan.
Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk
membayar biaya Penagihan Pajak dan sisanya untuk
membayar Utang Pajak yang belum dibayar.

Pasal 108

Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Seketika dan

Sekaligus berdasarkan surat perintah Penagihan Seketika dan

Sekaligus apabila:

a.

Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk
selama-lamanya atau berniat untuk itu;

Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang
dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan
atau mengecilkan kegiatan usahanya atau pekerjaan yang
dilakukannya di Indonesia;

c. terdapat . . .
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c. terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan
membubarkan badan usahanya, menggabungkan
usahanya, atau memekarkan usahanya, atau
memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau
dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;

d. badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau
terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak
ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

Pasal 109

(1) Dalam rangkaian proses pelaksanaan Penagihan, terhadap
Penanggung Pajak yang tidak menunjukkan iktikad baik
melunasi Utang Pajak dan memiliki Utang Pajak dengan
besaran minimal tertentu, dapat dilakukan pencegahan
dan/atau penyanderaan.

(2) Pencegahan dan/atau penyanderaan terhadap Penanggung
Pajak tidak mengakibatkan hapusnya Utang Pajak atau
terhentinya pelaksanaan Penagihan Pajak.

(3) Pencegahan dan/atau penyanderaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 110
Ketentuan lebih lanjut mengenai Penagihan diatur dalam
Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Menteri

mengenai pedoman Penagihan Pajak.

Bagian Kedelapan
Kedaluwarsa Penagihan Pajak dan Retribusi
Pasal 111

(1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak menjadi
kedaluwarsa setelah melampaui waktu S5 (lima) tahun
terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila
Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan
daerah.

(2) Dalam hal saat terutang Pajak untuk jenis Pajak yang
dipungut berdasarkan penetapan Bupati berbeda dengan
saat penetapan SKPD atau SPPT sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 89 ayat (3), jangka waktu 5 (lima) tahun
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak saat
penetapan SKPD atau SPPT.

(3) Kedaluwarsa . . .
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Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tertangguh apabila sebelum jangka waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik
langsung maupun tidak langsung.
Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa
Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat
Teguran dan/atau Surat Paksa tersebut.
Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Wajib Pajak
dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai
Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah
Daerah.
Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari
pengajuan permohonan angsuran atau penundaan
pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
Dalam hal ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, kedaluwarsa
Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan tersebut.
Pasal 112
Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi menjadi
kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun
terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika
Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang
Retribusi.
Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tertangguh jika:
a. diterbitkan Surat Teguran; atau
b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi,
baik langsung maupun tidak langsung.
Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan

dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.

(4) Pengakuan . . .



(4)

(7)

- 69 -

Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Retribusi
dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai
utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah
Daerah.

Pengakuan wutang Retribusi secara tidak langsung
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat
diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau
penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh

Wajib Retribusi.

Bagian Kesembilan
Penghapusan Piutang Pajak dan Retribusi
Pasal 113
Bupati melakukan pengelolaan piutang Pajak untuk
menentukan prioritas Penagihan Pajak.
Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memerintahkan jurusita
Pajak untuk melakukan Penagihan Pajak sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak
untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat
dihapuskan.
Piutang Pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
ditetapkan setelah Penagihan telah dilakukan sampai
dengan batas waktu kedaluwarsa Penagihan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 111, dibuktikan dengan dokumen-
dokumen pelaksanaan Penagihan.
Penetapan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) dilakukan dengan mempertimbangkan hasil
koordinasi dengan aparat pengawas internal pemerintah
Daerah.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan

piutang Pajak diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal . ..
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Pasal 114
Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena
hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat
dihapuskan.
Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang
Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan
piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesepuluh
Keberatan dan Banding
Paragraf 1
Keberatan Pajak
Pasal 115
Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati
atau Pejabat yang ditunjuk terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB,
SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau
Pemungutan oleh pihak ketiga.
Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan
secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan
mengemukakan jumlah Pajak terutang atau jumlah Pajak
yang dipotong atau dipungut, berdasarkan penghitungan
Wajib Pajak, dengan disertai alasan yang jelas.
Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga)
bulan sejak tanggal SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT,
SKPDLB, atau SKPDN dikirim atau tanggal pemotongan
atau Pemungutan, kecuali jika Wajib Pajak dapat
menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi
karena keadaan kahar.
Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
meliputi:
a. bencana alam;
b. kebakaran;
c. kerusuhan massal atau huru-hara;

d. wabah . ..
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d. wabah penyakit; dan/atau
e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah
membayar Pajak terutang dalam SPPT, SKPD, SKPDKB,
SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau
Pemungutan oleh pihak ketiga paling sedikit sejumlah yang
telah disetujui Wajib Pajak.
Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) tidak
dianggap sebagai surat keberatan.
Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman
tercatat atau melalui media lainnya, atau tanda penerimaan
surat keberatan yang diberikan Bupati atau Pejabat yang
ditunjuk kepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukti
penerimaan surat keberatan.
Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka
waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar
pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan
1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan
Keberatan.
Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan
permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(8) tidak termasuk sebagai Utang Pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1).

Pasal 116
Bupati atau Pejabat yang ditunjuk harus memberi
keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1).
Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat
melakukan Pemeriksaan.
Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu
paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat
keberatan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115

ayat (7).

(4) Keputusan . . .
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Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas

keberatan dapat berupa:

a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang
berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang
terutang menurut Wajib Pajak;

b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang
berdasarkan hasil penelitian sebagian sama dengan
Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;

c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil
penelitian sama dengan Pajak yang terutang dalam
surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan
oleh Wajib Pajak; atau

d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam
hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian lebih
besar dari Pajak yang terutang dalam surat
keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh
Wajib Pajak.

Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi

suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut
dianggap diterima.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian

keberatan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 117

Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan sebagian

atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak

dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar

0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak

yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua

puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh

1 (satu) bulan.

Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan

diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.

(3) Dalam . . .
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Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan
sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa
denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Pajak
berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak

yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Paragraf 2
Keberatan Retribusi

Pasal 118
Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan
kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau
dokumen lain yang dipersamakan.
Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia
dengan disertai alasan yang jelas.
Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama
3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD dikirim, kecuali jika Wajib
Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut
tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
meliputi:
a. bencana alam;
b. kebakaran;
c. kerusuhan massal atau huru-hara;
d. wabah penyakit; dan/atau
e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar
Retribusi dan pelaksanaan Penagihan Retribusi.

Pasal 119
Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu
paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan
diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang
diajukan oleh Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 118 ayat (1) dengan menerbitkan surat
keputusan keberatan.
Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat
melakukan Pemeriksaan.

(3) Keputusan . . .
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Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas
keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau
sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi
yang terutang.
Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
telah lewat dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak
memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan
tersebut dianggap diterima seluruhnya.

Pasal 120
Jika pengajuan keberatan diterima sebagian atau
seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan
dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma
enam persen) per bulan dihitung dari Retribusi yang lebih
dibayar untuk paling lama 12 (dua belas) bulan serta
bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan
diterbitkannya SKRDLB.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan

keberatan Retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Banding

Pasal 121
Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya
kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan
Keberatan yang ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang
ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (3)
paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan
dilampiri salinan Surat Keputusan Keberatan.
Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan
dengan disertai alasan yang jelas.
Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menangguhkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan
1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal . ..
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Pasal 122

(1) Dalam hal permohonan banding dikabulkan sebagian atau
seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan
dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6 % (nol koma
enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih
dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh
empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1
(satu) bulan.

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan
diterbitkannya Putusan Banding.

(3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding,
sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh
persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (3)
tidak dikenakan.

(4) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan
sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa
denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah Pajak
berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan Pajak yang

telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Bagian Kesebelas
Gugatan Pajak
Pasal 123

Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:

a. pelaksanaan Surat Paksa, surat perintah melaksanakan
penyitaan, atau pengumuman lelang;

b. keputusan pencegahan dalam rangka Penagihan Pajak;

c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan
perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 115 ayat (1)
dan Pasal 116; dan

d. penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan
Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan
prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan
peraturan perundang-undangan, hanya dapat diajukan ke

badan peradilan pajak.

Pasal . ..
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Pasal 124

Pengajuan gugatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

(1)

Bagian Kedua Belas
Pembetulan dan Pembatalan Ketetapan
Pasal 125

Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya,

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan

pembetulan STPD, SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT,

SKPDN, atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat

kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau

kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan
perundang-undangan perpajakan Daerah.

Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan dalam Surat Keputusan Pembetulan.

Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib

Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau

Pejabat yang ditunjuk menindaklanjuti permohonan

tersebut dengan melakukan penelitian terhadap

permohonan Wajib Pajak.

Dalam rangka penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat

(3), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat meminta data,

informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan.

Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib

Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati atau

Pejabat yang ditunjuk wajib menerbitkan Surat Keputusan

Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam

jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal

surat permohonan pembetulan diterima.

Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada

ayat (5) berisi keputusan berupa:

a. mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan
membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat
berupa menambahkan, mengurangkan, atau
menghapuskan jumlah Pajak yang terutang, maupun
sanksi administratif berupa bunga, denda, dan
kenaikan Pajak; atau

b. membatalkan . . .
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(4)

(5)
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b. membatalkan STPD atau  membatalkan  hasil
Pemeriksaan maupun ketetapan Pajak  yang
dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata
cara yang ditentukan; dan

c. menolak permohonan Wajib Pajak.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembetulan atau

pembatalan ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada

ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Belas

Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak atau Retribusi
Pasal 126

Atas kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi, Wajib
Pajak atau Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan
pengembalian kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu
paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan
keputusan.
Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu
paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan
pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan
keputusan.
Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dan ayat (3) telah dilampaui dan Bupati atau Pejabat yang
ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, permohonan
pengembalian pembayaran Pajak atau Retribusi dianggap
dikabulkan dan SKPDLB atau SKRDLB harus diterbitkan
dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
Apabila Wajib Pajak atau Wajib Retribusi mempunyai Utang
Pajak atau utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran
Pajak atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu

Utang Pajak atau utang Retribusi lainnya.

(6) Pengembalian . . .
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(6) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam
jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak
diterbitkannya SKPDLB atau SKRDLB.

(7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau
Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati
atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga
sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas
keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak
atau Retribusi.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian
kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V
PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN,
PENGHAPUSAN ATAU PENUNDAAN ATAS POKOK
PAJAK/RETRIBUSI
Pasal 127

(1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi,
Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku
usaha di Daerah.

(2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa
pengurangan, keringanan, dan  pembebasan atau
penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau
sanksinya.

(3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib
Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati
berdasarkan pertimbangan, meliputi:

a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib
Retribusi;

b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena
bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya
yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan
yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain
yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;

c.untuk . ..
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c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro
dan ultra mikro;
d. untuk mendukung kebijakan Daerah dalam mencapai
program prioritas Daerah; dan/atau
e. untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam
mencapai program prioritas nasional.
Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan
diberitahukan kepada DPRD.
Pemberitahuan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) disertai dengan pertimbangan Bupati dalam
memberikan insentif fiskal.
Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara
pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diatur dalam Peraturan Bupati.
Pasal 128
Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan
keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan
pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau
Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau
Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan
penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak
atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek
Retribusi.
Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi kemampuan membayar Wajib Pajak atau tingkat
likuiditas Wajib Pajak.
Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan
Bangunan yang ditempati Wajib Pajak dari golongan
tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu,
dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran,

huru-hara, dan/atau kerusuhan.

(5) Pemberian . . .
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Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan
penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diberitahukan kepada DPRD setiap 6 (enam) bulan
sekali.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian keringanan,
pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam
Peraturan Bupati.

Pasal 129

Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah
kepada Wajib Pajak, berupa:

a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan

Pajak; dan/atau
b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan
pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.

Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan
Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan
kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi
kewajiban Pajak pada waktunya.

Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan
Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat
diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan
permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam
keputusan Bupati.

Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran
Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak
mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib
Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi
kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.

Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran
Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan
permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam

keputusan Bupati.

(6) Dalam . . .
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Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan
pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada
ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak
dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:

a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa
angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan
permohonan Wajib Pajak;

b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau
masa angsuran atau lamanya penundaan yang
dimohonkan Wajib Pajak; atau

c. menolak permohonan Wajib Pajak.

Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau

penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a

dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24

(dua puluh empat) bulan.

Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan

pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar

0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak

yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling

lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan
dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan

ayat (4) meliputi:

b. bencana alam;

c. kebakaran;

d. kerusuhan massal atau huru-hara;

e. wabah penyakit; dan/atau

f. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata

cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur

dalam Peraturan Bupati.

BAB . ..
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BAB VI
KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK
Pasal 130
Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain
segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan
kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau
pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga
terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk
membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan

perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.

(3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:

a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai
saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan

b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh
Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat
lembaga negara atau instansi Pemerintah yang
berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang
Keuangan Daerah.

Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan

izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat

(2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti

tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang

ditunjuk.

Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam

perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai

dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata,

Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan

dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib

Pajak yang ada padanya.

(7) Permintaan . . .
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Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat,
keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara
pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan

yang diminta.

BAB VII
INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 131
Instansi yang melaksanakan pemungutan pajak dan
retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian
kinerja tertentu.
Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan melalui APBD.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan
pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII
SISTEM INFORMASI

Pasal 132
Penganggaran Pajak dan  Retribusi dalam APBD
mempertimbangkan paling sedikit:
a. kebijakan makro ekonomi Daerah; dan
b. potensi Pajak dan Retribusi.
Kebijakan makro ekonomi Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a meliputi struktur ekonomi Daerah,
proyeksi pertumbuhan ekonomi Daerah, ketimpangan
pendapatan, indeks pembangunan manusia, kemandirian
fiskal, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, dan daya
saing Daerah.
Potensi Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b merupakan data awal objek pajak dan
retribusi yang diperoleh melalui proses pendataan dan

penilaian.

Pasal . ..



(1)

-84 -

Pasal 133
Potensi Pajak dan Retribusi hasil pendataan dan penilaian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (3) menjadi
basis data Pajak dan Retribusi.
Basis data Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan sebagai data utama yang
dipergunakan untuk menentukan target penerimaan Pajak
dan Retribusi dalam APBD dan kebijakan dibidang
keuangan Daerah lainnya.
Pengelolaan basis data Pajak dan Retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui Sistem
Informasi Pajak Dan Retribusi Terintegrasi.
Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Informasi Pajak
dan Retribusi Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 134
Dalam rangka optimalisasi Pemungutan Pajak, Pemerintah
Daerah dapat meminta data dan/atau informasi kepada
pelaku usaha penyedia sarana komunikasi elektronik yang
digunakan untuk transaksi perdagangan.
Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berupa data dan/atau informasi yang berkaitan dengan
orang pribadi atau Badan yang terdaftar dan memiliki

peredaran usaha.

BAB IX
SINERGITAS PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI
Pasal 135

Dalam rangka optimalisasi pengelolaan Pajak dan Retribusi,
Pemerintah Daerah membangun dan mengembangkan
sinergitas pengelolaan Pajak dan Retribusi.

Sinergitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa
koordinasi, jejaring kerja, kemitraan dan kerjasama Daerah
antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah, Pemerintah
Provinsi, masyarakat, dunia usaha, dunia pendidikan dan

pihak lainnya.

(3) Sinergitas . . .
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Sinergitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan
untuk:

a. pelaksanaan pemungutan Pajak dan Retribusi;

b. penanganan piutang Pajak dan Retribusi;

c. melakukan kajian dan penelitian dalam rangka
pendataan potensi Pajak dan Retribusi;

optimalisasi pelaksanaan Opsen Pajak;

pengembangan data potensi Pajak dan Retribusi;

penentuan target pendapatan berbasis data potensi;

R I I o

mengembangkan kapasitas sumber daya manusia dan

teknologi;

h. pemberian sanksi administrasi dalam menjamin
efektifitas pemungutan Pajak dan Retribusi;

i. pelaksanaan kerja sama teknis;

j- pertukaran data dan informasi; dan

1. hal lainnya dalam rangka optimalisasi pemungutan
Pajak dan Retribusi sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pelaksanaan sinergitas koordinasi, jejaring kerja, kemitraan

dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan = peraturan

perundang-undangan.

Pasal 136

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi melaksanakan

sinergi dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak dan

Opsen Pajak atas:

a. PKB dan Opsen PKB;

b. BBNKB dan Opsen BBNKB; dan

c. Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB.

Ketentuan lebih lanjut mengenai sinergi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 137
Dalam upaya mengoptimalkan penerimaan  Pajak,
Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama
optimalisasi Pemungutan Pajak dengan:
a. Pemerintah;
b. Pemerintah Daerah lain; dan/atau
c. pihak ketiga.
(2) Kerja . . .
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(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan/atau

informasi perpajakan, perizinan, serta data dan/atau

informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan;

b. pengawasan Wajib Pajak bersama sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. pemanfaatan program atau kegiatan peningkatan

pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang

perpajakan;

d. pendampingan dan dukungan kapasitas di bidang

perpajakan;

e. peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur

atau sumber daya manusia di bidang perpajakan;

f. penggunaan jasa layanan pembayaran oleh pihak

ketiga; dan

g. kegiatan lainnya yang dipandang perlu untuk

dilaksanakan dengan didasarkan pada pertimbangan

efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling

menguntungkan.

Kerja sama yang dapat dilaksanakan bersama dengan

Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah lain sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi

bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf a sampai dengan huruf e dan/atau huruf g.
(4)

Kerja sama yang dapat dilaksanakan bersama dengan pihak

ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

meliputi bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf c sampai dengan huruf g.
Pasal 138
(1) Pemerintah Daerah dapat:

a. mengajukan penawaran kerja sama kepada pihak yang

dituju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (1);

dan

b. menerima penawaran Kkerja sama dari pihak

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (1).

(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat

(2) dituangkan dalam dokumen perjanjian kerja sama atau

dokumen lain yang disepakati para pihak.

(3) Khusus . . .



(3)

(4)

(1)
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Khusus untuk bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 137 ayat (2) huruf a, dokumen perjanjian kerja
sama ditetapkan oleh Bupati bersama mitra kerja sama.
Dokumen perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) paling sedikit mengatur ketentuan mengenai:
subjek kerja sama;

maksud dan tujuan;

ruang lingkup;

hak dan kewajiban para pihak yang terlibat;

jangka waktu perjanjian;

sumber pembiayaan;

penyelesaian perselisihan;

B0 o0 TP

sanksi;

=

korespondensi; dan

j- perubahan.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 139
Pembinaan dan Pengawasan terhadap pengelolaan Pajak
dan Retribusi dilakukan oleh Bupati.
Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
terhadap Perangkat Daerah meliputi:
a. koordinasi dan sinergitas pengelolaan Pajak dan
Retribusi;

b. penyusunan kebijakan Pajak dan Retribusi; dan
Cc. perencanaan, pemantauan, dan evaluasi.
Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah
dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan keuangan
sub urusan pengelolaan pendapatan daerah.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan
pengawasan diatur dalam Peraturan Bupati sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 140
Selain Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia,
penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini,
dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang
pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.
(2) Dalam . . .
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(2) Dalam melaksanakan tugasnya, penyidik sebagaimana

(3)

dimaksud pada ayat (1) memiliki kewenangan sebagaimana

diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu:

a.

menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti
keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak
pidana, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi
lengkap dan jelas;

menerima, mencari, menyimpulkan dan meneliti
keterangan, mengenai orang pribadi atau badan tentang
kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan
dengan tindak pidana tersebut;

meminta keterangan dan barang bukti dari orang
pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-
dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang
bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen
lain serta melakukan penyitaan barang bukti tersebut;
meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka
pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;

menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang
berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau
dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada
huruf e;

memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak
pidana;

memanggil orang untuk didengar keterangannya dan
diperiksa sebagai tersangka atau saksi; dan

melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran
penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat

dipertanggungjawabkan.

Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) berpedoman ketentuan peraturan perundang-

undangan.

BAB . ..
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BAB XII
SANKSI
Bagian Kesatu
Sanksi Pidana
Pasal 141

(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya mengisi SSPD BPHTB
dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap
atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak
menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah,
diancam dengan pidana sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja mengisi SSPD BPHTB
dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap
atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak
menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah,
diancam dengan pidana sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 142

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat

dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun

terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir
atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang
bersangkutan berakhir.

Pasal 143

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban membayar

atas layanan yang digunakan/dinikmati, sehingga merugikan

Keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 144

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan kerahasiaan

data Wajib Pajak, diancam dengan pidana berdasarkan

peraturan perundang-undangan.
Pasal 145

Sanksi pidana berupa denda sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 141, Pasal 142, dan Pasal 143 merupakan pendapatan

negara.

Bagian Kedua
Sanksi Administratif
Pasal 146

(1) Dalam hal Wajib Pajak atau Wajib Retribusi tidak
memenuhi kewajibannya, dikenakan sanksi administratif
berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan Pajak atau

Retribusi, atau sanksi lain yang ditetapkan oleh Bupati.
(2) Besaran . . .



(2)

(4)
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Besaran sanksi administratif Pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan sebesar tarif bunga per bulan yang
ditetapkan oleh Bupati atas jumlah Pajak yang kurang
dibayar.

Besaran sanksi administratif Retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar tarif bunga
perbulan yang ditetapkan oleh Bupati atas jumlah Retribusi
yang kurang dibayar.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan
sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dalam Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 147

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

a.

ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang
milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan
perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa
perjanjian;
perpanjangan perjanjian atau perjanjian baru atas sewa
aset barang milik daerah yang merupakan objek Retribusi
Pemanfaatan Aset Daerah yang sedang berproses
mendasarkan pada ketentuan Peraturan Daerah ini; dan
khusus ketentuan mengenai Pajak MBLB yang diatur dalam
Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2011
tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati
Tahun 2011 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati
Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Pati Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 132) masih tetap
berlaku sampai dengan tanggal 4 Januari 2025.

Pasal 148

Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi

hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya

pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang

telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi

pemungutan Pajak dan Retribusi.

BAB . ..
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BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 149

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

a. Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran
Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 54) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati
Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran
Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 110);

b. Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Air
Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011
Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati
Nomor 595);

c. Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 2)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun
2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Pati Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Pati Nomor 132);

d. Peraturan Bupati sebagai Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Pati Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak
Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011
Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati
Nomor 58) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Pati Nomor 10 Tahun 2013 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor
10 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah
Kabupaten Pati Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 70);

e. Peraturan . . .
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Peraturan Bupati sebagai Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi
Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011
Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati
Nomor 59) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 10 Tahun
2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah
Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi
Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2018
Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati
Nomor 123);
Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi
Perizinan Tertentu sebagaimana (Lembaran Daerah
Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 60) telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun
2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten
Pati Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan
Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017
Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati
Nomor 112);
Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi
Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011
Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati
Nomor 61) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 14 Tahun
2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah
Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi
Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2018
Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati
Nomor 126);
Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi
dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah
Kabupaten Pati Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Pati Nomor 66) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11
Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi
dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah
Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 97);

i. Peraturan . . .
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i. Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Penyelenggaraan Menara  Telekomunikasi (Lembaran
Daerah Kabupaten Pati Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 91);

j- Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2022 tentang Retribusi
Persetujuan Bangunan Gedung dan Retribusi Penggunaan
Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Pati
Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Pati Nomor 154),

dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak

bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 150

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

a. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2011
tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
(Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 54)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun
2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
(Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 Nomor 9,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 110);

b. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2011
tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati
Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Pati Nomor 55);

c. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2011
tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati
Tahun 2011 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati
Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Pati Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 132);

d. Peraturan . . .
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d. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 10 Tahun 2011
tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Pati
Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Pati Nomor 58) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 10 Tahun
2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten
Pati Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan
(Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2013 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 70);

e. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2011
tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten
Pati Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Pati Nomor 59) sebagaimana beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati
Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2011
tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten
Pati Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Pati Nomor 123);

f. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2011
tentang Retribusi  Perizinan Tertentu sebagaimana
(Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 12,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 60)
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati
Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten
Pati Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Pati Nomor 112);

g. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2011
tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah
Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 61) sebagaimana
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Pati Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13
Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran
Daerah Kabupaten Pati Tahun 2018 Nomor 14, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 126);

h. Peraturan . . .
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h. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2013
tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2013
Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati
Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2
Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun
2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Pati Nomor 97);

i. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2016
tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi
(Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2015 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 91);
dan

j- Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2022
tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung dan
Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran
Daerah Kabupaten Pati Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 154),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 151
Ketentuan mengenai Opsen PKB, Opsen BBNKB, dan Pajak
MBLB mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.
Pasal 152
Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling
lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
Pasal 153

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . ..
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 5 Januari 2024

Pj. BUPATI PATI,
ttd.

HENGGAR BUDI ANGGORO

Diundangkan di Pati
pada tanggal 5 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,
ttd.

JUMANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2024 NOMOR 1

A

; ina Tingkat I
NIP719670911 198607 1 001

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI, PROVINSI JAWA TENGAH :
(7-380/2023)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

UMUM

Pada hakikatnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
telah mengatur mengenai pokok-pokok kebijakan Pajak dan Retribusi.
Pemerintah memberikan kewenangan kepada Daerah untuk memungut
Pajak dan Retribusi dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis Pajak,
pemberian sumber-sumber perpajakan daerah yang baru,
menyederhanakan jenis retribusi, dan harmonisasi dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Restrukturisasi jenis Pajak Daerah dilakukan melalui reklasifikasi 5
(lima) jenis Pajak yang berbasis konsumsi yaitu Hotel, Restoran, Hiburan,
Parkir dan, PPJ menjadi Pajak Barang Jasa Tertentu (PBJT). Pemerintah
juga memberikan kewenangan pemungutan Opsen Pajak, hal tersebut
dapat meningkatkan kemandirian Daerah tanpa menambah beban Wajib
Pajak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah,
terdapat 9 (sembilan) jenis pajak yang dapat dipungut oleh
kabupaten/kota, yaitu:
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
Pajak Atas Barang Jasa Tertentu (PBJT);
Pajak Reklame;
Pajak Air Tanah (PAT);
Pajak MBLB;
Pajak Sarang Burung Walet;
Opsen PKB; dan
Opsen BBNKB.

O N o a0k Db

Penyederhanaan . . .



II.

Penyederhanaan Retribusi dilakukan melalui rasionalisasi jumlah
Retribusi. Retribusi diklasifikasikan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu Retribusi
Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, Retribusi Perizinan Tertentu. Jumlah
atas jenis objek Retribusi disederhanakan dari 32 (tiga puluh dua) jenis
menjadi 18 (delapan belas) jenis pelayanan. Rasionalisasi dimaksud untuk
mengurangi beban masyarakat dalam mengakses layanan dasar publik
yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah selain itu juga sejalan dengan
implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
dalam rangka mendorong kemudahan berusaha, iklim investasi yang
kondusif, daya saing daerah dan penciptaan lapangan kerja yang lebih
luas.

Sesuai ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022,
pemungutan seluruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dalam
1 (satu) Peraturan Daerah, sehingga pembentukan Peraturan Daerah
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini merupakan pelaksanaan
atas kewenangan dan perluasan basis Pajak Daerah yang telah ditetapkan
oleh Pemerintah.

PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a

Cukup jelas.

Huruf . ..



Pasal 5

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tidak dimaksudkan untuk memperoleh
keuntungan” adalah bahwa objek pajak itu diusahakan untuk
melayani kepentingan umum, dan nyata-nyata tidak ditujukan
untuk mencari keuntungan. Hal ini dapat diketahui antara lain
dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari
yayasan/badan yang bergerak dalam bidang ibadah, sosial,
kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional tersebut.
Termasuk pengertian ini adalah hutan wisata milik negara

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur
kereta api, moda raya terpadu (Mass Rapid Transit), lintas raya
terpadu (Light Rail Transit), atau yang sejenis" adalah jalur rel
yang digunakan sebagai infrastruktur perhubungan untuk moda
berbasis rel dimaksud, tidak termasuk area lain pada stasiun
seperti kantor, gedung parkir, lounge, fasilitas makan/minum,

dan fasilitas hiburan di stasiun.

Huruf h

Cukup jelas.

Hurufi

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat . ..



Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Contoh pertimbangan berdasarkan kenaikan NJOP hasil
penilaian misal, dalam hal Pemerintah Daerah melakukan
pemuktahiran NJOP dan menyebabkan kenaikan NJOP yang
sangat signifikan, maka dapat diberikan persentase dasar
pengenaan PBB-P2 yang dapat disesuaikan secara bertahap.
Huruf b
Contoh pertimbangan berdasarkan bentuk pemanfaatan objek
pajak misal, objek pajak yang digunakan semata-mata untuk
tempat tinggal, persentase dasar pengenaan PBB-P2-nya akan
lebih rendah dibandingkan dengan objek pajak yang digunakan
untuk keperluan komersial.
Huruf c
Contoh pertimbangan berdasarkan klasterisasi NJOP dalam satu
wilayah kabupaten/kota misal, Kabupaten A dapat menyusun
klasterisasi sebagai berikut:
1. NJOP < Rp X juta maka persentase dasar pengenaan PBB-P2
sebesar 60% (enam puluh persen);
2. NJOP Rp X juta - Rp Y miliar maka persentase dasar
pengenaan PBB-P2 sebesar 80% (delapan puluh persen);

3. NJOP . ..



3. NJOP > Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-

P2 sebesar 10070 (seratus persen).

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)
Nilai jual untuk bumi dan bangunan sebelum diterapkan tarif pajak
dikurangi terlebih dahulu dengan Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena
Pajak (NJOPTKP) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
Contoh :

Wajib Pajak A mempunyai objek pajak berupa :

Tanah seluas 800 m? dengan harga jual Rp200.000,00 /m?
Bangunan rumah 400 m? dengan nilai jual Rp350.000,00 /m?
Taman seluas 100 m? dengan nilai jual Rp50.000,00 /m?

Pagar sepanjang 120 m dan tinggi rata-rata 1,5 m dengan nilai
jual Rp150.000,00 /m?

Besarnya pokok pajak yang terutang adalah sebagai berikut :

1.

NJOP bumi 800 x Rp200.000,00 Rp160.000.000,00

2. NJOP bangunan :
Rumah 400 x Rp350.000,00 = Rp140.000.000,00
Taman 100 x Rp50.000,00 = Rp5.000.000,00
Pagar (120 x 1,5) x Rp150.000,00 = Rp27.000.000,00
NJOP Bumi dan Bangunan = Rp332.000.000,00
NJOPTKP = Rp10.000.000,00
3. Nilai Jual Objek Pajak Kena Pajak = Rp322.000.000,00
4. Nilai Jual Objek Pajak Kena Pajak Yang Dikenakan = 20%
5. Tarif pajak yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah = 0,1%
6. Pajak Bumi dan Bangunan terutang :
0,1% x (20% x Rp322.000.000,00) = Rp64.400,00
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)

Karena Tahun Pajak dimulai pada tanggal 1 Januari, maka keadaan

objek pajak pada tanggal tersebut merupakan saat yang

menentukan pajak yang terutang.

Contoh . ..



Contoh :

a.

Objek pajak pada tanggal 1 Januari 2023 berupa tanah dan
bangunan. Pada tanggal 10 Februari 2023 bangunan dibongkar,
maka pajak yang terutang tetap berdasarkan keadaan objek
pajak pada tanggal 1 Januari 2023, yaitu keadaan sebelum

bangunan dibongkar.

b. Objek pajak pada tanggal 1 Januari 2023 berupa sebidang tanah
tanpa bangunan diatasnya. Pada tanggal 10 Mei 2023 dilakukan
pendataan, ternyata diatas tanah tersebut telah berdiri suatu
bangunan, maka pajak yang terutang untuk tahun 2023 tetap
dikenakan pajak berdasarkan keadaan pada tanggal 1 Januari
2023, sedangkan bangunannya baru akan dikenakan pada
tahun 2024.

Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)

Contoh : Pemungutan PBB-P2 atas Tol A yang membentang dari

Pasal 10

daratan yang berada di Kota X hingga daratan yang berada
di Kabupaten Y dan melintasi wilayah perairan laut di
antara dua kota/kabupaten tersebut, atas Bumi dan/ atau
Bangunan Tol A dapat dipungut PBB-P2 oleh Kota X dan
Kabupaten Y.

Wilayah Pemungutan PBB-P2 atas Tol A akan dibagi dua
sesuai batas administratif Kota X dan Kabupaten Y
dimaksud  sebagaimana  diatur dalam = peraturan

perundang-undangan.

Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat . ..



Ayat (3)

Huruf a
Yang dimaksud dengan "hak milik" adalah hak turun- temurun,
terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai orang pribadi atau
badan-badan hukum tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Huruf b
Yang dimaksud dengan "hak milik" adalah hak turun- temurun,
terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai orang pribadi atau
badan-badan hukum tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah.
Yang dimaksud dengan "hak guna usaha" adalah hak untuk
mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dalam
jangka waktu sebagaimana yang ditentukan oleh perundang-
undangan yang berlaku.

Huruf c
Yang dimaksud dengan "hak guna bangunan" adalah hak untuk
mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah
yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu yang
ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

Huruf d
Yang dimaksud dengan "hak pakai" adalah hak untuk
menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah yang
dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang
memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam
keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang
memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik
tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian
pengolahan tanah, segala sesuatu sepanjang tidak bertentangan
dengan jiwa dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf e
Yang dimaksud dengan "hak milik atas satuan rumah susun"
adalah hak milik atas satuan yang bersifat perseorangan dan
terpisah. Hak milik atas satuan rumah susun meliputi juga hak
atas bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama yang
semuanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan
dengan satuan yang bersangkutan.

Huruf . ..



Huruf f
Yang dimaksud dengan "hak pengelolaan" adalah hak menguasai
dari Negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian
dilimpahkan kepada pemegang haknya, antara lain, berupa
perencanaan peruntukan dan penggunaan tanah, penggunaan
tanah untuk keperluan pelaksanaan tugasnya, penyerahan
bagian-bagian dari tanah tersebut kepada pihak ketiga dan atau
bekerja sama dengan pihak ketiga.

Ayat (4)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Yang dimaksud dengan "tanah dan atau bangunan yang
digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau
untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum
adalah tanah dan atau bangunan yang digunakan untuk
penyelenggaraan pemerintahan baik Pemerintah Pusat maupun
oleh Pemerintah Daerah dan kegiatan yang semata-mata tidak
ditujukan untuk mencari keuntungan, misalnya, tanah dan atau
bangunan yang digunakan untuk instansi pemerintah, rumah
sakit pemerintah, jalan umum.

Huruf c
Badan atau perwakilan organisasi internasional yang dimaksud
dalam pasal ini adalah badan atau perwakilan organisasi
internasional, baik pemerintah maupun non pemerintah.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf e
Yang dimaksud dengan "konversi hak" adalah perubahan hak
dari hak lama menjadi hak baru menurut Undang-undang
Pokok Agraria, termasuk pengakuan hak oleh Pemerintah.
Sebelum berlaku Undang-Undang Pokok Agraria, dalam hukum
tanah dikenal dua kelompok hak atas tanah yaitu hak- hak atas
tanah yang tunduk kepada hukum barat dan hak-hak tanah
yang tunduk kepada hukum adat.

Contoh . ..



Contoh :
1. Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik tanpa adanya
perubahan nama;
2. Bekas tanah hak milik adat (dengan bukti surat Girik atau
sejenisnya) menjadi hak baru.
Yang dimaksud dengan perbuatan hukum lain misalnya
memperpanjang hak atas tanah tanpa adanya perubahan nama.
Contoh :
Perpanjangan Hak Guna Bangunan (HGB), yang dilaksanakan
baik sebelum maupun setelah berakhirnya HGB.
Huruf f
Yang dimaksud "wakaf” adalah perbuatan hukum orang pribadi
atau badan yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya
yang berupa hak milik tanah dan atau bangunan dan
melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan
peribadatan atau kepentingan umum lainnya tanpa imbalan
apapun.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup Jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “tahun perolehan” adalah tahun

pendaftaran bea perolehan hak atas tanah/ bangunan.

Contoh . ..
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Contoh :
Wajib Pajak “A” membeli tanah dan bangunan dengan harga
transaksi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan (NJOP) pada saat
pengajuan pendaftaran hak atas tanah dan bangunan atas objek
tersebut sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Maka
yang dipakai sebagai dasar pengenaan Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan adalah sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus
juta rupiah) dan bukan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14

Ayat (1)
Contoh :
Wajib Pajak "A" membeli tanah dan bangunan dengan Nilai
Perolehan Objek Pajak = Rp100.000.000,00
Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak = Rp80.000.000,00
Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak Rp20.000.000,00
Pajak Yang Terutang = 5% x Rp20.000.000,00 = Rp1.000.000,00

Ayat (2)

Huruf a
Yang dimaksud dengan sejak tanggal dibuat dan
ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli adalah tanggal
dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli di
hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf . ..
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Hurufd
Cukup jelas.
Hurud e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Ayat (1)
Huruf a

Termasuk dalam objek Restoran adalah Restoran, rumah

makan,warung makan, cafe, bar, kantin, warung pedagang kaki

lima, jasa boga/katering dan sejenisnya.

Contoh Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau

Minuman :

1. Toko Roti A melakukan penjualan roti dan minuman kepada
konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti),
kemudian didistribusikan melalui Toko Roti A untuk dijual
kepada konsumen. Toko Roti A tidak menyediakan meja,
kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh
karena itu, Toko Roti A tidak memenuhi kriteria Restoran,
sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan
tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak
pertambahan nilai.

2. Toko . ..



2.

3.
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Toko Roti dengan merek dagang B pada Mal X di Kota Z
melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen.
Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian
didistribusikan melalui Toko Roti B untuk dijual kepada
konsumen. Untuk meningkatkan pelayanannya kepada
konsumen, Toko Roti B menyediakan meja dan kursi kepada
konsumen untuk menyantap di tempat. Oleh karena itu,
toko roti dimaksud merupakan Restoran sehingga atas
penjualan roti dan minuman yang dilakukan terutang PBJT
bukan objek pajak pertambahan nilai.

Toko Roti dengan merek dagang B pada Pusat Pertokoan Y di
Kota Z melakukan produksi (proses pembuatan dan
pengolahan bahan menjadi roti) sekaligus penjualan roti
kepada konsumen. Toko dimaksud hanya melakukan
pembuatan dan penjualan langsung kepada konsumen tanpa
menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di
lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti dimaksud tidak
memenuhi kriteria Restoran sehingga atas penjualan roti dan
minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan
merupakan objek pajak pertambahan nilai. Dengan
demikian, meskipun atas toko roti yang memiliki merek
dagang yang sama, dapat terjadi perbedaan perlakuan
perpajakan, bergantung pada pelayanan riil toko roti apakah
hanya menjual (distribusi) atau memberikan pelayanan

selayaknya Restoran.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21
Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf . ..
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Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Hurufi
Cukup jelas.
Huruf j
Yang dimaksud dengan “tempat tinggal pribadi yang difungsikan
sebagai hotel” adalah rumah, apartemen, dan kondominium
yang disediakan sebagai jasa akomodasi selayaknya akomodasi
hotel, tetapi, tidak termasuk bentuk persewaan (kontrak) jangka
Panjang (lebih dari satu bulan).
Huruf k
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.

Huruf . ..
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Huruf e
Yang dimaksud dengan “persewaan ruangan untuk diusahakan
di hotel” adalah ruangan yang disewa oleh pelaku usaha untuk
menyelenggarakan kegiatan usaha seperti kantor, toko, atau
mesin anjungan tunai mandiri (ATM) di dalam hotel.

Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Yang dimaksud dengan “permainan ketangkasan” adalah bentuk
permainan yang berada di dalam kawasan arena dan/atau
taman bermain yang dipungut bayaran, baik yang berada di
dalam ruangan maupun di luar ruangan seperti permainan ding-
dong, lempar bola ke dalam keranjang, paintball, dan
sebagainya.

Huruf i
Yang dimaksud dengan “olahraga permainan” adalah bentuk
persewaan ruang dan alat olahraga seperti tempat kebugaran
(fitness center), lapangan futsal, lapangan tenis, kolam renang

dan sebagainya yang dikenakan bayaran atas penggunaannya.

Huruf . ..
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Huruf j
Cukup jelas.
Huruf k
Cukup jelas.
Huruf 1
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 24
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)

Penjualan atau penyerahan barang dan jasa tertentu oleh Wajib
Pajak termasuk penyediaan akomodasi yang dipasarkan oleh pihak
ketiga berupa tempat tinggal yang difungsikan sebagai hotel. Dalam
kondisi dimaksud, yang menjadi Wajib Pajak PBJT adalah pemilik
atau pihak yang menguasai tempat tinggal, yang menyerahkan jasa
akomodasi kepada konsumen akhir, bukan penyedia jasa

pemasaran atau pengelolaan melalui platform digital.

Pasal 25
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)

Yang dimaksud dengan bentuk lain dari voucer antara lain berupa

kupon, tiket, atau kartu hadiah (gift card), termasuk yang dalam

bentuk elektronik.
Ayat (3)

Yang dimaksud dengan tidak terdapat pembayaran termasuk voucer

atau bentuk lain sejenis yang tidak memuat nilai rupiah atau mata

uang lain.
Ayat (4)

Cukup jelas.
Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal . ..
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Pasal 26
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Penghitungan nilai jual Tenaga Listrik untuk Tenaga Listrik yang
dihasilkan sendiri adalah berdasarkan realisasi penggunaan
Tenaga Listrik. Penggunaan variabel kapasitas tersedia dalam
penghitungan nilaijual Tenaga Listrik adalah untuk menetapkan
golongan tarif satuan listrik.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal . ..



Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

-17 -

Pasal . ..



- 18 -

Pasal 53

Cukup jelas.
Pasal 54

Cukup jelas.
Pasal 55

Cukup jelas.
Pasal 56

Cukup jelas.
Pasal 57

Cukup jelas.
Pasal 58

Cukup jelas.
Pasal 59

Ayat (1)

1. Pada prinsipnya saat terutangnya Pajak terjadi pada saat
timbulnya objek Pajak yang dapat dikenai Pajak. Namun, untuk
kepentingan administrasi perpajakan saat terutangnya pajak
dapat terjadi pada:

a. suatu saat tertentu, misalnya untuk BPHTB;
b. akhir masa Pajak, misalnya untuk PBJT; atau
c. suatu Tahun Pajak, misalnya untuk PBB-P2.

2. Yang dimaksud dengan “syarat subjektif” adalah persyaratan
yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek Pajak dalam
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentanrg Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

3. Yang dimaksud dengan “syarat objektif” adalah persyaratan yang
sesuai dengan ketentuan mengenai objek Pajak dalam Undang-
Undang Nomor I Tahun 2022 tenlatg Hubungan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat . ..
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Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 60
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan
umum dalam ayat ini termasuk pembayaran ketersediaan layanan
atas penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan
umum yang disediakan melalui skema pembiayaan kerja sama
antara Pemerintah dan badan usaha.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Penyesuaian detail rincian objek dalam Peraturan Bupati dapat
dilakukan sepanjang detail rincian objek yang baru merupakan
bagian dari rincian objek yang telah diatur dalam Peraturan Daerah.
Contoh :
Pada tahun 2025, RSUD X pada Kabupaten Y menyediakan
pelayanan kesehatan berupa pelayanan penyakit mulut dan
pelayanan konservasi gigi. Pelayanan tersebut ditetapkan dalam
Peraturan Daerah mengenai Pajak dan Retribusi sebagai berikut :
Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah :
1. Objek Retribusi : Retribusi Pelayanan Kesehatan
1.1. Rincian Objek Retribusi : Pelayanan Penyakit Mulut

1.2. Rincian . . .
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1.2. Rincian Objek Retribusi : Pelayanan Konservasi Gigi
Pada tahun 2027, RSUD X pada Kabupaten Y memiliki inovasi dan
membuka 2 (dua) pelayanan baru berupa pelayanan farmasi dan
pelayanan bedah yang merupakan bagian dari pelayanan konservasi
gigi. Maka, untuk memungut Retribusi atas kedua pelayanan baru
tersebut, Pemerintah Kabupaten Y menyempurnakan ketentuan
Pemungutan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang
Pajak dan Retribusi Daerah dengan menetapkan Peraturan Bupati
sebagai berikut :
Peraturan Bupati :
1. Objek Retribusi : Retribusi Pelayanan Kesehatan
1.1. Rincian Objek Retribusi : Pelayanan Penyakit Mulut
1.2. Rincian Objek Retribusi : Pelayanan Konservasi Gigi
1.2.1. Detail Rincian Objek Retribusi : Pelayanan Farmasi
1.2.2. Detail Rincian Objek Retribusi : Pelayanan Bedah
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Ayat (9)
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c

Cukup jelas.

Huruf . ..
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Hurufd
Cukup jelas.
Huruf e
Yang dimaksud dengan pengolahan limbah cair rumah tangga,
perkantoran, dan industri termasuk limbah domestik.
Pasal 65
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “Parkir Insidentil” adalah penyediaan parkir
di tepi jalan umum atau tempat yang dikelola Pemerintah Daerah
yang diberlakukan untuk Kendaraan Bermotor dalam event
tertentu/insidentil.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.
Pasal 70
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Contoh tempat penginapan/pesangrahan/villa yang disediakan,
dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti
asrama, hotel, atau aula/ruangan yang dimiliki dan/atau
dikelola oleh organisasi Perangkat Daerah yang difungsikan

sebagai tempat penginapan/pesangrahan/villa.

Huruf . ..
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Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Penyesuaian detail rincian objek dalam Peraturan Bupati dapat
dilakukan sepanjang detail rincian objek yang baru merupakan
bagian dari rincian objek yang telah diatur dalam Peraturan Daerah.
Contoh :
Pada tahun 2025, Rumah Pemotongan Hewan Ternak ABC pada
Kabupaten Y menyediakan pelayanan pemotongan hewan ternak
berupa pelayanan pemotongan sapi dan pelayanan pemotongan
kambing. Pelayanan tersebut ditetapkan dalam Peraturan Daerah
tentang Pajak dan Retribusi Daerah sebagai berikut :
Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daeerah :
1. Objek Retribusi : Retribusi Pelayanan Pemotongan Hewan Ternak
1.1. Rincian Objek Retribusi : Pelayanan Pemotongan Sapi
1.2. Rincian Objek Retribusi : Pelayanan Pemotongan Kambing
Pada tahun 2027, Rumah Pemotongan Hewan Ternak ABC pada
Kabupaten Y memiliki inovasi dan membuka 2 (dua) pelayanan baru
berupa pelayanan pengemasan dan pelayanan ruang pendingin
yang merupakan bagian dari pelayanan pemotongan kambing.
Maka, untuk memungut Retribusi atas kedua pelayanan baru
tersebut, Pemerintah Kabupaten Y menyempurnakan ketentuan
Pemungutan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang
mengenai Pajak dan Retribusi Daerah dengan menetapkan
Peraturan Bupati sebagai berikut:
Peraturan Bupati :
1. Objek Retribusi : Retribusi Pelayanan Pemotongan Hewan Ternak
1.1. Rincian Objek Retribusi : Pelayanan Pemotongan Sapi

1.2. Rincian . . .
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1.2. Rincian Objek Retribusi : Pelayanan Pemotongan Kambing
1.2.1. Detail Rincian Objek Retribusi : Pelayanan
Pengemasan
1.2.2. Detail Rincian Objek Retribusi : Pelayanan Ruang
Pendingin
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Ayat (9)
Cukup jelas.
Pasal 71
Cukup jelas.
Pasal 72
Cukup jelas.
Pasal 73
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "tempat khusus parkir di luar badan jalan"
adalah tempat khusus parkir di luar ruang milik jalan.
Contoh tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan,
dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah : tempat parkir
yang disediakan di gedung atau bangunan yang dimiliki atau
dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti pada rumah sakit, pasar,
sarana rekreasi, dan/atau sarana umum lainnya milik Pemerintah
Daerah.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 74
Contoh tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila yang
disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti
asrama, hotel, atau aula atau ruangan yang dimiliki dan/atau dikelola
oleh organisasi Perangkat Daerah, yang difungsikan sebagai tempat
penginapan atau pesanggrahan atau vila.

Pasal . ..
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Pasal 75
Cukup jelas.
Pasal 76
Cukup jelas.
Pasal 77
Cukup jelas.
Pasal 78
Cukup jelas.
Pasal 79
Cukup jelas.
Pasal 80
Cukup jelas.
Pasal 81
Cukup jelas.
Pasal 82
Cukup jelas.
Pasal 83
Cukup jelas.
Pasal 84
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “jabatan tertentu” adalah jabatan tertentu di
lembaga pendidikan berpedoman pada peraturan menteri yang
menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang
ketenagakerjaan.
Pasal 85
Cukup jelas.
Pasal 86
Cukup jelas.
Pasal 87
Cukup jelas.
Pasal 88
Cukup jelas.
Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal . ..
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Pasal 90
Cukup jelas.
Pasal 91
Cukup jelas.
Pasal 92
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "pertimbangan efisiensi dan -efektivitas
Pemungutan Retribusi" adalah Pemungutan Retribusi yang
dilaksanakan oleh pihak ketiga menggunakan sumber daya yang
lebih efisien dari aspek waktu, tenaga, dan biaya, dibandingkan
apabila dilaksanakan sendiri oleh Pemerintah Daerah, serta dapat
mencapai realisasi penerimaan yang optimal.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 93
Cukup jelas.
Pasal 94
Cukup jelas.
Pasal 95
Cukup jelas.
Pasal 96
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat . ..
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Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 97
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "kedaluwarsa penetapan" adalah jangka
waktu S5 (lima) tahun setelah saat terutangnya Pajak atau
berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1).
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 98
Cukup jelas.
Pasal 99
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Analisis risiko dilaksanakan dengan mempertimbangkan
perilaku dan kepatuhan Wajib Pajak yang meliputi:
a. kepatuhan penyampaian surat pemberitahuan; dan
b. kepatuhan dalam melunasi Pajak terutang.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat . ..
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Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 100
Cukup jelas.
Pasal 101
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b

Yang dimaksud dengan "penghitungan secara jabatan" adalah

penghitungan besaran Pajak terutang berdasarkan data

dan/atau informasi yang ada pada Pemerintah Daerah.

Contoh : Dalam hal Wajib Pajak tidak melaporkan SPTPD,
tidak menyelenggarakan pembukuan, atau tidak
kooperatif dalam mengungkapkan data, keterangan,
dan/atau informasi saat Pemeriksaan, maka Bupati
atau Pejabat yang ditunjuk dapat menghitung dan
menetapkan  Pajak  terutang secara  jabatan
berdasarkan data, keterangan, dan/atau informasi
yang ada pada Pemerintah Daerah, yang dapat
diperoleh dari hasil penelitian, pendataan, konfirmasi
pihak ketiga, uji petik lapangan, maupun cara lainnya
untuk memperoleh data, keterangan, dan/atau
informasi.

Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 102
Cukup jelas.
Pasal 103
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a

Contoh . ..
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Wajib Pajak Restoran A terdaftar di Kabupaten C
melaporkan SPTPD PBJT masa Pajak Januari 2025
dengan Pajak terutang yang telah dibayar dan
dilaporkan sebesar Rp100.000.000,00. Pembayaran
dan pelaporan Pajak dilakukan pada hari yang sama
pada tanggal 11 Februari 2025, sementara batas
waktu pembayaran dan pelaporan PBJT dalam Perda
Kabupaten C adalah tanggal 10 dan tanggal 15 bulan
berikutnya setelah berakhirnya masa Pajak. Namun
demikian, berdasarkan pengamatan yang dilakukan
oleh fiskus daerah terdapat indikasi ketidakbenaran
penghitungan Pajak terutang dalam SPTPD yang
dilaporkan, sehingga terhadap Wajib Pajak dilakukan
Pemeriksaan Pajak dalam rangka menguji kepatuhan
perpajakan pada bulan Maret 2025.

Dalam proses Pemeriksaan, Wajib Pajak tidak
kooperatif, tidak bersedia memperlihatkan
pembukuan, dan tidak mengizinkan pemeriksa Pajak
memasuki ruangan tempat penyimpanan pembukuan
Wajib Pajak. Hal tersebut menyebabkan pemeriksa
Pajak tidak dapat menghitung besaran PBJT atas
Makanan dan/atau Minuman terutang yang
sebenarnya. Oleh karena itu, pemeriksa Pajak
melakukan penghitungan Pajak terutang secara
jabatan berdasarkan data yang diperoleh melalui
konfirmasi data pihak ketiga dan informasi yang
dikumpulkan melalui uji petik. Besaran Pajak
terutang yang seharusnya menurut Bupati adalah
sebesar Rp250.000.000,00.

Pemeriksaan selesai pada bulan April 2025 dan pada
tanggal 21 April 2025 terbit SKPDKB untuk
menetapkan kekurangan pembayaran PBJT atas
Makanan dan/atau Minuman sesuai penghitungan
secara jabatan oleh pemeriksa Pajak sebesar
Rp150.000.000,00 (Rp250.000.000,00 -
Rp100.000.000,00). Maka isi SKPDKB PBJT
dimaksud adalah sebagai berikut:

a. pokok . . .



Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 104
Cukup jelas.
Pasal 105
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
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pokok Pajak kurang bayar = Rp150.000.000,00.

sanksi Rp9.900.000,00

bunga =
(Rp150.000.000,00 x 2,2% x 3)
kenaikan =

(Rp150.000.000,00 x 50%)

sanksi Rp75.000.000,00

. jumlah Pajak yang masih harus dibayar dalam

SKPDKB = Rp234.900.000,00

Yang dimaksud dengan "imbauan" adalah pemberian informasi

kepada Penanggung Pajak sebagai pengingat agar Penanggung Pajak

dapat melunasi Utang Pajaknya sebelum diterbitkannya Surat

Teguran. Imbauan dapat diberikan melalui surat imbauan atau

melalui media lainnya.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "ketentuan peraturan perundang-undangan

di bidang perpajakan" adalah Undang-Undang mengenai Penagihan

Pajak dengan Surat Paksa.

Pasal 106
Cukup jelas.
Pasal 107
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat . ..
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Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Yang dimaksud dengan "surat perintah melaksanakan penyitaan"
merupakan surat perintah yang diterbitkan untuk melaksanakan
penyitaan.

Ayat (8)
Yang dimaksud dengan "biaya Penagihan Pajak" merupakan biaya
pelaksanaan Surat Paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan,
pengumuman lelang, pembatalan lelang, dan biaya lainnya
sehubungan dengan Penagihan Pajak.

Ayat (9)
Cukup jelas.

Ayat (10)
Cukup jelas.

Ayat (11)
Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal . ..
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Pasal 114
Cukup jelas.
Pasal 115
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Yang dimaksud dengan '"keadaan lain  berdasarkan
pertimbangan Bupati" merupakan keadaan di luar kemampuan
Wajib Pajak berdasarkan penilaian objektif Bupati yang
menyebabkan Wajib Pajak tidak dapat memenuhi batas waktu
pengajuan keberatan, contohnya adalah Wajib Pajak berada di
remote area atau adanya akuisisi Wajib Pajak oleh pihak lain
yang menyebabkan Wajib Pajak terkendala mengajukan
keberatan dan melengkapi dokumen pendukung pengajuan
keberatan.
Ayat (5)
Ketentuan ini mengatur bahwa persyaratan pengajuan keberatan
bagi Wajib Pajak adalah harus melunasi terlebih dahulu sejumlah
kewajiban perpajakannya yang telah disetujui Wajib Pajak.
Pelunasan tersebut harus dilakukan sebelum Wajib Pajak

mengajukan keberatan.

Contoh . ..
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Contoh : Pada 2025, Wajib Pajak X melaporkan Pajak terutang
sebesar Rp10.000.000,00. Kemudian, Pemerintah Daerah
Y melaksanakan Pemeriksaan atas Pajak terutang yang
dilaporkan oleh Wajib Pajak X. Atas hasil Pemeriksaan
tersebut, Pemerintah Daerah Y menerbitkan SKPDKB
dengan jumlah Pajak yang masih harus dibayar Wajib
Pajak X senilai Rp1.500.000.000,00. Dalam pembahasan
akhir hasil Pemeriksaan, Wajib Pajak X menyetujui Pajak
yang masih harus dibayar senilai Rp500.000.000,00.
Wajib Pajak X dapat mengajukan keberatan apabila telah
melunasi sebagian SKPDKB yang telah disetujui dalam
pembahasan akhir Pemeriksaan tersebut senilai
Rp500.000.000,00.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Ayat (9)
Cukup jelas.
Pasal 116
Cukup jelas.
Pasal 117
Cukup jelas.
Pasal 118
Cukup jelas.
Pasal 119
Cukup jelas.
Pasal 120
Cukup jelas.
Pasal 121
Cukup jelas.
Pasal 122
Cukup jelas.

Pasal . ..
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Pasal 123
Cukup jelas.
Pasal 124
Cukup jelas.
Pasal 125
Cukup jelas.
Pasal 126
Cukup jelas.
Pasal 127
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)

Contoh : Pada masa puncak penyebaran wabah penyakit di suatu
daerah pada bulan Juni 2025, batas waktu pembayaran
dan pelaporan Pajak Reklame masa Pajak Juni 2025 yang
seharusnya jatuh tempo tanggal 10 Juli 2025 untuk
pembayaran dan tanggal 15 Juli 2025 untuk pelaporan,
diperpanjang menjadi tanggal 10 September 2025 untuk
pembayaran dan tanggal 15 September 2025 untuk
pelaporan bagi seluruh Wajib Pajak Reklame di Daerah
tersebut.

Ayat (4)

Cukup jelas.
Ayat (5)

Cukup jelas.
Ayat (6)

Cukup jelas.
Ayat (7)

Cukup jelas.
Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat . ..
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Ayat (9)

Contoh : Wajib Pajak memiliki Pajak terutang  sebesar
Rp100.000.000,00. untuk masa Pajak April 2025 yang
disetujui oleh Bupati pada tanggal 5 Mei 2025 untuk
diangsur selama 4 (empat) bulan mulai tanggal 1 Juni
2025 dengan pembayaran pro-rata pokok Pajak setiap
bulan. Maka pembayaran angsuran Pajak adalah sebagai
berikut:

a. pembayaran angsuran pertama tanggal 1 Juni 2025
= Rp25.000.000,00
Sanksi Administratif: Rp600.000,00
(Rp100.000.000,00 x 0,6%)
b. pembayaran angsuran kedua tanggal 1 Juli 2025
= Rp25.000.000,00
Sanksi Administratif: Rp450. 000,00
(Rp75.000.000,00 x 0,6%)
c. pembayaran angsuran ketiga tanggal 1 Agustus 2025
= Rp25.000.000,00
Sanksi Administratif: Rp300.000,00
(Rp50.000.000,00 x 0,6%)
d. pembayaran angsuran terakhir tanggal 1 September
2025 = Rp 25.000.000,00
Sanksi Administratif: Rp150.000,00
(Rp25.000.000,00 x 0,6%)
Ayat (10)
Cukup jelas.
Ayat (11)
Cukup jelas.
Pasal 128
Cukup jelas.
Pasal 129
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat . ..
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Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "Utang Pajak atau utang Retribusi lainnya"

merupakan Utang Pajak atau utang Retribusi lain yang masih

belum dibayar oleh Wajib pajak atau Wajib Retribusi selain jenis

Pajak atau Retribusi yang diajukan pengembalian kelebihan

pembayaran.

Contoh :

Ayat (6)

Wajib Pajak A mengajukan pengembalian kelebihan
pembayaran atas PKB  tahun 2025  sebesar
Rp10.000.000,00, namun Wajib Pajak A masih memiliki
Utang Pajak atas BBNKB tahun 2025 sebesar
Rp15.000.000,00. Atas kelebihan pembayaran PKB tahun
2026 tersebut akan diperhitungkan untuk melunasi
Utang Pajak atas BBNKB sebesar Rp15.000.000,00
terlebih dahulu.

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 130
Cukup jelas.
Pasal 131
Cukup jelas.
Pasal 132
Cukup jelas.
Pasal 133
Cukup jelas.
Pasal 134
Cukup jelas.
Pasal 135
Cukup jelas.

Pasal . ..
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Pasal 136
Cukup jelas.
Pasal 137
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan "pihak ketiga" merupakan pihak-pihak
di luar Pemerintah dan Pemerintah Daerah lain, misalnya
akademisi, swasta, dan pihak lainnya di dalam negeri yang
berkaitan dengan optimalisasi Pemungutan Pajak.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "pengawasan Wajib Pajak bersama"
merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan bersama
dengan mitra kerja sama dalam hal ini Pemerintah dan/atau
Pemerintah Daerah lain dengan mekanisme tertentu untuk
menguji kepatuhan Wajib Pajak. Contoh : Fiskus melakukan
permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan,
pemanggilan/kunjungan (visit) kepada Wajib Pajak.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Contoh penggunaan jasa layanan pembayaran yang disediakan
oleh pihak ketiga, seperti Penyelenggara Perdagangan Melalui
Sistem Elektronik (PPMSE).
Huruf g
Cukup jelas.
Ayat . ..
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Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 138
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Contoh kerja sama optimalisasi Pemungutan Pajak yang dituangkan
dalam dokumen perjanjian kerja sama misal, kerja sama antara
Pemerintah (kementerian) dan Pemerintah Daerah dalam rangka
optimalisasi Pemungutan pajak pusat dan Pajak.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 139
Cukup jelas.
Pasal 140
Cukup jelas.
Pasal 141
Cukup jelas.
Pasal 142
Cukup jelas.
Pasal 143
Cukup jelas.
Pasal 144
Cukup jelas.
Pasal 145
Cukup jelas.
Pasal 146
Cukup jelas.
Pasal 147
Cukup jelas.
Pasal 148
Cukup jelas.

Pasal . ..
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Pasal 149
Cukup jelas.
Pasal 150
Cukup jelas.
Pasal 151
Cukup jelas.
Pasal 152
Cukup jelas.
Pasal 153
Cukup jelas.
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LAMPIRAN I

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI

NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

RETRIBUSI JASA UMUM

1. RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN KESEHATAN
1) Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Kesehatan UPT Labkesda

JASA

JASA

TARIF

NO URAIAN METODE SARANA | PELAYANAN (Rp) SATUAN
1 Pengujian kualitas air
a. Mikrobiologis
1. Bakteriologis (MPN) Tabung ganda 36.000 24.000 60.000 | per sampel
2. Identifikasi Tabung ganda 48.000 32.000 80.000 | per sampel
3. Koloni hitung Media agar 60.000 40.000 100.000 | per sampel
4. Bakteriologi (Jenis Koloni) Membran Filter 60.000 40.000 100.000 | per sampel
b. Fisika
1. Suhu Pemuaian 9.000 6.000 15.000 | per sampel
2. Rasa Organoleptik 9.000 6.000 15.000 | per sampel
3. Bau Organoleptik 9.000 6.000 15.000 | per sampel
4. Warna Spektrofotometrik 12.000 8.000 20.000 | per sampel
5. Kekeruhan Spektrofotometrik 12.000 8.000 20.000 | per sampel
6. pH Spektrofotoquan 300 9.000 6.000 15.000 | per sampel
7. TDS Spektrofotoquan 300 15.000 10.000 25.000 | per sampel
c. Kimia
1. Aluminium Spektrofotoquan 300 27.000 18.000 45.000 | per sampel
2. Nikel Spektrofotoquan 300 27.000 18.000 45.000 | per sampel
3. Arsen Spektrofotoquan 300 33.000 22.000 55.000 | per sampel
4. Besi Spektrofotoquan 300 27.000 18.000 45.000 | per sampel
5. Flourida Spektrofotoquan 300 24.000 16.000 40.000 | per sampel
6. Mangan Spektrofotoquan 300 27.000 18.000 45.000 | per sampel
7. Nitrite Spektrofotoquan 300 30.000 20.000 50.000 | per sampel
8. Nitrate Spektrofotoquan 300 30.000 20.000 50.000 | per sampel
9. Kesadahan Spektrofotoquan 300 18.000 12.000 30.000 | per sampel
10. Clorida Spektrofotoquan 300 24.000 16.000 40.000 | per sampel
11. Zat Organik Spektrofotoquan 300 15.000 10.000 25.000 | per sampel
12. Sulfat Spektrofotoquan 300 24.000 16.000 40.000 | per sampel
13. Cromium Spektrofotoquan 300 30.000 20.000 50.000 | per sampel
14. Turbidity Spektrofotoquan 300 12.000 8.000 20.000 | per sampel
15. Cyanida Spektrofotoquan 300 24.000 16.000 40.000 | per sampel
16. Cadmium Spektrofotoquan 300 27.000 18.000 45.000 | per sampel
17. Perak Spektrofotoquan 300 33.000 22.000 55.000 | per sampel
18. Detergen Spektrofotoquan 300 18.000 12.000 30.000 | per sampel
19. Phosfat Spektrofotoquan 300 18.000 12.000 30.000 | per sampel
20. Zinc Spektrofotoquan 300 30.000 20.000 50.000 | per sampel
21. BOD Spektrofotoquan 300 21.000 14.000 35.000 | per sampel
22. Kalsium Spektrofotoquan 300 27.000 18.000 45.000 | per sampel
23. Cobalt Spektrofotoquan 300 27.000 18.000 45.000 | per sampel
24. COD Spektrofotoquan 300 21.000 14.000 35.000 | per sampel
25. Copper Spektrofotoquan 300 24.000 16.000 40.000 | per sampel
26. Timbal (Pb) Spektrofotoquan 300 27.000 18.000 45.000 | per sampel
27. Magnesium Spektrofotoquan 300 27.000 18.000 45.000 | per sampel
28. Nitrogen Spektrofotoquan 300 30.000 20.000 50.000 | per sampel
29. Oksigen Spektrofotoquan 300 18.000 12.000 30.000 | per sampel
30. Ozone Spektrofotoquan 300 30.000 20.000 50.000 | per sampel
31. Phenol Spektrofotoquan 300 18.000 12.000 30.000 | per sampel
32. Potasium Spektrofotoquan 300 27.000 18.000 45.000 | per sampel
33. Air Raksa (Hg) Spektrofotoquan 300 60.000 40.000 100.000 | per sampel
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34. Selenium (Se) Spektrofotoquan 300 30.000 20.000 50.000 | per sampel
35. Silicate Spektrofotoquan 300 30.000 20.000 50.000 | per sampel
36. Sisa Chlor Spektrofotoquan 300 18.000 12.000 30.000 | per sampel
37. Sulfide Spektrofotoquan 300 21.000 14.000 35.000 | per sampel
2 Pemeriksaan darah
a. Hemoglobin Haemoglobin - cyanida 6.000 4.000 10.000 | per sampel
b. Leukosit manual 3.000 2.000 5.000 | per sampel
c. Eritrosit manual 3.000 2.000 5.000 | per sampel
d. Laju endapan darah manual 6.000 4.000 10.000 | per sampel
e. Trombosit manual 4.200 2.800 7.000 | per sampel
f. Retikulosit manual 6.000 4.000 10.000 | per sampel
g. Hematokrit manual 3.000 2.000 5.000 | per sampel
h. Diffcount manual 6.000 4.000 10.000 | per sampel
i. CT (Masa Pembekuan) manual 3.000 2.000 5.000 | per sampel
j. BT (Masa Pendarahan) manual 3.000 2.000 5.000 | per sampel
k. Golongan Darah + Rhesus manual 6.000 4.000 10.000 | per sampel
1. Golongan Darah manual 4.200 2.800 7.000 | per sampel
m. Limfosit plasma biru manual 9.000 6.000 15.000 | per sampel
n. Darah Rutin manual 15.000 10.000 25.000 | per sampel
o. Darah lengkap manual 24.000 16.000 40.000 | per sampel
p. Hematologi analyzer QBC 21.000 14.000 35.000 | per sampel
3 Pemeriksaan urine lengkap makroskopis 9.000 6.000 15.000 | per sampel
4 Pemeriksaan microalbumin 96.000 64.000 160.000 | per sampel
5 Analisa sperma manual 18.000 12.000 30.000 | per sampel
6 Kimia Klinik
a. SGOT Humalizer 2000 15.000 10.000 25.000 | per sampel
b. SGPT Humalizer 2000 15.000 10.000 25.000 | per sampel
c. Bilirubin Humalizer 2000 18.000 12.000 30.000 | per sampel
d. Cholesterol Humalizer 2000 30.000 20.000 50.000 | per sampel
e. Trigliserid Humalizer 2000 27.000 18.000 45.000 | per sampel
f. HDL / LDL Humalizer 2000 36.000 24.000 60.000 | per sampel
g. Urea Humalizer 2000 18.000 12.000 30.000 | per sampel
h. Creatin Humalizer 2000 18.000 12.000 30.000 | per sampel
i. Protein Humalizer 2000 12.000 8.000 20.000 | per sampel
j.  Albumin Humalizer 2000 12.000 8.000 20.000 | per sampel
k. Glukosa Puasa Humalizer 2000 12.000 8.000 20.000 | per sampel
1.  Glukosa Sewaktu Humalizer 2000 12.000 8.000 20.000 | per sampel
m. Glukosa 2 Jam PP Humalizer 2000 12.000 8.000 20.000 | per sampel
n. HBAIL C Afinitas boronat 120.000 80.000 200.000 | per sampel
o. Uric Acid Humalizer 2000 15.000 10.000 25.000 | per sampel
p. Calsium Humalizer 2000 30.000 20.000 50.000 | per sampel
q. Elektrolit (Na, K, Cl) Humalizer 2000 72.000 48.000 120.000 | per sampel
r. Alkali phospat Humalizer 2000 12.000 8.000 20.000 | per sampel
7 Serologi dan Imunologi
a. Tes kehamilan Aglutinasi 15.000 10.000 25.000 | per sampel
b. Widal Aglutinasi 15.000 10.000 25.000 | per sampel
c. HbsAg Elisa 42.000 28.000 70.000 | per sampel
d. HbsAg Stick 24.000 16.000 40.000 | per sampel
e. Anti HbsAg Stick 24.000 16.000 40.000 | per sampel
f. ASTO Aglutinasi 24.000 16.000 40.000 | per sampel
g. RF Aglutinasi 24.000 16.000 40.000 | per sampel
h. TPHA Aglutinasi 24.000 16.000 40.000 | per sampel
i. VDRL Aglutinasi 15.000 10.000 25.000 | per sampel
j- HIV Repit 30.000 20.000 50.000 | per sampel
k. Narkoba Stick
1. 6 parameter 90.000 60.000 150.000 | per pasien

- Amphetamin

- BZO Benzodiazepines

- COC Coccaine

- THC Marijuana

- MET Methamphetamine

- MOP Morphine




NO URAIAN METODE S‘Ajgiﬁ A PELﬁ{?\?\I AN T&iI)F SATUAN
2. Amphetamine 21.000 14.000 35.000
3. Benzodiazepines 21.000 14.000 35.000
4. Cocain 21.000 14.000 35.000
5. Morphine 21.000 14.000 35.000
6. THC / Marijuana 21.000 14.000 35.000
8 Pemeriksaan COVID-19
a. Pemeriksaan Antigen 27.000 18.000 45.000 | per sampel
b. Pemeriksaan PCR 165.000 110.000 275.000 | per sampel
9 Pertanda Tiroid
a. T3 60.000 40.000 100.000 | per sampel
b. T4 60.000 40.000 100.000 | per sampel
c. TsHs 60.000 40.000 100.000 | per sampel
10 Mikro biologis medis
a. BTA Mikroskopik 9.000 6.000 15.000 | per sampel
b. Jamur GO Mikroskopik 7.200 4.800 12.000 | per sampel
c. Kultur sensifisitas Mikroskopik 60.000 40.000 100.000 | per sampel
11 Parasitologi
a. Malaria Mikroskopik 9.000 6.000 15.000 | per sampel
b. Feeces rutin Mikroskopik 9.000 6.000 15.000 | per sampel
12 Makanan dan Minuman
1 a. Mikrobiologis (Coliform dan E.Coli) | Pengeraman 60.000 40.000 100.000 | per sampel
b. Clostridium Pengeraman 36.000 24.000 60.000 | per sampel
c. Leptospira Pengeraman 30.000 20.000 50.000 | per sampel
d. Methanococcus Pengeraman 42.000 28.000 70.000 | per sampel
e. Methanobacterium Pengeraman 42.000 28.000 70.000 | per sampel
f. Pseudomonas Pengeraman 30.000 20.000 50.000 | per sampel
g. Stapilococcus Pengeraman 30.000 20.000 50.000 | per sampel
h. Steptococcus Pengeraman 30.000 20.000 50.000 | per sampel
2 a. Pengawet Kualitatif 18.000 12.000 30.000 | per sampel
b. Pemanis Kualitatif 18.000 12.000 30.000 | per sampel
c. Pewarna Kualitatif 18.000 12.000 30.000 | per sampel
d. Formalin Kualitatif 18.000 12.000 30.000 | per sampel
e. Borax Kualitatif 18.000 12.000 30.000 | per sampel
f. Logam berat satu parameter Kualitatif 12.000 8.000 20.000 | per sampel
g. Benzoat Kualitatif 18.000 12.000 30.000 | per sampel
h. Babi Kualitatif 30.000 20.000 50.000 | per sampel
13 Kesehatan Lingkungan
a. Kebisingan sesaat SLM 12.000 8.000 20.000 | per sampel
b. Kebisingan 24 jam NLD 90.000 60.000 150.000 | per sampel
c. Pencahayaan LM 12.000 8.000 20.000 | per sampel
d. Kepadatan alat Blook Grill 21.000 14.000 35.000 | per sampel
e. Angka kuman - ruangan Pengeraman 30.000 20.000 50.000 | per sampel
f. Cholinesterase Spektrofotometrik 90.000 60.000 150.000 | per sampel
g. Swab alat Pengeraman 30.000 20.000 50.000 | per sampel
h. Suhu dan kelembaban Pemuaian 6.000 4.000 10.000 | per sampel
i. Debu terendap Gravimetri 24.000 16.000 40.000 | per sampel
j. Kapasitas paru Respirometrik 15.000 10.000 25.000 | per sampel
k. Kesehatan pekerja manual 30.000 20.000 50.000 | per sampel
14 Konseling
a. Indoor 6.000 4.000 10.000 | per sampel
b. Outdoor dan surveilans 24.000 16.000 40.000 | per sampel
15 Pemeriksaan Garam Beryodium 9.000 6.000 15.000 | per sampel
Tindakan Laboratorium
No URAIAN SARANA | PELAYANAN | (Rp) | SATUAN
1 Fungsi Vena/kapiler
a. Anak-anak 3.000 2.000 5.000 per pasien
b. Dewasa 3.000 2.000 5.000 per pasien
Pengecatan dan Pembuatan Preparat 3.000 2.000 5.000 per pasien
Untuk pemeriksaan Mikroskopis (Malaria, Urine/faeces, diff) 3.000 2.000 5.000 per pasien
Pemeriksaan Serologi (Widal, HBsAg) 3.000 2.000 5.000 per pasien




2) Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Kesehatan UPT Puskesmas

NO JENIS PELAYANAN S;\Igiﬁ A PEL%;(?S\I AN TARIF (Rp) SATUAN
A Pelayanan Medis dan Perawatan
1 | Pendaftaran Rawat Jalan 15.000 10.000 25.000 | per pasien
2 | Rawat Inap (per Hari) 180.000 120.000 300.000 | per pasien
3 | Home Care 60.000 40.000 100.000 | per pasien
4| UGD
a. Khitan 420.000 280.000 700.000 | per pasien
b. Khitan dengan penyulit 540.000 360.000 900.000 | per pasien
c. Tindakan Ringan
1) Tindakan THT 18.000 12.000 30.000 | per pasien
2) Rawat luka kecil < 5 Cm 15.000 10.000 25.000 | per pasien
3) Heacting up 12.000 8.000 20.000 | per pasien
d. Tindakan Sedang
1) Rawat luka sedang > 10 cm 18.000 12.000 30.000 | per pasien
2) Tindakan ekstrasi Kuku 30.000 20.000 50.000 | per pasien
3) Heacting 5 jahitan Pertama 42.000 28.000 70.000 | per pasien
4) Per jahitan selanjutnya 6.000 4.000 10.000 | per pasien
5 | Tindakan Klinik Ibu dan Anak
a. KB Suntik 15.000 10.000 25.000 | per pasien
b. KB IUD (Lepas dan Pasang) 120.000 80.000 200.000 | per pasien
c. KBIUD (Pasang) 63.000 42.000 105.000 | per pasien
d. KB IUD (Lepas) 63.000 42.000 105.000 | per pasien
e. KB Implant (Lepas dan Pasang) 120.000 80.000 200.000 | per pasien
f. KB Implant (Pasang) 63.000 42.000 105.000 | per pasien
g. KB Implant (Lepas) 63.000 42.000 105.000 | per pasien
h. Persalinan normal bidan 480.000 320.000 800.000 | per pasien
i. Persalinan normal dokter 600.000 400.000 1.000.000 | per pasien
j. Persalinan abnormal tertangani PONED 750.000 500.000 1.250.000 | per pasien
k. Manual Placenta (Tindakan Pasca Persalinan) 105.000 70.000 175.000 | per pasien
1. Retensio Urine (Tindakan Pasca Persalinan) 105.000 70.000 175.000 | per pasien
m. Atonia Uteri (Tindakan Pasca Persalinan) 105.000 70.000 175.000 | per pasien
6 | Pelayanan Medik Gigi dan Mulut
a. Tindakan Kecil
1) Cabut gigi tanpa suntikan 15.000 10.000 25.000 | per pasien
2) Incisi 12.000 8.000 20.000 | per pasien
3) Ambil Jahitan 12.000 8.000 20.000 | per pasien
4) Perawatan jar pulpa + tambal sementara 18.000 12.000 30.000 | per pasien
b. Tindakan Sedang
1) Cabut gigi dengan suntikan 18.000 12.000 30.000 | per pasien
2) Tambalan tetap dengan GIC 30.000 20.000 50.000 | per pasien
3) Cabut gigi dengan citoject 30.000 20.000 50.000 | per pasien
c. Tindakan Besar
1) Cabut gigi dengan komplikasi 45.000 30.000 75.000 | per pasien
2) Pembersihan karang gigi per rahang 45.000 30.000 75.000 | per pasien
3) Tambalan tetap dengan sinar (kecil) 45.000 30.000 75.000 | per pasien
4) Pembongkaran gigi palsu dari tukang gigi 30.000 20.000 50.000 | per pasien
5) Tambalan tetap dengan sinar (besar) 45.000 30.000 75.000 | per pasien
6) Pembuatan gigi palsu lepasan (per gigi) 150.000 100.000 250.000 | per pasien
7) Pembuatan gigi palsu gigi berikutnya 45.000 30.000 75.000 | per pasien
7 | Pelayanan Fisioterapi
a. Fisioterapi
1) Akupresure 21.000 14.000 35.000 | per pasien
2) Pijat bayi 15.000 10.000 25.000 | per pasien
3) Infra Red 12.000 8.000 20.000 | per pasien
4) Tens/Electrical 12.000 8.000 20.000 | per pasien
5) Terapi Latihan 24.000 16.000 40.000 | per pasien
6) Terapi ISPA 12.000 8.000 20.000 | per pasien
7) Parafin 12.000 8.000 20.000 | per pasien
8) Fisio Dada (IR dan Clapping) 12.000 8.000 20.000 | per pasien
9) Ultra Sound 12.000 8.000 20.000 | per pasien
b. Paket Kunjungan
1) Paket Stroke (IR, ES, EXC) 5x kunjungan 180.000 120.000 300.000 | per pasien
2) Paket Tumbuh Kembang 5x kunjungan 105.000 70.000 175.000 | per pasien
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3) Paket 2 Modalitas 4x kunjungan 72.000 48.000 120.000 | per pasien
4) Paket 3 Modalitas 4x kunjungan 105.000 70.000 175.000 | per pasien
8 | Akupuntur 30.000 20.000 50.000 | per pasien
B Pelayanan Penunjang Medis
1 | Laboratorium
a. Hb Sahli 9.000 6.000 15.000 | per sampel
b. Kanker leher rahim metode IVA 30.000 20.000 50.000 | per sampel
c. Creyoteraphy 120.000 80.000 200.000 | per sampel
d. Pengambilan spesimen papsmear 9.000 6.000 15.000 | per sampel
e. HBs Ag 18.000 12.000 30.000 | per sampel
f. Hemato analyser 21.000 14.000 35.000 | per sampel
g. Rapid test HIV 42.000 28.000 70.000 | per sampel
h. Pemeriksaan Laborat lainnya
Jenis Layanan Metode Analisa
a) Kualitas Air
1) Mikrobiologis
a. Bakteriologis (MPN) Tabung Ganda 30.000 20.000 50.000 | per sampel
b. Identifikasi Tabung Ganda 42.000 28.000 70.000 | per sampel
c. Koloni hitung Media agar 54.000 36.000 90.000 | per sampel
2) Fisika
a. Suhu Pemuaian 4.500 3.000 7.500 | per sampel
b. Rasa Organoleptik 4.500 3.000 7.500 | per sampel
c. Bau Organoleptik 4.500 3.000 7.500 | per sampel
d. Warna Spektrofotometrik 6.000 4.000 10.000 | per sampel
e. Kekeruhan Spektrofotometrik 6.000 4.000 10.000 | per sampel
3) Kimia
a. Aluminium Spektrofotometrik 15.000 10.000 25.000 | per sampel
b. Nikel Spektrofotometrik 15.000 10.000 25.000 | per sampel
c. Arsen Palintest 18.000 12.000 30.000 | per sampel
d. Besi Spektrofotometrik 12.000 8.000 20.000 | per sampel
e. Flourida Palintest 12.000 8.000 20.000 | per sampel
f. Mangan Palintest 12.000 8.000 20.000 | per sampel
g. Nitrite Palintest 10.500 7.000 17.500 | per sampel
h. Nitrate Palintest 10.500 7.000 17.500 | per sampel
i. Kesadahan Tetrimetri 15.000 10.000 25.000 | per sampel
j. Clorida Tetrimetri 9.000 6.000 15.000 | per sampel
k. pH Potensiometik 4.500 3.000 7.500 | per sampel
1. Zat Organik Tetrimetri 10.500 7.000 17.500 | per sampel
m. Sulfat Spektrofotometrik 12.000 8.000 20.000 | per sampel
n. TDS Fotometrik 4.500 3.000 7.500 | per sampel
o. Cromium Spektrofotometrik 21.000 14.000 35.000 | per sampel
p. Turbidity Spektrofotometrik 9.000 6.000 15.000 | per sampel
q. Cyanida Spektrofotometrik 15.000 10.000 25.000 | per sampel
r. Cadmium Spektrofotometrik 24.000 16.000 40.000 | per sampel
Perak Spektrofotometrik 24.000 16.000 40.000 | per sampel
t. Detergen Spektrofotometrik 15.000 10.000 25.000 | per sampel
u. Phosfat Spektrofotometrik 15.000 10.000 25.000 | per sampel
v. Zinc Spektrofotometrik 15.000 10.000 25.000 | per sampel
b) Pemeriksaan Darah
1) Hemoglobin haemoglobin- cyanida 4.500 3.000 7.500 | per sampel
2) Leukosit Manual 4.500 3.000 7.500 | per sampel
3) Eritrosit Manual 4.500 3.000 7.500 | per sampel
4) Laju endapan darah Manual 6.000 4.000 10.000 | per sampel
5) Trombosit Manual 4.500 3.000 7.500 | per sampel
6) Retikulosit Manual 6.000 4.000 10.000 | per sampel
7) Hematokrit Manual 4.500 3.000 7.500 | per sampel
8) Diffcount Manual 6.000 4.000 10.000 | per sampel
9) CT (Masa Pembekuan) Manual 4.500 3.000 7.500 | per sampel
10) BT (Masa Pendarahan) Manual 4.500 3.000 7.500 | per sampel
11) Golongan Darah + Rhesus Manual 6.000 4.000 10.000 | per sampel
12) Golongan Darah Manual 4.500 3.000 7.500 | per sampel
13) Limfosit plasma biru Manual 9.000 6.000 15.000 | per sampel
14) Darah rutin Manual 15.000 10.000 25.000 | per sampel
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15) Darah lengkap Manual 24.000 16.000 40.000 | per sampel
16) Hematologi analyzer QBC 27.000 18.000 45.000 | per sampel
c) Pemeriksaan urin
1) Pemeriksaan urin lengkap makroskopis 12.000 8.000 20.000 | per sampel
2) Protein urin makroskopis 12.000 8.000 20.000 | per sampel
d) Kimia klinik
1) SGOT Kinetic 15.000 10.000 25.000 | per sampel
2) SGPT Kinetic 15.000 10.000 25.000 | per sampel
3) Cholesterol CHOD-PAP 36.000 24.000 60.000 | per sampel
4) Trigliserid GPO-PAP 30.000 20.000 50.000 | per sampel
5) Urea Barthelot 18.000 12.000 30.000 | per sampel
6) Creatin CK-NAC, kinetik 18.000 12.000 30.000 | per sampel
7) Glucose GOD-PAP 12.000 8.000 20.000 | per sampel
8) Uric acid uricase-peroxi-dase 15.000 10.000 25.000 | per sampel
9) LDL 36.000 24.000 60.000 | per sampel
10) HDL 27.000 18.000 45.000 | per sampel
e) Serologi dan imunologi
1) Tes kehamilan aglutinasi 18.000 12.000 30.000 | per sampel
2) Widal aglutinasi 18.000 12.000 30.000 | per sampel
3) HbsAg Elisa 36.000 24.000 60.000 | per sampel
4) HbsAg Stick 21.000 14.000 35.000 | per sampel
5) Anti HbsAg Stick 21.000 14.000 35.000 | per sampel
6) ASTO aglutinasi 27.000 18.000 45.000 | per sampel
7) RF aglutinasi 27.000 18.000 45.000 | per sampel
8) TPHA aglutinasi 27.000 18.000 45.000 | per sampel
9) VDRL aglutinasi 18.000 12.000 30.000 | per sampel
10) Narkoba Stick 24.000 16.000 40.000 | per sampel
f) Mikro biologis medis
1) BTA mikroskopik 12.000 8.000 20.000 | per sampel
2) Jamur GO mikroskopik 9.000 6.000 15.000 | per sampel
3) Kultur sensitifitas mikroskopik 60.000 40.000 100.000 | per sampel
g) Parasitology
1) Malaria mikroskopik 9.000 6.000 15.000 | per sampel
2) Feeces rutin mikroskopik 9.000 6.000 15.000 | per sampel
h) Makanan dan minuman
1) mikrobiologis pengeraman 30.000 20.000 50.000 | per sampel
2) pengawet Kualitatif 18.000 12.000 30.000 | per sampel
3) pemanis Kualitatif 18.000 12.000 30.000 | per sampel
4) pewarna Kualitatif 18.000 12.000 30.000 | per sampel
5) formalin Kualitatif 12.000 8.000 20.000 | per sampel
6) borax Kualitatif 12.000 8.000 20.000 | per sampel
7) logam berat 1 parameter Kualitatif 12.000 8.000 20.000 | per sampel
i) Kesehatan lingkungan
1) kebisingan sesaat 12.000 8.000 20.000 | per sampel
2) kebisingan 24 jam 90.000 60.000 150.000 | per sampel
3) pencahayaan 12.000 8.000 20.000 | per sampel
4) kepadatan alat 21.000 14.000 35.000 | per sampel
5) angka kuman-ruangan 30.000 20.000 50.000 | per sampel
6) cholinesterase 63.000 42.000 105.000 | per sampel
7) swab alat 30.000 20.000 50.000 | per sampel
8) suhu dan kelembaban 6.000 4.000 10.000 | per sampel
9) debu terendap 24.000 16.000 40.000 | per sampel
10) kapasitas paru 15.000 10.000 25.000 | per sampel
11) kesehatan pekerja 30.000 20.000 50.000 | per sampel
j) Konseling
1) indoor 6.000 4.000 10.000 | per sampel
2) outdoor dan surveilans 30.000 20.000 50.000 | per sampel
2 | Pelayanan Electromedic dan Radio Diagnostik
a. EKG 30.000 20.000 50.000 | per pasien
b. USG 54.000 36.000 90.000 | per pasien
c. Nebulizer 30.000 20.000 50.000 | per pasien
3 | Pelayanan Oksigenasi
a. Penggunaan Oksigen <1 jam 30.000 20.000 50.000 | per pasien




NO JENIS PELAYANAN S;\Igiﬁ A PELiS{?S\I AN TARIF (Rp) SATUAN
b. Penggunaan Oksigen >1 jam 54.000 36.000 90.000 | per pasien
(¢} Pelayanan Non Medik
1 | Pemeriksaan Kesehatan untuk Penerbitan Surat Keterangan
a. Pelajar 6.000 4.000 10.000 | per pasien
b. Melamar Pekerjaan 6.000 4.000 10.000 | per pasien
c. Calon Pengantin 15.000 10.000 25.000 | per pasien
d. Pemeriksaan Haji 15.000 10.000 25.000 | per pasien
e. Asuransi,dll 15.000 10.000 25.000 | per pasien
2 | Visum (dikecualikan bagi visum kasus bunuh diri)
a. Dalam gedung 18.000 12.000 30.000 | per pasien
b. Di lapangan / TKP 30.000 20.000 50.000 | per pasien
3 | Pelayanan Ambulance
a. Ambulance Dalam Kota 120.000 80.000 200.000 | per pasien
b. Ambulance Luar Kota
1) Ambulance luar kota 0-10 Km 165.000 110.000 275.000 | per pasien
2) Ambulance luar kota 11-20 Km 210.000 140.000 350.000 | per pasien
3) Ambulance luar kota 21-30 Km 255.000 170.000 425.000 | per pasien
4) Ambulance luar kota 31-40 Km 300.000 200.000 500.000 | per pasien
5) Ambulance luar kota 41-50 Km 345.000 230.000 575.000 | per pasien
6) Ambulance luar kota 51-60 Km 390.000 260.000 650.000 | per pasien
7) Ambulance luar kota 61-70 Km 435.000 290.000 725.000 | per pasien
8) Ambulance luar kota 71-80 Km 480.000 320.000 800.000 | per pasien
9) Ambulance luar kota 81-90 Km 525.000 350.000 875.000 | per pasien
10) Ambulance luar kota 91-100 Km 570.000 380.000 950.000 | per pasien
11) Ambulance luar kota 101-110 Km 615.000 410.000 1.025.000 | per pasien
12) Ambulance luar kota 111-120 Km 660.000 440.000 1.100.000 | per pasien
13) Ambulance luar kota 121-130 Km 705.000 470.000 1.175.000 | per pasien
14) Ambulance luar kota 131-140 Km 750.000 500.000 1.250.000 | per pasien
15) Ambulance luar kota 141-150 Km 795.000 530.000 1.325.000 | per pasien
16) Ambulance luar kota 151-160 Km 840.000 560.000 1.400.000 | per pasien
17) Ambulance luar kota 161-170 Km 885.000 590.000 1.475.000 | per pasien
18) Ambulance luar kota 171-180 Km 930.000 620.000 1.550.000 | per pasien
19) Ambulance luar kota 181-190 Km 975.000 650.000 1.625.000 | per pasien
20) Ambulance luar kota 191-200 Km 1.020.000 680.000 1.700.000 | per pasien
21) Ambulance luar kota 201-210 Km 1.065.000 710.000 1.775.000 | per pasien
22) Ambulance luar kota 211- 220 Km 1.110.000 740.000 1.850.000 | per pasien
23) Ambulance luar kota 221- 230 Km 1.155.000 770.000 1.925.000 | per pasien
24) Ambulance luar kota 231- 240 Km 1.200.000 800.000 2.000.000 | per pasien
25) Ambulance luar kota 241- 250 Km 1.245.000 830.000 2.075.000 | per pasien
26) Ambulance luar kota 251- 260 Km 1.290.000 860.000 2.150.000 | per pasien
c. Pendamping
1) Luar kota (Jawa Tengah dan DIY)
a) dokter 120.000 80.000 200.000 | per pasien
b) perawat/bidan 90.000 60.000 150.000 | per pasien
c) sopir 60.000 40.000 100.000 | per pasien
2) Luar Jawa Tengah dan DIY (2x tarif diatas)
a) dokter 240.000 160.000 400.000 | per pasien
b) perawat/bidan 180.000 120.000 300.000 | per pasien
c) sopir 120.000 80.000 200.000 | per pasien
3) Dalam kota
a) dokter 60.000 40.000 100.000 | per pasien
b) perawat/bidan 45.000 30.000 75.000 | per pasien
c) sopir 30.000 20.000 50.000 | per pasien
4 | Tarif Layanan Kesehatan Lainnya
a. Pemeriksaan Dokter Spesialis 60.000 40.000 100.000 | per pasien
b. Tes Buta Warna 6.000 4.000 10.000 | per pasien
c. Konsultasi Kesehatan oleh tenaga profesi 6.000 4.000 10.000 | per pasien
d. Tes kebugaran Calon Haji 30.000 20.000 50.000 | per pasien




3) Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Kesehatan UPT RSUD Kayen
A. Tarif Pelayanan Instalasi Rawat Jalan (Poliklinik)
Konsultasi/Pemeriksaan

(1)

(2)

(4)

NO JENIS PELAYANAN Sggiﬁ A PEL:JSK?S\I AN T&il)F SATUAN
1 Dokter Gigi Umum Poliklinik 18.000 12.000 30.000 | per periksa
2 Dokter Spesialis Poliklinik 30.000 20.000 50.000 | per periksa
3 Dokter Subspesialis Poliklinik 45.000 30.000 75.000 | per periksa
5 Asuhan Gizi 18.000 12.000 30.000 | per periksa
5 Konsultasi VCT 36.000 24.000 60.000 | per periksa
Tindakan Spesialis Anak
NO JENIS PELAYANAN Sggiﬁ A PEL\X;?S\I AN T&IEI)F SATUAN
1 Inhalasi/Nebulizer 36.000 24.000 60.000 | per tindakan
2 Imunisasi 18.000 12.000 30.000 | per tindakan
3 Mantoux Test 27.000 18.000 45.000 | per tindakan
4 Perawatan Luka Tali Pusar bayi baru lahir 15.000 10.000 25.000 | per tindakan
5 EKG 45.000 30.000 75.000 | per tindakan
6 Pasang DC dengan Penyulit 48.000 32.000 80.000 | per tindakan
7 Pasang DC tanpa Penyulit 24.000 16.000 40.000 | per tindakan
8 Lepas DC 24.000 16.000 40.000 | per tindakan
9 Pasang NGT 45.000 30.000 75.000 | per tindakan
10 | Granuloma Umbilicus 45.000 30.000 75.000 | per tindakan
11 Pemeriksaan Antropometri 9.000 6.000 15.000 | per tindakan
12 Screening Tumbuh Kembang 60.000 40.000 100.000 | per tindakan
Tindakan Spesialis Kebidanan di Poliklinik
NO JENIS PELAYANAN S;\Igiﬁ A PELJAAYSA‘?\I AN T&il)F SATUAN
1 Ganti Balutan Per Lokasi 18.000 12.000 30.000 | per tindakan
2 Pasang IUD 72.000 48.000 120.000 | per tindakan
3 Pasang/Bongkar Implant 72.000 48.000 120.000 | per tindakan
4 Pap Smear 39.000 26.000 65.000 | per tindakan
5 Apus Vagina/Sekret 15.000 10.000 25.000 | per tindakan
6 Imunisasi 18.000 12.000 30.000 | per tindakan
7 Lepas IUD dengan Penyulit 66.000 44.000 110.000 | per tindakan
8 Pemeriksaan USG dgn Film 2 Dimensi 60.000 40.000 100.000 | per tindakan
9 Pemeriksaan USG dgn Film 3 Dimensi 120.000 80.000 200.000 | per tindakan
10 | Pemeriksaan USG dgn Film 4 Dimensi 180.000 120.000 300.000 | per tindakan
11 USG transvaginal 75.000 50.000 125.000 | per tindakan
12 Lepas IUD Tanpa Penyulit 36.000 24.000 60.000 | per tindakan
13 | Biopsi/Ekstirpasi Polip 60.000 40.000 100.000 | per tindakan
14 | Punksi Douglas 39.000 26.000 65.000 | per tindakan
15 | Incisi Abcess Kecil 45.000 30.000 75.000 | per tindakan
16 | Cryotherapy 240.000 160.000 400.000 | per tindakan
17 | Kolposkopi 120.000 80.000 200.000 | per tindakan
18 | Pasang Pesarium 60.000 40.000 100.000 | per tindakan
19 | Tindik 36.000 24.000 60.000 | per tindakan
Tindakan Spesialis Bedah di Poliklinik
NO JENIS PELAYANAN S;&I/l:f\g A PELLX;i?\I AN T&iI)F SATUAN
1 Ganti Balutan <10 cm 45.000 30.000 75.000 | Per tindakan
2 Ganti Balutan >10 cm 60.000 40.000 100.000 | Per tindakan
3 Buka Jahitan (Off Hecting) <5 37.500 25.000 62.500 | Per tindakan
4 Buka Jahitan (Off Hecting) >5 45.000 30.000 75.000 | Per tindakan
5 Ganti Balutan dengan Penyulit 67.500 45.000 112.500 | Per tindakan




(5)

NO JENIS PELAYANAN S;\Hl;ig A PEL:{\I?{?S\I AN T&iI)F SATUAN
6 Nekrotomi Kecil : <5 cm 112.500 75.000 187.500 | Per tindakan
5-10cm 150.000 100.000 250.000 | Per tindakan
>10 cm 180.000 120.000 300.000 | Per tindakan
7 Insisi Drainase Abses Kecil 90.000 60.000 150.000 | Per tindakan
8 Pasang kateter dengan penyulit 60.000 40.000 100.000 | Per tindakan
9 Businasi 60.000 40.000 100.000 | Per tindakan
10 Sirkumsisi dewasa/anak 210.000 140.000 350.000 | Per tindakan
11 Vasektomi (lokal) 240.000 160.000 400.000 | Per tindakan
12 Anuskopi 75.000 50.000 125.000 | Per tindakan
13 Businasi Anus 60.000 40.000 100.000 | Per tindakan
14 Injeksi Scleroting agent 60.000 40.000 100.000 | Per tindakan
15 Injeksi Scleroting agent multiple 60.000 40.000 100.000 | Per tindakan
16 Ekstirpasi Tumor 210.000 140.000 350.000 | Per tindakan
17 Ekstirpasi Tumor Multiple 240.000 160.000 400.000 | Per tindakan
18 Eksisi 150.000 100.000 250.000 | Per tindakan
19 Vena Sectie 120.000 80.000 200.000 | Per tindakan
20 Roser Plasty 210.000 140.000 350.000 | Per tindakan
21 Ekstraksi Kuku 90.000 60.000 150.000 | Per tindakan
22 Ekstraksi Kuku Multiple 150.000 100.000 250.000 | Per tindakan
23 Debridement Luka Bakar 0-20 % 60.000 40.000 100.000 | Per tindakan
24 Buka Gips 75.000 50.000 125.000 | Per tindakan
25 Gips Spalk 45.000 30.000 75.000 | Per tindakan
26 Spalk Jari 18.000 12.000 30.000 | Per tindakan
27 Injeksi Keloid Kecil 42.000 28.000 70.000 | Per tindakan
28 Spalk Tangan 36.000 24.000 60.000 | Per tindakan
29 Pasang Tensokripe 12.000 8.000 20.000 | Per tindakan
30 Pemasangan Gips
a. Back — Slab : Lengan 75.000 50.000 125.000 | Per tindakan
Tungkai 90.000 60.000 150.000 | Per tindakan
b. Sirkuler : Lengan 112.500 75.000 187.500 | Per tindakan
Tungkai 150.000 100.000 250.000 | Per tindakan
c. CTEV : Inilateral 180.000 120.000 300.000 | Per tindakan
Bilateral 225.000 150.000 375.000 | Per tindakan
Tindakan Spesialis Mata
NO JENIS PELAYANAN Siﬁig A PELJAAY?S\I AN T&IE)I)F SATUAN
1 Angkat benang kornea 45.000 30.000 75.000 | Per tindakan
2 Angkat benang palpebral 30.000 20.000 50.000 | Per tindakan
3 Ekstraksi benda asing kornea 52.500 35.000 87.500 | Per tindakan
4 Ekstraksi benda asing konjunctiva 30.000 20.000 50.000 | Per tindakan
5 Ganti verban 15.000 10.000 25.000 | Per tindakan
6 Ganti tampon post operasi 45.000 30.000 75.000 | Per tindakan
7 Tes Anel/Sondage 37.500 25.000 62.500 | Per tindakan
8 Epilasi Bulu Mata 60.000 40.000 100.000 | Per tindakan
9 Irigasi/spooling 30.000 20.000 50.000 | Per tindakan
10 Biometri 45.000 30.000 75.000 | Per tindakan
11 USG Mata 45.000 30.000 75.000 | Per tindakan
12 Streak Retinoskopi 45.000 30.000 75.000 | Per tindakan
13 Incisi hordeolum /Chalazion 75.000 50.000 125.000 | Per tindakan
14 Tonometri 30.000 20.000 50.000 | Per tindakan
15 Jahit luka palpebral 180.000 120.000 300.000 | Per tindakan
16 Ekstraksi Lithiasis 60.000 40.000 100.000 | Per tindakan
17 Funduscopy 37.500 25.000 62.500 | Per tindakan
18 Genioscopy 37.500 25.000 62.500 | Per tindakan
19 Kampimetri 37.500 25.000 62.500 | Per tindakan




(6)
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NO JENIS PELAYANAN S;i‘;i% A PEL:JSES\I AN T&RPI)F SATUAN
20 Fluorescent test 22.500 15.000 37.500 | Per tindakan
21 Auto Refraksi 22.500 15.000 37.500 | Per tindakan
22 Retinometri 22.500 15.000 37.500 | Per tindakan
23 Slit Lamp Examination 37.500 25.000 62.500 | Per tindakan
24 Keratometri 45.000 30.000 75.000 | Per tindakan
25 Fitting lensa kontak 75.000 50.000 125.000 | Per tindakan
26 Schrimer test 30.000 20.000 50.000 | Per tindakan
27 Koreksi visus kaca mata 45.000 30.000 75.000 | Per tindakan
28 Iscihara test (Buta Warna) 30.000 20.000 50.000 | Per tindakan
29 Hertel test 30.000 20.000 50.000 | Per tindakan
30 Extraksi membran 30.000 20.000 50.000 | Per tindakan
31 Lensometri 30.000 20.000 50.000 | Per tindakan
Tindakan Spesialis Kulit dan Kelamin
NO JENIS PELAYANAN Siﬁiﬁ A PEL\X;SA?\I AN TARIF (Rp) SATUAN
1 Electro Cauter
1) Keratosis seboroik : 1 -5 lesi 54.000 36.000 90.000 | Per tindakan
6 - 10 lesi 63.000 42.000 105.000 | Per tindakan
>10 lesi 72.000 48.000 120.000 | Per tindakan
2) Papiloma : 1 - 5lesi 54.000 36.000 90.000 | Per tindakan
6 - 10 lesi 63.000 42.000 105.000 | Per tindakan
>10 lesi 72.000 48.000 120.000 | Per tindakan
3) Siringoma : 1 - 5 lesi 54.000 36.000 90.000 | Per tindakan
6 - 10 lesi 63.000 42.000 105.000 | Per tindakan
>10 lesi 72.000 48.000 120.000 | Per tindakan
4) Veruca vulgaris : 1 - 5 lesi 54.000 36.000 90.000 | Per tindakan
6 - 10 lesi 63.000 42.000 105.000 | Per tindakan
>10 lesi 72.000 48.000 120.000 | Per tindakan
5) Calus/Calvus : 1 -5 lesi 54.000 36.000 90.000 | Per tindakan
6 - 10 lesi 63.000 42.000 105.000 | Per tindakan
>10 lesi 72.000 48.000 120.000 | Per tindakan
6) Condiloma accuminata : 1 -5 lesi 67.500 45.000 112.500 | Per tindakan
6 - 10 lesi 76.500 51.000 127.500 | Per tindakan
>10 lesi 78.000 52.000 130.000 | Per tindakan
2 Eksisi - Eksisi Xantelesma 90.000 60.000 150.000 | Per tindakan
3 Injeksi Intralesi : Acne 1 - 5 lesi 54.000 36.000 90.000 | Per tindakan
Acne >5 lesi 63.000 42.000 105.000 | Per tindakan
4 Keloid 72.000 48.000 120.000 | Per tindakan
5 Neurodermatitis/ prurigo nodularis 90.000 60.000 150.000 | Per tindakan
6 Larva Migrain 23.400 15.600 39.000 | Per tindakan
7 Skin Tag : 1 - 5 lesi 54.000 36.000 90.000 | Per tindakan
6 - 10 lesi 63.000 42.000 105.000 | Per tindakan
>10 lesi 72.000 48.000 120.000 | Per tindakan
8 Tandur Kulit diameter + 5 cm 1.350.000 900.000 2.250.000 | Per tindakan
9 Enucleasi
Komedo : Sedikit 54.000 36.000 90.000 | Per tindakan
Sedang 63.000 42.000 105.000 | Per tindakan
Banyak 72.000 48.000 120.000 | Per tindakan
Moluscum : 1 - 5 lesi 54.000 36.000 90.000 | Per tindakan
6 - 10 lesi 63.000 42.000 105.000 | Per tindakan
>10 lesi 72.000 48.000 120.000 | Per tindakan
Milia : Sedikit 54.000 36.000 90.000 | Per tindakan
Sedang 63.000 42.000 105.000 | Per tindakan
Banyak 72.000 48.000 120.000 | Per tindakan




(7)

(10)

-11 -

Tindakan Spesialis Penyakit Dalam

NO JENIS PELAYANAN S;\Igiﬁ A PELiS{?\I?\I AN T&iI)F SATUAN
1 Punksi Diagnostik Cairan Thorax 225.000 150.000 375.000 | Per tindakan
2 Biopsi Jarum Halus (FNAB) 225.000 150.000 375.000 | Per tindakan
3 Spirometri 75.000 50.000 125.000 | Per tindakan
4 Injeksi Intraartikular sendi 150.000 100.000 250.000 | Per tindakan
5 Aspirasi Cairan Sendi 150.000 100.000 250.000 | Per tindakan
6 Aspirasi Kista Tiroid 225.000 150.000 375.000 | Per tindakan
Tindakan Spesialis Neurologi
NO JENIS PELAYANAN Sigiﬁ A PEL{S{?S\I AN T(I;ISF SATUAN
1 Injeksi Intraartikular sendi 150.000 100.000 250.000 | Per tindakan
Tindakan Spesialis THT
NO JENIS PELAYANAN Sggiﬁ A PELJA?{?S\I AN T&IEI)F SATUAN
1 Tindakan Sederhana
- Ekstraksi serumen 24.000 16.000 40.000 | Per tindakan
- Cuci telinga 24.000 16.000 40.000 | Per tindakan
- Tampon telinga 24.000 16.000 40.000 | Per tindakan
- Test vestibulum 36.000 24.000 60.000 | Per tindakan
- Audiometri 81.000 54.000 135.000 | Per tindakan
- Speech Audiometri 81.000 54.000 135.000 | Per tindakan
2 Hidung
- Nasal Toilet 33.000 22.000 55.000 | Per tindakan
- Belogh Tampon 45.000 30.000 75.000 | Per tindakan
- Tampon Epistaksis 36.000 24.000 60.000 | Per tindakan
3 Tenggorok
- Apus tenggorok 30.000 20.000 50.000 | Per tindakan
- Corpus alineum 36.000 24.000 60.000 | Per tindakan
4 Tes Alergi (Prick test)
- Tes Tempel 75.000 50.000 125.000 | Per tindakan
- Ekstrak makanan 60.000 40.000 100.000 | Per tindakan
- Tes Tempel dan ekstrak makanan 120.000 80.000 | 200.000 | Per tindakan
5 Tindakan Kecil
a. Punksi Hematom Telinga 36.000 24.000 60.000 | Per tindakan
b. Ekstirpasi jaringan granulloma Telinga 36.000 24.000 60.000 | Per tindakan
c. Incisi perikondritis telinga 36.000 24.000 60.000 | Per tindakan
d. Pasang tampon anterior hidung 36.000 24.000 60.000 | Per tindakan
e. Cabut tampon anterior hidung 30.000 20.000 50.000 | Per tindakan
f. Pasang tampon posterior hidung 45.000 30.000 75.000 | Per tindakan
g. Cabut tampon posterior hidung 36.000 24.000 60.000 | Per tindakan
h. Incisi dan drain abses septum hidung 90.000 60.000 150.000 | Per tindakan
i. Biopsi Tumor superfisial 105.000 70.000 175.000 | Per tindakan
j. Elektrokauter bipolar 36.000 24.000 60.000 | Per tindakan
k. Nasofaringoskopi/endos 180.000 120.000 | 300.000 | Per tindakan
1. Incisi dan drain abses peritonsiler 90.000 60.000 150.000 | Per tindakan
m. Incisi dan drain abses peritonsiler dan biopsi 90.000 60.000 150.000 | Per tindakan
n. Parasentesa gendang telinga 48.000 32.000 80.000 | Per tindakan
o. Tes keseimbangan 36.000 24.000 60.000 | Per tindakan
p. Tonodecay 48.000 32.000 80.000 | Per tindakan
Medical Check Up (Poliklinik)
NO JENIS PELAYANAN T&il)F SATUAN
A. Pemeriksaan Medical Standar
1. Pemeriksaan fisik. anamnesa dan kesimpulan 30.000 | Per periksa
2. Pemeriksaan Mata 40.000 | Per periksa
3. Pemeriksaan Thoraks Foto 120.000 | Per periksa
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TARIF

NO JENIS PELAYANAN (Rp) SATUAN
4. Pemeriksaan Lab Darah rutin dan Golongan darah 100.000 | Per periksa
5. Urine rutin 40.000 | Per periksa
6. HbSAg 50.000 | Per periksa
7.GD 1 25.000 | Per periksa

Jumlah 405.000

BlI Pemeriksaan Medical Calon Karyawan (CPNS)

1. Pemeriksaan fisik. anamnesa dan kesimpulan 30.000 | Per periksa
2. Pemeriksaan Thoraks Foto 120.000 | Per periksa
3. Pemeriksaan Laborat Darah rutin dan Golongan Darah 100.000 | Per periksa
4. Urine rutin 40.000 | Per periksa
5. Test Narkoba 130.000 | Per periksa
6. Rapid Test Antigen 90.000 | Per periksa

Jumlah 510.000

B.II Pemeriksaan Medical Calon Karyawan (CPNS)

1. Pemeriksaan fisik. anamnesa dan kesimpulan 30.000 | Per periksa
2. Pemeriksaan Thoraks Foto 120.000 | Per periksa
3. Pemeriksaan Laborat Darah rutin dan Golongan darah 100.000 | Per periksa
4. Urine rutin 40.000 | Per periksa
5. Kimia Darah : SGOT 35.000 | Per periksa
SGPT 35.000 | Per layanan
Kreatinin 35.000 | Per periksa
Ureum 35.000 | Per periksa
6. Test Narkoba 130.000 | Per layanan

Jumlah 560.000

B.III | Pemeriksaan Medical Calon Jamaah Haji

1. Pemeriksaan fisik. anamnesa dan kesimpulan 30.000 | Per periksa
2. Pemeriksaan Thoraks Foto 120.000 | Per periksa
3. Pemeriksaan Laborat Darah rutin dan Golongan darah 100.000 | Per periksa
4. Urine rutin 40.000 | Per periksa
5. Kimia Darah : SGOT 35.000 | Per periksa
SGPT 35.000 | Per periksa
Kreatinin 35.000 | Per periksa
Ureum 35.000 | Per periksa
Cholesterol Total 35.000 | Per periksa
Cholesterol HDL Indirect 45.000 | Per periksa
Cholesterol LDL 45.000 | Per periksa
Triglyserida 35.000 | Per periksa
Cholesterol HDL Direct 60.000 | Per periksa
6. Gula Darah Sewaktu 25.000 | Per layanan

Jumlah 675.000

C Kir Kesehatan Biasa
1. Jasa Rumah Sakit 18.000 | Per periksa
2. Jasa Medis 12.000 | Per periksa
Jumlah 30.000
(11) Tindakan Gigi dan Mulut
NO JENIS PELAYANAN S;\IQ/S\% A PELLX;?\?\I AN T&il)F SATUAN

1 Tambal sementara 21.000 14.000 35.000 | Per tindakan
2 Open Bur. Roaming. Filling 18.000 12.000 30.000 | Per tindakan
3 Pengisian saluran akar 27.000 18.000 45.000 | Per tindakan
4 Tambal Tetap : a. GIC dengan sinar kecil 24.000 16.000 40.000 | Per tindakan
b. GIC 45.000 30.000 75.000 | Per tindakan
c. Composite kecil 80.700 53.800 134.500 | Per tindakan
d. Composite Besar 90.000 60.000 150.000 | Per tindakan
Toilet (Pyralvex.Albotyl. Pulperil dll) 8.700 5.800 14.500 | Per tindakan
Spoling/irigasi (H202. betadine. NaOCL) 9.000 6.000 15.000 | Per tindakan
Bongkar tambalan : a. Bongkar tambalan 18.000 12.000 30.000 | Per tindakan
b. Bongkar gigi palsu 30.000 20.000 50.000 | Per tindakan
c. Bongkar crown 30.000 20.000 50.000 | Per tindakan
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NO JENIS PELAYANAN S;\Igiﬁ A PELth{?\?\I AN T&iI)F SATUAN
8 Extraksi (Cabut gigi)
a. Gigi susu non injeksi 12.000 8.000 20.000 | Per tindakan
b. Gigi susu dengan injeksi 13.800 9.200 23.000 | Per tindakan
c. Gigi Tetap Anterior 19.800 13.200 33.000 | Per tindakan
d. Gigi Tetap 33.000 22.000 55.000 | Per tindakan
e. Komplikasi 54.000 36.000 90.000 | Per tindakan
9 Incisi : a. Intra Oral 16.800 11.200 28.000 | Per tindakan
b. Extra Oral 34.500 23.000 57.500 | Per tindakan
10 | Curetage 20.400 13.600 34.000 | Per tindakan
11 | Scaling/rahang 30.000 20.000 50.000 | Per tindakan
12 | Uperculectomy 22.800 15.200 38.000 | Per tindakan
13 | Alveolectomy tiap 2 (dua) gigi 36.000 24.000 60.000 | Per tindakan
14 | Extirpsi Mucocele : a. Kecil 52.500 35.000 87.500 | Per tindakan
b. Besar 89.700 59.800 149.500 | Per tindakan
15 | Extirpasi Epulis : a. Kecil 54.000 36.000 90.000 | Per tindakan
b. Besar 75.000 50.000 125.000 | Per tindakan
16 | Ginggivectomy 75.000 50.000 125.000 | Per tindakan
17 | Odontectomy : a. Biasa 150.000 100.000 250.000 | Per tindakan
b. Dengan Penyulit 180.000 120.000 300.000 | Per tindakan
18 | Fistulectomy 24.000 16.000 40.000 | Per tindakan
19 | Inter Dental Wiring 119.700 79.800 199.500 | Per tindakan
20 | Apex 150.000 100.000 250.000 | Per tindakan
21 | Extirpasi : a. Granuloma 24.000 16.000 40.000 | Per tindakan
b. Kista Radikuler 150.000 100.000 250.000 | Per tindakan
c. Granul 180.000 120.000 300.000 | Per tindakan
22 | Inter Maxililary Wiring 180.000 120.000 300.000 | Per tindakan
23 | Frenectomy 138.000 92.000 230.000 | Per tindakan
24 | Kontrol wiring 16.200 10.800 27.000 | Per tindakan
25 | Dry soket 16.200 10.800 27.000 | Per tindakan
26 | Hecting Mukosa mulut tiap jahitan 10.200 6.800 17.000 | Per tindakan
27 | Buka Hecting tiap jahitan 9.600 6.400 16.000 | Per tindakan
28 | Gigi palsu :
a. Akrilik lepasan pertama 71.700 47.800 119.500 | Per tindakan
b. Gigi Akrilik selanjutnya 47.700 31.800 79.500 | Per tindakan
c. Full RA atau RB 750.000 500.000 | 1.250.000 | Per tindakan
d. Crown atau bridge porcelain tiap gigi 300.000 200.000 500.000 | Per tindakan
e. Crown atau Bridge aklirik tiap gigi 150.000 100.000 250.000 | Per tindakan
f. Metal frame tiap rahang 300.000 200.000 500.000 | Per tindakan
g. Bridge Fiber Aklirik atau Composie tiap gigi 450.000 300.000 750.000 | Per tindakan
h. Crown sementara tiap gigi 45.000 30.000 75.000 | Per tindakan
29 | Pin retensi tiap unit 29.700 19.800 49.500 | Per tindakan
30 | Cetak Alginate tiap rahang 29.700 19.800 49.500 | Per tindakan
31 Scalling per Gigi 4.500 3.000 7.500 | Per tindakan
32 | Polishing 9.000 6.000 15.000 | Per tindakan
33 | DHE (Dental Healt Education) 6.000 4.000 10.000 | Per tindakan
34 | Grinding 12.000 8.000 20.000 | Per tindakan
35 | Scalling/Rahang Sedang 60.000 40.000 100.000 | Per tindakan
36 | Scalling/Rahang Berat 75.000 50.000 125.000 | Per tindakan
37 | Desensitasi gigi/bonding per gigi 18.000 12.000 30.000 | Per tindakan
38 | Devitalisasi 39.000 26.000 65.000 | Per tindakan
B. Tarif Unit Gawat Darurat
(1) Konsultasi dan Pemeriksaan Dokter (24 jam)

NO JENIS PELAYANAN Siﬁf\ﬁ A PELLX;?S\I AN T&iI)F SATUAN
1 Dokter Umum Jaga 18.000 12.000 30.000 | Per periksa
2 Dokter Spesialis Dalam jam kerja 24.000 16.000 40.000 | Per periksa
3 Dokter Spesialis Luar Jam Kerja 30.000 20.000 50.000 | Per periksa
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NO JENIS PELAYANAN S;\Igiﬁ A PELiS{?\[?\I AN T&iI)F SATUAN
4 Visite Dokter Umum 18.000 12.000 30.000 | Per periksa
5 Visite Dokter Spesialis 30.000 20.000 50.000 | Per periksa
6 Konsultasi Dokter Spesialis IGD/PONEK 30.000 20.000 50.000 | Per periksa
7 Konsultasi Dokter Sub Spesialis IGD/PONEK 36.000 24.000 60.000 | Per periksa
8 Observasi <1 Jam 18.000 12.000 30.000 | Per periksa
9 Observasi >1 Jam 30.000 20.000 50.000 | Per periksa

Tindakan Unit Gawat Darurat

NO JENIS PELAYANAN Sigiﬁ A PEL{S{?S\I AN T&IEI)F SATUAN
1 Suntik/Injeksi IV 12.000 8.000 20.000 | Per tindakan
2 Suntik IM 12.000 8.000 20.000 | Per tindakan
3 Suntik/Injeksi IV Per Infus 6.000 4.000 10.000 | Per tindakan
4 Suntik IC/Skin Test 6.000 4.000 10.000 | Per tindakan
5 Infus dewasa 24.000 16.000 40.000 | Per tindakan
6 Infus anak 36.000 24.000 60.000 | Per tindakan
7 Suction 30.000 20.000 50.000 | Per tindakan
8 Pasang Kondom Kateter 39.000 26.000 65.000 | Per tindakan
9 Kateterisasi 30.000 20.000 50.000 | Per tindakan
10 | Kateterisasi dengan hidropressure 39.000 26.000 65.000 | Per tindakan
11 Nebulizer 30.000 20.000 50.000 | Per tindakan
12 | Perawatan Luka : Kecil > 5 cm 9.000 6.000 15.000 | Per tindakan

Sedang 5 - 10 cm 15.000 10.000 25.000 | Per tindakan

Besar > 10 cm 21.000 14.000 35.000 | Per tindakan

13 | Jahitan Luka : Lima Jahitan Pertama 39.600 26.400 66.000 | Per tindakan
Selanjutnya perjahitan 3.600 2.400 6.000 | Per tindakan

14 | Ekstraksi Corpus Alineum : Mata 30.000 20.000 50.000 | Per tindakan
Hidung 30.000 20.000 50.000 | Per tindakan

Telinga 30.000 20.000 50.000 | Per tindakan

9 Pasang anting — anting 30.000 20.000 50.000 | Per tindakan

10 | Blast Punksi 60.000 40.000 100.000 | Per tindakan
11 Imobilisasi dengan spalk 30.000 20.000 50.000 | Per tindakan
12 | Debridement luka bakar < 20 % 33.000 22.000 55.000 | Per tindakan
13 | Reposisi mandibular 42.000 28.000 70.000 | Per tindakan
14 | Airway definitif atau ETT 90.000 60.000 150.000 | Per tindakan
15 | RJP dan Intubasi 90.000 60.000 150.000 | Per tindakan
16 | RJP tanpa Intubasi 42.000 28.000 70.000 | Per tindakan
17 | Sunat bayi perempuan 24.000 16.000 40.000 | Per tindakan
18 | Avulsi kuku 33.000 22.000 55.000 | Per tindakan
19 | Incisi Abses : <10 cm 24.000 16.000 40.000 | Per tindakan

> 10 cm atau lebih 36.000 24.000 60.000 | Per tindakan

20 | Eksplorasi luka tusuk paku/duri/kayu 36.000 24.000 60.000 | Per tindakan

21 Pasang NGT 33.000 22.000 55.000 | Per tindakan

22 | Pemakaian Oxigen per liter per jam 6.000 4.000 10.000 | Per tindakan

23 | Ganti Verband 24.000 16.000 40.000 | Per tindakan

24 | Pasang Elastic Bandage 18.000 12.000 30.000 | Per tindakan

25 | Bilas Lambung 48.000 32.000 80.000 | Per tindakan

26 | Pasang Gibs 90.000 60.000 150.000 | Per tindakan

27 | Bongkar Gibs 36.000 24.000 60.000 | Per tindakan

28 | Rekam EKG 36.000 24.000 60.000 | Per tindakan

29 | Angkat Jahitan 21.000 14.000 35.000 | Per tindakan

30 | Kompres Basah/Kering 12.000 8.000 20.000 | Per tindakan

31 | Atur Posisi Tidur 12.000 8.000 20.000 | Per tindakan

32 | Memasang Selang O2 12.000 8.000 20.000 | Per tindakan

33 | Lepas Infus 12.000 8.000 20.000 | Per tindakan

34 | Lepas Kateter/NGT 18.000 12.000 30.000 | Per tindakan
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NO JENIS PELAYANAN S;\Igiﬁ A PELth{?S\I AN T&iI)F SATUAN
35 Membantu BAK/BAB 15.000 10.000 25.000 | Per tindakan
36 | Membantu Makan/Minum Sonde 21.000 14.000 35.000 | Per tindakan
37 | Memonitor TTV 21.000 14.000 35.000 | Per tindakan
38 | Oral Hygiene 24.000 16.000 40.000 | Per tindakan
39 | Pemberian obat lewat Mata/Hidung/Anus/Kulit 15.000 10.000 25.000 | Per tindakan
40 | Rehidrasi Ringan 30.000 20.000 50.000 | Per tindakan
41 | Rehidrasi Sedang 36.000 24.000 60.000 | Per tindakan
42 | Rehidrasi Berat 60.000 40.000 100.000 | Per tindakan
43 | Pasang Scorsteen 21.000 14.000 35.000 | Per tindakan
44 | Rektal Toucher 21.000 14.000 35.000 | Per tindakan
45 | Tindakan askep Kecil 12.000 8.000 20.000 | Per tindakan
46 | Tindakan Askep Sedang 21.000 14.000 35.000 | Per tindakan
47 | Tindakan Askep Besar 24.000 16.000 40.000 | Per tindakan
48 | Ukur TTV 12.000 8.000 20.000 | Per tindakan
49 | Ukur TB BB 12.000 8.000 20.000 | Per tindakan
50 | Vulva Hygiene 12.000 8.000 20.000 | Per tindakan
51 | Pasang tampon 18.000 12.000 30.000 | Per tindakan
52 | Pasang Ransel Verband 30.000 20.000 50.000 | Per tindakan
53 | Pasang Neck Collar Leher 18.000 12.000 30.000 | Per tindakan
54 | Pasang OPA 18.000 12.000 30.000 | Per tindakan
55 | Pengambilan darah Vena 12.000 8.000 20.000 | Per tindakan
56 | Irigasi Mata 30.000 20.000 50.000 | Per tindakan
57 | Pemakaian Alat : 1) Monitor EKG per jam 18.000 12.000 30.000 | Per tindakan
2) DC Shock atau Kardioversi 90.000 60.000 150.000 | Per tindakan
3) Infus pump per jam 18.000 12.000 30.000 | Per tindakan
4) Syringe pump per jam 18.000 12.000 30.000 | Per tindakan
C. Penggunaan Alat di Ruangan
NO JENIS ALAT e I T&il)F SATUAN
1 EKG 21.000 14.000 35.000 | Per pemakaian
2 Syringe Pump per Hari 27.000 18.000 45.000 | Per hari
3 Infusion Pump per Hari 27.000 18.000 45.000 | Per hari
4 Feeding Pump per Hari 10.500 7.000 17.500 | Per hari
5 Nebulizer/dosis 18.000 12.000 30.000 | Per hari
6 Ventilator 99.000 66.000 165.000 | Per hari
7 Spirometer per Hari 12.000 8.000 20.000 | Per hari
8 Bed side Monitor Per hari 54.000 36.000 90.000 | Per hari
9 Defibrilator 48.000 32.000 80.000 | Per hari
10 CPAP 60.000 40.000 100.000 | Per hari
11 T-Piece 81.000 54.000 135.000 | Per hari
12 Pulse Oximetry Per Hari 14.400 9.600 24.000 | Per hari
13 | Inkubator 45.000 30.000 75.000 | Per hari
14 | Infant Warmer Per Hari 24.000 16.000 40.000 | Per hari
15 | Animex Per Hari 24.000 16.000 40.000 | Per hari
16 | Phototheraphy/Blue Light 30.000 20.000 50.000 | Per hari
Tindakan di Rawat Inap
NO JENIS PELAYANAN S/ill;f\g A PELLIJXAY?S\I AN T&l;I)F SATUAN
1 Suntik/Injeksi IV/IM/IC/SC 7.200 4.800 12.000 | Per tindakan
2 Infus dewasa 18.000 12.000 30.000 | Per tindakan
3 Infus anak 30.000 20.000 50.000 | Per tindakan
4 Suction 18.000 12.000 30.000 | Per tindakan
5 Pasang Kondom Kateter 15.000 10.000 25.000 | Per tindakan
6 Kateterisasi 21.000 14.000 35.000 | Per tindakan
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NO JENIS PELAYANAN S;\L‘l;ig A PEL%;{?A[?\I AN TSQIEI)F SATUAN
7 Kateterisasi dengan hidropressure 33.000 22.000 55.000 | Per tindakan
8 Nebulizer 18.000 12.000 30.000 | Per tindakan
9 Perawatan Luka : Kecil > 5 cm 6.000 4.000 10.000 | Per tindakan

Sedang 5 - 10 cm 12.000 8.000 20.000 | Per tindakan
Besar > 10 cm 18.000 12.000 30.000 | Per tindakan

10 | Aff Heacting 15.000 10.000 25.000 | Per tindakan
11 | Pasang Spalk Infus 9.000 6.000 15.000 | Per tindakan
12 | Blast Punksi 27.000 18.000 45.000 | Per tindakan
13 | Debridement luka bakar < 20 % 27.000 18.000 45.000 | Per tindakan
14 | Airway definitif atau ETT 78.000 52.000 130.000 | Per tindakan
15 | RJP dan Intubasi 78.000 52.000 130.000 | Per tindakan
16 | RJP tanpa Intubasi 36.000 24.000 60.000 | Per tindakan
17 | Pasang NGT 24.000 16.000 40.000 | Per tindakan
18 | Aff NGT 12.000 8.000 20.000 | Per tindakan
19 | Pemakaian Oxigen per liter per jam 2.400 1.600 4.000 | Per tindakan
20 | Ganti Verband 21.000 14.000 35.000 | Per tindakan
21 | Pasang Elastic Bandage 15.000 10.000 25.000 | Per tindakan
22 | Bilas Lambung 36.000 24.000 60.000 | Per tindakan
23 | Rekam EKG 21.000 14.000 35.000 | Per tindakan
24 | Kompres Basah/Kering 9.000 6.000 15.000 | Per tindakan
25 | Tirah Baring Perhari 12.000 8.000 20.000 | Per tindakan
26 | Memasang Selang O2 6.000 4.000 10.000 | Per tindakan
27 Lepas Infus 9.000 6.000 15.000 | Per tindakan
28 | Lepas Kateter/NGT 12.000 8.000 20.000 | Per tindakan
29 | Membantu BAK/BAB 12.000 8.000 20.000 | Per tindakan
30 | Membantu Makan/Minum Sonde 18.000 12.000 30.000 | Per tindakan
31 Memonitor TTV 15.000 10.000 25.000 | Per tindakan
32 | Oral Hygiene 15.000 10.000 25.000 | Per tindakan
33 | Personal Hygiene 15.000 10.000 25.000 | Per tindakan
34 | Pemberian obat lewat mata/hidung/anus/kulit 6.000 4.000 10.000 | Per tindakan
35 | Rehidrasi Ringan 24.000 16.000 40.000 | Per tindakan
36 | Rehidrasi Sedang 30.000 20.000 50.000 | Per tindakan
37 | Rehidrasi Berat 48.000 32.000 80.000 | Per tindakan
38 | Pasang Scorsteen 15.000 10.000 25.000 | Per tindakan
39 | Rektal Toucher 18.000 12.000 30.000 | Per tindakan
40 | Tindakan Askep Kecil 12.000 8.000 20.000 | Per tindakan
41 | Tindakan Askep Sedang 15.000 10.000 25.000 | Per tindakan
42 | Tindakan Askep Besar 21.000 14.000 35.000 | Per tindakan
43 | Ukur TTV 7.200 4.800 12.000 | Per tindakan
44 | Ukur TB BB 7.200 4.800 12.000 | Per tindakan
45 | Vulva Hygiene 9.000 6.000 15.000 | Per tindakan
46 | Pasang tampon 12.000 8.000 20.000 | Per tindakan
47 | Pasang Ransel Verband 24.000 16.000 40.000 | Per tindakan
48 | Pasang Neck Collar Leher 15.000 10.000 25.000 | Per tindakan
49 | Pasang OPA 15.000 10.000 25.000 | Per tindakan
50 | Pengambilan darah Vena 9.000 6.000 15.000 | Per tindakan
51 Sleeding Scale Per Hari 18.000 12.000 30.000 | Per tindakan
52 | Balance cairan per Hari 21.000 14.000 35.000 | Per tindakan
53 | Pemasangan Infus Umbilical 105.000 70.000 175.000 | Per tindakan
54 | Pemasangan Kateter Neonatus 60.000 40.000 100.000 | Per tindakan
55 | Pemasangan ETT Neonatus 93.000 62.000 155.000 | Per tindakan
56 | Resusitasi dengan ETT 60.000 40.000 100.000 | Per tindakan
57 | Resusitasi tanpa ETT 90.000 60.000 150.000 | Per tindakan
58 | Perawatan ETT 15.000 10.000 25.000 | Per tindakan
59 | Transport Incubator 21.000 14.000 35.000 | Per tindakan
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NO JENIS PELAYANAN S;\Hl:iﬁ A PELﬁ?{?’:‘?\I AN T&IEI)F SATUAN
60 | Pemasangan CPAP 90.000 60.000 150.000 | Per tindakan
61 | Perawatan terapi Dingin (Cooling Therapy) 21.000 14.000 35.000 | Per tindakan
62 | Inisiasi Menyusui Dini 24.000 16.000 40.000 | Per tindakan
63 | KMC 36.000 24.000 60.000 | Per tindakan
64 | Melakukan Baby Puff 21.000 14.000 35.000 | Per tindakan
65 | Transfusi 24.000 16.000 40.000 | Per tindakan
66 | Pengawasan Ventilator per hari 48.000 32.000 80.000 | Per tindakan
67 | Pengawasan CPAP per hari 24.000 16.000 40.000 | Per tindakan
68 | Pelayanan Persiapan prosedur radiologi 6.000 4.000 10.000 | Per tindakan
Tindakan Medik Non Operatif
NO JENIS PELAYANAN Siﬁiﬁ A PEL\X;?S\I AN T&T)I)F SATUAN
1 Tindakan Oleh Dokter Spesialis
1. Kardioversi (DC Shock) 112.500 75.000 187.500 | Per tindakan
2. Punksi Diagnostik Cairan Thoraks 56.250 37.500 93.750 | Per tindakan
3. Punksi Aspirasi Cairan Thoraks 187.500 125.000 | 312.500 | Per tindakan
4. Biopsi Jarum Halus (FNAB) 56.250 37.500 93.750 | Per tindakan
5. Pleurodesis 41.250 27.500 68.750 | Per tindakan
6. BMP atau Biopsi 67.500 45.000 112.500 | Per tindakan
7. Parasentesis Abdomen 187.500 125.000 312.500 | Per tindakan
8. Aspirasi Pneumothoraks 48.750 32.500 81.250 | Per tindakan
9. Resusitasi Bayi Baru Lahir
a. Bayi Lahir Partus Patologis 99.750 66.500 166.250 | Per tindakan
b. Bayi Lahir Secara SC 183.750 122.500 306.250 | Per tindakan
10. Umbilikal Kateter 47.250 31.500 78.750 | Per tindakan
1I Tindakan Kebidanan
1. Partus Spontan Bidan 270.000 180.000 450.000 | Per tindakan
2. Partus Spontan Dokter Umum 390.000 260.000 650.000 | Per tindakan
3. Partus Spontan Dokter Spesialis 450.000 300.000 750.000 | Per tindakan
4. Partus Patologis Dokter Spesialis 510.000 340.000 850.000 | Per tindakan
5. Episiotomi/Repair Perinium
Grade II - III (Dokter Spesialis) 150.000 100.000 250.000 | Per tindakan
Grade IV (Dokter Spesialis) 240.000 160.000 400.000 | Per tindakan
6. Manual Placenta (Dokter Spesialis) 210.000 140.000 350.000 | Per tindakan
7. Eksplorsi Vagina (Dokter Spesialis) 150.000 100.000 250.000 | Per tindakan

Tindakan Medik Operatif (Ruang Operasi)

NO JENIS PELAYANAN S“Algig A PELX;?\?\I AN TARIF (Rp) SATUAN
1 Pemakaian Kamar Operasi
1. Operasi Kecil 105,600 70,400 176,000 | Per operasi
2. Operasi Sedang 132,000 88,000 220,000 | Per operasi
3. Operasi Besar 158,400 105,600 264,000 | Per operasi
4. Operasi Khusus 184,800 123,200 308,000 | Per operasi
I Jasa Medik Operator
1. Operasi Kecil 222.000 148.000 370.000 | Per operasi
2. Operasi Sedang 390.000 260.000 650.000 | Per operasi
3. Operasi Besar 600.000 400.000 1.000.000 | Per operasi
4. Operasi Khusus 900.000 600.000 1.500.000 | Per operasi
III | Jasa Medik Anesthesi
1. ASA 130 % Jasa Medik Operator 66.600 44.400 111.000 | Per operasi
2. ASA 1I 35 % Jasa Medik Operator 136.500 91.000 227.500 | Per operasi
3. ASA III 40 % Jasa Medik Operator 240.000 160.000 400.000 | Per operasi
4. ASA IV 45 % Jasa Medik Operator 450.000 270.000 675.000 | Per operasi
IV | Tindakan Spesialis Anestesi
1. Pemasangan Kanul Vena Sentral 123.300 82.200 205.500 | Per tindakan
2. Pemasangan Kanul Vena Perifer dengan penyulit 54.300 36.200 90.500 | Per tindakan
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NO JENIS PELAYANAN S;\Lll;iﬁ A PEL:{S{?S\I AN TARIF (Rp) SATUAN
3. Tracheostomi 378.300 252.200 630.500 | Per tindakan
4. Intubasi 306.300 204.200 510.500 | Per tindakan
5. Intubasi dengan Teknik Khusus 384.300 256.200 640.500 | Per tindakan
6. Resusitasi Jantung Paru 138.300 92.200 230.500 | Per tindakan
7. Penanggulangan nyeri 114.300 76.200 190.500 | Per tindakan
8. Penanggulangan nyeri persalinan 141.000 94.000 235.000 | Per tindakan
9. Pemasangan ventilator 144.300 96.200 240.500 | Per tindakan
Laboratorium
NO JENIS PELAYANAN Siﬁiﬁ A PELJA?{iﬁ\I AN T&il)F SATUAN
1 Hematologi : Hematologi Analizer 30.000 20.000 50.000 | Per tindakan
Lekosit 9.000 6.000 15.000 | Per tindakan
Hemoglobin (Hb) 9.000 6.000 15.000 | Per tindakan
Laju endap Darah (LED) 15.000 10.000 25.000 | Per tindakan
Hitung Jenis Lekosit 15.000 10.000 25.000 | Per tindakan
Eritrosit 9.000 6.000 15.000 | Per tindakan
Trombosit 9.000 6.000 15.000 | Per tindakan
Golongan Darah ABO 9.000 6.000 15.000 | Per tindakan
Hematokrit 9.000 6.000 15.000 | Per tindakan
2 Anemia : Retikulosit 15.000 10.000 25.000 | Per tindakan
TIBC 90.000 60.000 150.000 | Per tindakan
Besi atau Serum Iron 81.000 54.000 135.000 | Per tindakan
Ferritin 120.000 80.000 200.000 | Per tindakan
Vitamin B12 210.000 140.000 350.000 | Per tindakan
Asam Folat 210.000 140.000 350.000 | Per tindakan
Gambaran Darah Tepi 30.000 20.000 50.000 | Per tindakan
3 Faal Hemostatis : Waktu Pendarahan 9.000 6.000 15.000 | Per tindakan
Waktu Pembekuan 9.000 6.000 15.000 | Per tindakan
Waktu Rekalsifikasi 12.000 8.000 25.000 | Per tindakan
Retraksi Bekuan 7.200 4.800 12.000 | Per tindakan
PTT 27.000 18.000 45.000 | Per tindakan
APTT 27.000 18.000 45.000 | Per tindakan
Hematologi Lain : Croos Match 27.000 18.000 45.000 | Per tindakan
Kimia Klinik
Lemak : Cholesterol Total 18.000 12.000 30.000 | Per tindakan
Cholesterol LDL Indirect 12.000 8.000 20.000 | Per tindakan
Cholesterol LDL Direct 36.000 24.000 60.000 | Per tindakan
Triglyserida 18.000 12.000 30.000 | Per tindakan
Cholesterol HDL 18.000 12.000 30.000 | Per tindakan
6 Diabetes : Glukosa Darah Puasa 12.000 8.000 20.000 | Per tindakan
Glukosa Darah 2 jam PP 12.000 8.000 20.000 | Per tindakan
Glukosa Darah Sewaktu 12.000 8.000 20.000 | Per tindakan
GTT 42.000 28.000 70.000 | Per tindakan
HbAlc 45.000 30.000 75.000 | Per tindakan
7 Hati : Albumin 12,000 8,000 20,000 | Per tindakan
Total Protein (TP) 12,000 8,000 20,000 | Per tindakan
ASAT/GOT 12,000 8,000 20,000 | Per tindakan
ALAT/GPT 12,000 8,000 20,000 | Per tindakan
Gamma GT 33,000 22,000 55,000 | Per tindakan
Alkaline phosphatase (ALKP) 30,000 20,000 50,000 | Per tindakan
Bilirubin Total 12,000 8,000 20,000 | Per tindakan
Bilirubin Direk 12,000 8,000 20,000 | Per tindakan
Bilirubin Indirek 12,000 8,000 20,000 | Per tindakan
8 Ginjal : Urea Darah 12,000 8,000 20,000 | Per tindakan
Creatinine Darah 12,000 8,000 20,000 | Per tindakan
Asam urat 12,000 8,000 20,000 | Per tindakan
Urea Clearance 30.000 20.000 50.000 | Per tindakan
Creatinine Clearance 30.000 20.000 50.000 | Per tindakan
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NO JENIS PELAYANAN S;\Igiﬁ A PEL:{S{?S\I AN T&iI)F SATUAN
9 Elektrolit : Potassium (K) 15,000 10,000 25,000 | Per tindakan
Sodium (Na) 15,000 10,000 25,000 | Per tindakan
Chlorida (Cl) 15,000 10,000 25,000 | Per tindakan
Calcium (Ca) 21,000 14,000 35,000 | Per tindakan
Magnesium 30,000 20,000 50,000 | Per tindakan
10 | Test fungsi Jantung : CK MB 54,000 36,000 90,000 | Per tindakan
LDH 60,000 40,000 | 100,000 | Per tindakan
Troponin T 60,000 40,000 | 100,000 | Per tindakan
Troponin I 60,000 40,000 | 100,000 | Per tindakan
11 Test Pankreas : Amilase 48,000 32,000 80,000 | Per tindakan
Lipase 72,000 48,000 120,000 | Per tindakan
12 Cairan Tubuh 36,000 24,000 60,000 | Per tindakan
13 | LCS/CSF 42,000 28,000 70,000 | Per tindakan
14 | Urinalisa
Urinalisa Lengkap (Combur sedimen) 18,000 12,000 30,000 | Per tindakan
Urinalisa Rutin 3 parameter (Protein, Reduksi, Sediment) 12,000 8,000 20,000 | Per tindakan
Protein (Asam Sulfosalisilat) 12,000 8,000 20,000 | Per tindakan
Sediment 12,000 8,000 20,000 | Per tindakan
Tes Narkoba 6 Parameter 30,000 20,000 50,000 | Per tindakan
15 Faeces : Faeces Rutin 12,000 8,000 20,000 | Per tindakan
Darah Samar 12,000 8,000 20,000 | Per tindakan
16 Analisa Sperma 72,000 48,000 120,000 | Per tindakan
17 Hepatitis : HbsAG 33,000 22,000 55,000 | Per tindakan
Anti HBS (Kuantitatif) 33,000 22,000 55,000 | Per tindakan
Anti HCV 48,000 32,000 80,000 | Per tindakan
18 Lain-lain : Anti Dengue IgG dan IgM 78,000 52,000 130,000 | Per tindakan
Candida (KOH 10 %) 15,000 10,000 25,000 | Per tindakan
Widal slide 27,000 18,000 45,000 | Per tindakan
RF 30,000 20,000 50,000 | Per tindakan
TPHA 30,000 20,000 50,000 | Per tindakan
ASTO 30,000 20,000 50,000 | Per tindakan
CRP (kualitatif) 30,000 20,000 50,000 | Per tindakan
Test kehamilan 15,000 10,000 25,000 | Per tindakan
Anti HIV 1 dan 2 90,000 60,000 150,000 | Per tindakan
IgG Salmonella 48,000 32,000 80,000 | Per tindakan
IgM Salmonella 78,000 52,000 130,000 | Per tindakan
TB ICT 15,000 10,000 25,000 | Per tindakan
19 | Tiroid : T3 Total 60,000 40,000 100,000 | Per tindakan
T4 Total 60,000 40,000 100,000 | Per tindakan
Free T4 63,000 42,000 105,000 | Per tindakan
TSHS 63,000 42,000 | 105,000 | Per tindakan
20 | Tumor Marker : PSA 96,000 64,000 160,000 | Per tindakan
CA 125 108,000 72,000 180,000 | Per tindakan
CA15-3 108,000 72,000 180,000 | Per tindakan
CA19-9 108,000 72,000 180,000 | Per tindakan
CEA 96,000 64,000 160,000 | Per tindakan
21 Parasitologi : Malaria 18,000 12,000 30,000 | Per tindakan
Mikrofilaria 18,000 12,000 30,000 | Per tindakan
22 | Mikrobiologi : Pewarnaan BTA 18.000 12.000 30.000 | Per tindakan
Pewarnaan Gram 18.000 12.000 30.000 | Per tindakan
Pewarnaan Neisser 18.000 12.000 30.000 | Per tindakan
23 | Pemeriksaan Histopatologi
Jaringan (Besar) 120,000 80,000 | 200,000 | Per tindakan
Jaringan (Kecil) 90,000 60,000 | 150,000 | Per tindakan
Pap Smear 48,000 32,000 80,000 | Per tindakan
24 BGA 150.000 100.000 250.000 | Per tindakan
25 | Pengambilan Sampel Darah Vena Dewasa 3,000 2,000 5,000 | Per tindakan
26 Pengambilan Sampel Darah Vena Anak 6,000 4,000 10,000 | Per tindakan
27 Pengambilan Sampel Darah Arteri 12,000 8,000 20,000 | Per tindakan
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H. Pemeriksaan Radiologi/Elektromedik

NO JENIS PELAYANAN S;\Igiﬁ A PELil?{?S\I AN TARIF (Rp) SATUAN
1 Pemeriksaan Konvensonal Polos
1) Thorax AP (1 Posisi) 48,000 32,000 80,000 | Per periksa
2) Thorax AP- Lateral (2 Posisi ) 48,000 32,000 80,000 | Per periksa
3) Abdomen/BNO (1 Posisi) 48,000 32,000 80,000 | Per periksa
4) Abdomen/BNO (2 Posisi) 48,000 32,000 80,000 | Per periksa
5) Abdomen/BNO (3 Posisi) 48,000 32,000 80,000 | Per periksa
6) Extremitas Kecil 54,000 36,000 90,000 | Per periksa
7) Extremitas Besar 54,000 36,000 90,000 | Per periksa
8) Cranium (RAN. Waters. mastoid. TMJ) 60,000 40,000 100,000 | Per periksa
9) Vertebrae AP/Lat 48,000 32,000 80,000 | Per periksa
10) Vertebrae AP/Lat- Oblik 48,000 32,000 80,000 | Per periksa
11) Pelvis 48,000 32,000 80,000 | Per periksa
2 Pemeriksaan Konvensional Dengan Kontras
1) Colon in Loop 180,000 120,000 300,000 | Per periksa
2) OMD 270.000 150,000 100,000 | Per periksa
3) Appendikografi 240.000 144,000 96,000 | Per periksa
4) BNO - IVP 480.000 384,000 256,000 | Per periksa
5) Sistografi 240.000 144,000 96,000 | Per periksa
6) Uretrografi 210.000 138,000 92,000 | Per periksa
7) Uretrosistografi 300.000 204,000 136,000 | Per periksa
8) Fistulografi 210.000 114,000 76,000 | Per periksa
9) HSG 360.000 240,000 160,000 | Per periksa
3 Pemeriksaan USG : 1) USG Abdomen 102,000 68,000 170,000 | Per periksa
2) USG Smallpart 132,000 88,000 220,000 | Per periksa
3) USG Musculoskeletal 132,000 88,000 220,000 | Per periksa
4) USG Doppler 156,000 104,000 260,000 | Per periksa
4 Pemeriksaan CT Scan Tanpa Kontras
1) CT Brain 840.000 560.000 1.400.000 | Per periksa
2) CT Head trauma 960.000 640.000 1.600.000 | Per periksa
3) CT SPN 1.080.000 720.000 1.800.000 | Per periksa
4) CT Mastoid 1.080.000 720.000 1.800.000 | Per periksa
5) CT Thorax 1.080.000 720.000 1.800.000 | Per periksa
6) CT Abdomen 1.080.000 720.000 1.800.000 | Per periksa
5 Pemeriksaan CT Scan dengan Kontras
1) CT Brain 1,800,000 1,200,000 3,000,000 | Per periksa
2) CT Abdomen 3.000.000 2.000.000 5.000.000 | Per periksa
3) CT Abdomen 3 Fase 3,900,000 2,600,000 6,500,000 | Per periksa
4) CT Thorax 2.640.000 1.760.000 4.400.000 | Per periksa
5) CT Nasopharing/Orbita/Mastoid 1.680.000 1.120.000 2.800.000 | Per periksa
6 Penambahan Bahan Pemakaman Film
Ukuran : 8 x 10 inch 0 0 40.000 | Per periksa
11 x 14 inch 0 0 50.000 | Per periksa
Pembacaan Foto Rontgen 18.000 12.000 30.000 | Per layanan
Pelayanan Elektromedik
1) Elektrokardiografi (EKG) 25.800 17.200 43.000 | Per periksa
2) Echocardiografi (ECHO) 84.000 56.000 140.000 | Per periksa
3) CTG 21.000 14.000 35.000 | Per periksa
4) EEG 42.000 28.000 70.000 | Per periksa
5) Endoscopi 186.000 124.000 310.000 | Per periksa
6) Tread Mil 126.000 84.000 210.000 | Per periksa
7) Audiometri 81.000 54.000 135.000 | Per periksa
[. Pelayanan Rehabilitasi Medis
NO JENIS PELAYANAN S;%Hl;f\g A PELLX;?S\I AN T&il)F SATUAN
1 SWD/MWD
Poliklinik 30,000 20,000 50,000 | Per tindakan
Rawat Inap 45,000 30,000 75,000 | Per tindakan
2 US (1 tempat)
Poliklinik 30,000 20,000 50,000 | Per tindakan
Rawat Inap 48,000 32,000 80,000 | Per tindakan
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NO JENIS PELAYANAN S;\L‘l;ig A PEL%;{?S\I AN T(I;IEI)F SATUAN
3 Electrical Stimulation Test
Poliklinik 30,000 20,000 50,000 | Per tindakan
Rawat Inap 45,000 30,000 75,000 | Per tindakan
4 Aktinotherapi (IR.UV)
Poliklinik 24,000 16,000 40,000 | Per tindakan
Rawat Inap 45,000 30,000 75,000 | Per tindakan
5 Parafin Bath /Parafango
Poliklinik 30,000 20,000 50,000 | Per tindakan
Rawat Inap 48,000 32,000 80,000 | Per tindakan
6 Rehabilitasi Stroke
Poliklinik 30,000 20,000 50,000 | Per tindakan
Rawat Inap 48,000 32,000 80,000 | Per tindakan
7 Chest Fisioterapi
Poliklinik 24,000 16,000 40,000 | Per tindakan
Rawat Inap 48,000 32,000 80,000 | Per tindakan
8 Traksi (Lumbal/Servikal)
Poliklinik 30,000 20,000 50,000 | Per tindakan
Rawat Inap 48,000 32,000 80,000 | Per tindakan
9 Mobilization & Strengthening Exercise
Poliklinik 30,000 20,000 50,000 | Per tindakan
Rawat Inap 48,000 32,000 80,000 | Per tindakan
10 | Soft Tissue Mobilization
Poliklinik 27,000 18,000 45,000 | Per tindakan
Rawat Inap 45,000 30,000 75,000 | Per tindakan
11 Baby massage
Poliklinik 27,000 18,000 45,000 | Per tindakan
Rawat Inap 45,000 30,000 75,000 | Per tindakan
12 | Pelvic Floor Muscle Exercise
Poliklinik 27,000 18,000 45,000 | Per tindakan
Rawat Inap 45,000 30,000 75,000 | Per tindakan
13 | Pre/Posta Natal Exercise
Poliklinik 27,000 18,000 45,000 | Per tindakan
Rawat Inap 45,000 30,000 75,000 | Per tindakan
14 | Passive Joint Mobilization
Poliklinik 27,000 18,000 45,000 | Per tindakan
Rawat Inap 45,000 30,000 75,000 | Per tindakan
15 | Exercise Therapy
Poliklinik 30,000 20,000 50,000 | Per tindakan
Rawat Inap 48,000 32,000 80,000 | Per tindakan
16 | Gait Training
Poliklinik 27,000 18,000 45,000 | Per tindakan
Rawat Inap 45,000 30,000 75,000 | Per tindakan
17 | Cruch training
Poliklinik 27,000 18,000 45,000 | Per tindakan
Rawat Inap 45,000 30,000 75,000 | Per tindakan
18 | Cardiac Rehabilitation
Poliklinik 27,000 18,000 45,000 | Per tindakan
Rawat Inap 45,000 30,000 75,000 | Per tindakan
19 Laser
Poliklinik 30,000 20,000 50,000 | Per tindakan
Rawat Inap 48,000 32,000 80,000 | Per tindakan
20 | ESWT
Poliklinik 30,000 20,000 50,000 | Per tindakan
Rawat Inap 48,000 32,000 80,000 | Per tindakan
21 Massage
Poliklinik 30,000 20,000 50,000 | Per tindakan
Rawat Inap 48,000 32,000 80,000 | Per tindakan
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J. Asuhan Keperawatan di Bangsal

JASA JASA TARIF
NO JENIS PELAYANAN SARANA PELAYANAN (Rp) SATUAN
1 Asuhan Keperawatan Tingkat I 3.300 2.200 5.500 | Per shift
2 Asuhan Keperawatan Tingkat II 3.900 2.600 6.500 | Per shift
3 Asuhan Keperawatan Tingkat III 4.500 3.000 7.500 | Per shift
K. Asuhan Farmasi Klinik di Bangsal
JASA JASA TARIF
NO JENIS PELAYANAN SARANA PELAYANAN (Rp) SATUAN
1 Asuhan Farmasi Klinik 18.000 12.000 30.000 | Per shift
L. Asuhan Gizi di Bangsal
JASA JASA TARIF
NO JENIS PELAYANAN SARANA PELAYANAN (Rp) SATUAN
1 Asuhan Gizi 19.200 12.800 32.000 | Per shift

M. Pelayanan Kamar Jenazah dan Visum Et Repertum

NO JENIS PELAYANAN TARIF (Rp) SATUAN
1 penitipan jenazah
a. dari dalam rumah sakit 50.000 | Per layanan
b. dari luar rumah sakit : 1) umum 75.000 | Per layanan
2) khusus 100.000 | Per layanan
2 penyimpanan jenazah : a. dari dalam rumah sakit 100.000 | Per layanan
b. dari luar rumah sakit 150.000 | Per layanan
perawatan jenazah 150.000 | Per layanan
pengawetan jenazah 300.000 | Per layanan
Pemakaian kamar dan alat
a. pemakaian kamar jenazah untuk pensucian 75.000 | Per layanan
b. pemakaian alat visum (autopsi set) 75.000 | Per layanan
c. pemakaian kamar untuk autopsi 75.000 | Per layanan
d. penggunaan kamar jenazah untuk upacara 200.000 | Per layanan
6 pemeriksaan visum et repertum (orang hidup)

1) visum et repertum luar

100.000 | Per layanan

2) visum et repertum dalam

200.000 | Per layanan

pemeriksaan visum et repertum (mati)

1) visum et repertum luar

200.000 | Per layanan

2) visum et repertum dalam

1.000.000 | Per layanan

Catatan : Dikecualikan pemeriksaan

visum

N. Penggunaan Ambulance dan Mobil Jenazah

et repertum,
disebabkan pembunuhan atau bunuh diri dalam rangka
membantu proses penyelidikan.

mati

NO JENIS PELAYANAN TARIF (Rp) SATUAN
1 ambulance
a. sampai dengan 10 km 150.000 | Per 10 km
b. luar kota (tarif dalam kota ditambah/km) 10.000 | Per 10 km
2 mobil jenazah
a. sampai dengan 10 km 100.000 | Per 10 km
b. lebih dari 10 km (per km ditambah) 10.000 | Per 10 km
3 sewa mobil ambulance /jenazah
a. mobil jenazah untuk lelayu/ pemakaman 100.000 | Per unit
b. jarak lebih dari 10 km ditambah 10.000 | Per 10 km
c. mobil ambulance 150.000 | Per unit
d. jarak lebih dari 10 km ditambah 10.000 | Per 10 km
4 tarif pendamping
a. luar kota (Jawa Tengah dan DIY) : 1) dokter 200.000 | Per orang
2) perawat/bidan 150.000 | Per orang
3) sopir 100.000 | Per orang
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NO JENIS PELAYANAN TARIF (Rp) SATUAN
b. luar Jawa Tengah dan DIY (2x tarif diatas) : 1) dokter 400.000 | Per orang
2) perawat/bidan 300.000 | Per orang
3) sopir 200.000 | Per orang
c. dalam kota : 1) dokter 75.000 | Per orang
2) perawat/bidan 50.000 | Per orang
3) sopir 35.000 | Per orang
O. Tarif Kamar
KELAS PERAWATAN
NO
JENIS PELAYANAN PICU/
III I I VIP ICU NICU
1 |Kamar 50,000 75,000| 150,000 200,000| 300,000 300,000
2 |Biaya makan 66,000 72,000 87,000 125,000 125,000 87,000
3 |Asuhan Gizi 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000
4 |Visite dr Spesialis 50,000 50,000 50,000 50,000 75,000 75,000
5 |Visite dr Umum 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000
6 |Konsutasi Medis 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000
7 |Asuhan Kefarmasian Klinis 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000
8 |Perawatan Bayi Normal 25,000 37,500 75,000| 100,000 (9] 0
9 |Ruang Isolasi 100,000
10 | Biaya Makan ruang isolasi 87,000
11 |Makan diet khusus 71,000| 77,000| 92,000| 130,000| 130,000I 87,000
12 |Makan diet cair 220,000 |
13 | Konsultasi medis by phone 20,000| 20,000| 20,000I 20,000I 20,000| 20,000[
P. Tindakan Poliklinik/Rawat Jalan
JASA JASA TARIF
NO JENIS TINDAKAN SARANA PELAYANAN (Rp) SATUAN
1 PROSEDUR PADA HATI DAN PANKREAS 650,280 433,520 1,083,800 | Per tindakan
2 PROSEDUR BESAR PADA SALURAN EMPEDU 710,340 473,560 1,183,900 | Per tindakan
3 PROSEDUR KOLESISTEKTOMI TANPA LAPAROSKOPI 1,503,180 1,002,120 2,505,300 | Per tindakan
PROSEDUR LAIN-LAIN PADA HEPATOBILIARI & .
* | PANKREAS 1,524,840 | 1,016,560 | 2»>41:400 | Per tindakan
5 PROSEDUR KOLESISTEKTOMI DENGAN LAPAROSKOPI 1,832,640 1,221,760 3,054,400 | Per tindakan
PROSEDUR PADA PERKUTAN HATI & SALURAN .
6 EMPEDU 671,760 447,840 1,119,600 | Per tindakan
7 PROSEDUR ENDOSKOPI SALURAN EMPEDU 574,440 382,960 957,400 | Per tindakan
PROSEDUR LAIN-LAIN PADA SISTEM HEPATOBILIARI .
8 | DAN PANKREAS 248,040 165,360 | F13:400 | Per tindakan
9 PROSEDUR RADIOTERAPI 439,440 292,960 732,400 | Per tindakan
10 KEMOTERAPI PADA TUMOR PARU & KANDUNG KEMIH 555,600 370,400 926,000 | Per tindakan
11 KEMOTERAPI PADA TUMOR KOLON 586,560 391,040 977,600 | Per tindakan
KEMOTERAPI PADA TUMOR PAYUDARA ATAU .
12 OVARIUM 837,180 558,120 1,395,300 | Per tindakan
13 KEMOTERAPI PADA TUMOR GASTROINTESTINAL 1,111,260 740,840 1,852,100 | Per tindakan
KEMOTERAPI PADA TUMOR MELANOMA, GINJAL .
14 | ATAU PROSTAT 818,700 545,800 | 1:364:500 | Per tindakan
15 KEMOTERAPI PADA TUMOR OTAK 426,240 284,160 710,400 | Per tindakan
16 KEMOTERAPI PADA TUMOR KEPALA ATAU LEHER 802,200 534,800 1,337,000 | Per tindakan
17 KEMOTERAPI PADA LEUKEMIA AKUT 396,600 264,400 661,000 | Per tindakan
KEMOTERAPI PADA TUMOR LIMFOMA, MYELOMA .
18 | ATAU TESTIS 623,700 415,800 | 039,500 | Per tindakan
19 KEMOTERAPI PADA TUMOR KULIT 1,161,180 774,120 1,935,300 | Per tindakan
20 KEMOTERAPI PADA TUMOR GINEKOLOGI 765,120 510,080 1,275,200 | Per tindakan
21 KEMOTERAPI PADA TUMOR METASTASE 982,080 654,720 1,636,800 | Per tindakan
22 KEMOTERAPI PADA TUMOR LAIN-LAIN 239,580 159,720 399,300 | Per tindakan
23 PROSEDUR PENCANGKOKAN SUMSUM TULANG 558,960 372,640 931,600 | Per tindakan
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NO JENIS TINDAKAN | PR AN T&R;I)F SATUAN

24 | PROSEDUR LIMPA 1,265,340 843,560 | 108,900 | Per tindakan
25 | PROSEDUR BESAR PADA NODUL LIMPA DAN TYMUS | | 54 200 842,020 | 107,300 | Per tindakan
26 | PROSEDUR KECIL PADA NODUL LIMPA DAN TYMUS 310,800 207.000 | 518:000 | Per tindakan
27 | PROSEDUR TRANSFUSI & TERAPI SUMSUM TULANG 738,180 492,120 | 1:230:300 | Per tindakan
28 ggl(\)msaEE?qlTjE}? %ﬁR&?{SﬂK DARAH DAN ORGAN 635,400 423,600 | 059,000 | Per tindakan
29 | PROSEDUR PADA KELENJAR ADRENAL 366,720 sas4g0 | 611,200 | Per tindakan
20 gigjf%gg?DBESAR PADA KELENJAR TIROID DAN 152550 105 | 804800 | Pertindakan
81 ?ﬁa%slg]}i%%g&?g&%f&%ﬁﬁ THYROGLOSSAL 376,080 250,720 | 026,800 | Per tindakan
32 | PROSEDUR DIAGNOSTIK PADA KELENJAR ENDOKRIN 313,680 200,120 | 522:800 | Per tindakan
33 | TERAPI SHOCK 268,680 170,100 | 447:800 | Per tindakan
34 | PELAYANAN KESEHATAN MENTAL EKSTENSIF 233,220 155,480 | 388700 | Per tindakan
35 TERAPI KELOMPOK 215,280 143,520 358,800 | Per tindakan
36 | PROSEDUR TES DIAGNOSTIK KESEHATAN JIWA 206,760 137,840 | 344600 | Per tindakan
37 PSIKOTERAPI INDIVIDU DEWASA AKUT 274,260 182,840 457,100 Per tindakan
38 PSIKOTHERAPI INDIVIDU DEWASA BUKAN AKUT 153,780 102,520 256,300 Per tindakan
39 PENGOBATAN INDIVIDU KETERBELAKANGAN MENTAL 153,660 102,440 256,100 Per tindakan
40| \TASALAH KESEHATAN MENTAL o e 184,200 | 122,800 | 307000 | Per tindakan
41 PROSEDUR KRANIOTOMI 3,199,800 2,133,200 5,333,000 | Per tindakan
42 | PROSEDUR SHUNT VENTRIKEL 1,949,700 1,299,800 | 3:249,500 | Per tindakan
43 Eﬁg’%ﬁg\;ﬁf PEMBULEH DARAH 1,283,100 855,400 | 2138500 | Per tindakan
44 | PROSEDUR CARPAL TUNNEL RELEASE 564.720 376,480 | 941,200 | Per tindakan
45 | PROSEDUR BESAR PADA SARAF PERIFER 1,276,680 851,120 | 2127:800 | Per tindakan
46 | PROSEDUR KECIL PADA SARAF PERIFER 715,800 477,200 | 1+193,000 | Per tindakan
47 | PROSEDUR BESAR PADA TULANG BELAKANG 1,278,000 852,000 | 2:130,000 | Per tindakan
48 | PROSEDUR KECIL PADA TULANG BELAKANG 014,280 609,520 | 1:523,800 | Per tindakan
49 | PROSEDUR TAP & INJEKSI PADA SPINAL 392,700 261,800 | 654500 | Per tindakan
50 | PROSEDUR INJEKSI PADA SARAF PERIFER 284,100 180,400 | 473:500 | Per tindakan
51 | PROSEDUR PEMERIKSAAN NEUROLOGIS LAIN 336,840 224,560 | 561400 | Per tindakan
52 | PROSEDUR ELEKROENSEFALOGRAFI (EEG) 295,020 106,680 | 491,700 | Per tindakan
o EE;T\IYAKIT SARAF KRANIAL DAN SARAF PERIFER LAIN- 145,260 o650 | 2420100 | Per tindalan
54 | PROSEDUR BESAR PADA MATA 1,685,940 1,123,960 | 2:809.900 | Per tindakan
55 | PROSEDUR SEDANG PADA MATA 886,080 500,720 | 1:476:800 | Per tindakan
56 | PROSEDUR KECIL PADA MATA 376,320 250,880 | 627:200 | Per tindakan
57 | PROSEDUR BESAR PADA SEGMEN ANTERIOR MATA 1754700 1,160,800 | 2:924:500 | Per tindakan
58 | PROSEDUR SEDANG PADA SEGMEN ANTERIOR MATA | | oo (o0 000,720 | 2:251:800 | Per tindakan
59 | PROSEDUR KECIL PADA SEGMEN ANTERIOR MATA 252,180 l6s.120 | 420,300 | Per tindakan
60 | PROSEDUR BESAR PADA SEGMEN POSTERIORMATA | | go0 200 1,265,560 | 3163900 | Per tindakan
61 | PROSEDUR KECIL PADA SEGMEN POSTERIORMATA | | (0 100 1,016,080 | 2:540,200 | Per tindakan
62 | PROSEDUR OPERASI KATARAK 2,079,000 1,386,000 | 3:465,000 | Per tindakan
o gigi%[};l%}?NI;HOTOKOAGULASI DAN KRIOTHERAPI 21010 47 060 | 1:369.900 | Per tindakan
64 | PROSEDUR LASER SEDANG PADA MATA 498,120 332,080 | 830,200 | Per tindakan
65 | PROSEDUR KECIL PADA EKTRAOKULER 209,760 130,840 | 349,600 | Per tindakan
66 | PROSEDUR LAIN-LAIN PADA MATA 140,340 03,560 | 233:900 | Per tindakan
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67 | PROSEDUR DIAGNOSTIK & IMAGING PADA MATA . 115240 | 288,100 | Per tindakan
68 ZEZIIQ?%?AGQEI{I%I\T;XE?&?GDEFIBRILATOR JANTUNG 2,335,200 1,556,800 | >892,000 | Per tindakan
69 | PROSEDUR BESAR PADA PEMBULUH DARAH TORASIK | | 170 100 713,400 | 1783500 | Per tindakan
0 i};gsO%ADE%R BESAR PADA PEMBULUH DARAH © 347420 408,280 | 2:245.700 | Per tindakan
71 gggl\saiggﬁ E’fgﬁ iﬁ%ﬁGEéPENYISIPAN ALAT PACU 3,485,040 2,323,360 | >-808:400 | Per tindakan
72 | PROSEDUR KATETERISASI JANTUNG 2,619,900 1.746,600 | +:366,500 | Per tindakan
73 EEI?TSgI?g I'QHRD?}/(I%ggﬁigsgggggﬁ%ﬁﬁaiﬁg v 1,850,940 1,233,060 | >084.900 | Per tindakan
4 PDIZORJS\iD\}JER;\I kIGASI DAN STRIPPING PEMBULUH 575,000 sa2.000 | 955000 | Per tindakan
75 | ANGIOGRAFI ARTERI BUKAN JANTUNG 1,676,400 117,600 | 2794000 | Per tindakan
76 | PROSEDUR SEDANG PADA PEMBULUH DARAH 1,221,540 814.360 | 2:035:900 | Per tindakan
77 | PROSEDUR KECIL PADA PEMBULUH DARAH 371,820 247,880 | 619700 | Per tindakan
8 PDEEI\;%S}QIEE;?RA}:&E%%GGANTIAN ALAT 3,678,300 2,452,200 | ©130,500 | Per tindakan
79 EEID\;['I/}SIJ\?SGAN ATAU PENGGANTIAN ALAT PACU 3.329.940 2.219,960 5,549,900 Per tindakan
80 PROSEDUR ELEKTROFISIOLOGIK 2,232,720 1,488,480 3,721,200 Per tindakan
81 Elé)??%?\l%[liRD?\%G}igEIJID?CS);F/IAPS}:;:{I\[/IJEXIIQJ%EIEI?[??APII\I LAIN 2,128,560 1,419,040 | 3547600 | Per tindakan
82 PROSEDUR RESUSITASI 536,580 357,720 894,300 | Per tindakan
83 PROSEDUR KARDIOVERSI 486,780 324,520 811,300 Per tindakan
84 PROSEDUR KECIL LAIN-LAIN PADA JANTUNG 691,620 461,080 1,152,700 Per tindakan
85 | PROSEDUR EKOKARDIOGRAFI 255,060 170,040 | 425:100 | Per tindakan
86 | PROSEDUR STRESS TESTING 234,960 156,640 | 391,600 | Per tindakan
87 EigsD?gyAiKE?igAWASAN runest 186,120 124,080 | 10,200 | Per tindakan
88 EE}?S&?X&?ESAR PADA SISTEN SALURAN 1,224,360 816,240 | 2040600 | Per tindakan
89 | PROSEDUR VENTILASI MEKANIKAL JANGKA PENDEK | | 5yc a0 816,720 | 2:041,800 | Per tindakan
90 | PROSEDUR PADA LARING DAN TRAKEA 762,240 508,160 | 1:270:400 | Per tindakan
91 | PROSEDUR THORAKOSKOPI/MEDIASTINOSKOPI 1,070,580 710,720 | 1799300 | Per tindakan
92 | PROSEDUR DADA INTERMEDIATE 616,620 411,080 | 1:027.700 | Per tindakan
93 | PROSEDUR PADA DINDING DADA 460,020 306,680 | 766700 | Per tindakan
o PDi%iEDUR PEMASANGAN/PENYISIPAN TUBE PADA 65,950 470320 | 948.300 | Per tindakan
95 | PROSEDUR THORACENTESIS 391740 261,160 | 652900 | Per tindakan
96 | PROSEDUR TERAPI SALURAN PERNAFASAN 193,320 128,880 | 322:200 | Per tindakan
97 | PROSEDUR BIOPSI PERKUTAN DAN ASPIRASI 396,720 264,480 | 661,200 | Per tindakan
98 | PROSEDUR BRONKOSKOPI 263,700 175,800 | 439,500 | Per tindakan
99 | PROSEDUR UJI FUNGSI PARU 424,000 216,000 | 50.000 | Per tindakan
100 gggﬁigj; kAIN—LAIN PADA SISTEM SALURAN 102240 126 160 | 320400 | Per tindakcan
101 | PROSEDUR KECIL PADA USUS BESAR DAN KECIL 552,900 368,600 | 921,500 | Per tindakan
102 | PROSEDUR ADHESIOLYSIS PADA PERITONEUM 1,043,520 695,680 | 1:739:200 | Per tindakan
103 IPI\IIQ(}OSI}IE\ITIJ,IRS 1;?13\? F};:];:VIR(ID\I&LTIISPAK TERMASUIC HERNIA 640,860 427,240 | 1,068,100 | Per tindakan
104 | PROSEDUR PADA USUS BUNTU 1,610,520 1,073,680 | 2684200 | Per tindakan
105 EEI\O/ISO};:Q[/?\II{IRS PADA HERNIA INGUINALIS DAN 232540 pa1s60 | 55900 | Per tindakan
106 ]P3}]§(S)iEDUR BESAR PADA USUS HALUS DAN USUS 336,150 sa120 | 560300 | Per tindakan
107 | PROSEDUR BESAR PADA GASTROINTESTINAL ATAS 1,366,500 011,000 | 2:277:500 | Per tindakan
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108 | PROSEDUR SEDANG PADA GASTROINTESTINAL ATAS 76,220 517.480 | 1293700 | Per tindakan
109 | PROSEDUR LAIN-LAIN PADA GASTROINTESTINAL 155620 250050 | 597,700 | Per tindakan
110 | PROSEDUR LAPAROSKOPI 1,043,400 605,600 | ;739000 | Per tindakan
111 | PROSEDUR LAPAROTOMI & GASTROINTESTINAL 780,560 193,00 | 2982600 | Per tindakan
112 | PROSEDUR UNTUK WASIR 451,680 301,120 | 752800 | Per tindakan
113 | PROSEDUR SEDANG PADA ANUS & REKTUM 572,220 381480 | 953700 | Per tindakan
114 | PROSEDUR KECIL PADA ANUS & REKTUM 219,900 L46,600 | 366,500 | Per tindakan
115 gigigg&iggﬁgxfm-mm PADA 181,020 120,680 | 301,700 | Per tindakan
116 | PROSEDUR KECIL PADA ANUS & REKTUM 198,360 132,240 | 330600 | Per tindakan
117 | PROSEDUR SIGMOIDOSKOPI DAN ANOSKOPI 378,180 252,120 | 630,300 | Per tindakan
118 | PROSEDUR KOLONOSKOPI 1,231,500 821,000 | 2052,500 | Per tindakan
119 gigigg&ﬁggggfg %ASESAR PADA 784,080 503,320 | 1,308,300 | Per tindakan
120 | GAGTROINTESTINAL ATAS 657,000 | 43s,040 | 1095100 | Per tindakan
121 PROSEDUR LAIN-LAIN PADA GASTROINTESTINAL 271,020 180,680 451,700 Per tindakan
122 PENYAKIT SISTEM PENCERNAAN LAIN-LAIN 145,260 96,340 242,100 Per tindakan
123 ]l;RAgigDUR BESAR PEMINDAHAN KULIT PADA LUKA 768,360 512,240 1,280,600 Per tindakan
124 ]l;RAgiEDUR KECIL PEMINDAHAN KULIT PADA LUKA 492,540 328,360 820,900 Per tindakan
125 ]I;RAgiEDUR BESAR PEMINDAHAN KULIT TANPA LUKA 507.900 338,600 846,500 Per tindakan
126 | PROSEDUR KECIL PEMINDAHAN KULIT TANPA LUKA 117 a0 y76920 | 696800 | Per tindakan
127 | PROSEDUR BEDAH PLASTIK 818,880 545,020 | 1364800 | Per tindakan
125 | PROSEDUR LAIN-LAIN PADA KULIT DAN JARINGAN 106540 2os 360 | 510.900 | Per tindakan
129 | PROSEDUR PENGANGKATAN PAYUDARA 1,293,420 862,080 | 2155700 | Per tindakan
131 ggggiggﬁiﬁlﬁf@?ﬁ:ﬁ: UDARA TANPA 524,700 349,800 | 874,500 | Per tindakan
132 | PROSEDUR KECIL LAIN-LAIN PADA PAYUDARA 344400 220,600 | 574000 | Per tindakan
133 | PROSEDUR BESAR PADA KULIT 238,020 158,680 | 396,700 | Per tindakan
134 | PROSEDUR KECIL PADA KULIT 172,200 114800 | 287,000 | Per tindakan
135 | PROSEDUR REKONTRUKSI TULANG KRANIAL DAN 405 620 200 050 | 1497700 | Per tindakan
136 | PROSEDUR BESAR PADA SENDI PANGGUL DAN PAHA | | (40 co0 690,720 | 1:749.300 | Per tindakan
137 | PROSEDUR KECIL PADA SENDI PANGGUL DAN PAHA 248,220 l65.480 | 413:700 | Per tindakan
138 | PROSEDUR BUNION 558,960 s72.640 | 931,600 | Per tindakan
139 | PROSEDUR LAIN-LAIN PADA KAKI 280,020 186,680 | 466,700 | Per tindakan
140 | PROSEDUR EKSISI, INSISI DAN ARTHROTOMI TULANG. | 40 o 244500 | 611,300 | Per tindakan
141 | PROSEDUR PEMINDAHAN ALAT IMPLAN 275,640 183,760 | 459,400 | Per tindakan
142 | PROSEDUR BESAR PADA JARINGAN LUNAK 440,280 203,500 | 733:800 | Per tindakan
143 | PROSEDUR KECIL PADA JARINGAN LUNAK 360,420 240,280 | 600,700 | Per tindakan
144 | PROSEDUR ARTROSKOPI 778,020 518,680 | 11296700 | Per tindakan
145 | PROSEDUR LAIN-LAIN PADA SENDI & TULANG 235.740 157160 | 392:900 | Per tindakan
146 | PROSEDUR INSISI, BIOPSI DAN GRAFT PADA TULANG 655,860 437240 | 1093100 | Per tindakan
147 | PROSEDUR BESAR PADA TULANG KEPALA & WAJAH 700,260 466,840 | 1+167,100 | Per tindakan
148 | PROSEDUR KECIL PADA TULANG KEPALA & WAJAH 190,620 127,080 | 317700 | Per tindakan
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149 | PROSEDUR BESAR PADA LUTUT & TUNGKAI BAWAH | | 1o o 675,640 | 1:689,100 | Per tindakan
150 | PROSEDUR KECIL PADA LUTUT & TUNGKAI BAWAH 549,960 366,640 | 916600 | Per tindakan
151 | PROSEDUR BESAR PADA LENGAN, SIKU & BAHU 1,199,640 709,760 | 1:999:400 | Per tindakan
152 | PROSEDUR KECIL PADA LENGAN, SIKU & BAHU 601,740 401,160 | 1:002:900 | Per tindakan
153 | PROSEDUR BESAR PADA TANGAN & PERGELANGAN <50 500 s75000 | 932:500 | Per tindakan
154 | PROSEDUR KECIL PADA TANGAN & PERGELANGAN 216140 vs0760 | 576900 | Per tindakan
155 | PROSEDUR MANIPULATIVE OSTEOPATHIC 70,680 47.120 | 117:800 | Per tindakan
156 &%%i%?%@;?éﬁ?ﬁsm DAN TERAPEUTIE 253,860 169,240 | #23,100 | Per tindakan
157 | PROSEDUR BIOPSI SENDI DAN TRAKSI SKELETAL 549,000 366,000 | 915:000 | Per tindakan
158 | PROSEDUR REDUKSI FRAKTUR TERTUTUP 360,060 240,040 | 600,100 | Per tindakan
159 | PROSEDUR REDUKSI FRAKTUR WAJAH TERTUTUP 319,200 212,800 | 532,000 | Per tindakan
160 | PROSEDUR APLIKASI CASTS DAN SPLINTS 240,180 l60.120 | 400,300 | Per tindakan
L61 IP\’A}EOSSKEUDLICJ;; THERAPI FISIK DAN PROSEDUR KECIL o730 oo | 127900 | per tindakan
162 PROSEDUR PEMASANGAN ALAT PROSTETIK 174,780 116,520 291,300 Per tindakan
163 PROSEDUR BESAR PADA KANDUNG KEMIH 2,629,800 1,753,200 4,383,000 Per tindakan
165 | PADA SALURAN KEMIH o ATHOTRIPSY (ESWL 2,475,780 1,650,520 | +126,300 | Per tindakan
166 PROSEDUR BESAR PADA GINJAL DAN URETER 1,176,060 784,040 1,960,100 Per tindakan
167 | PROSEDUR SEDANG PADA GINJAL DAN URETER £02.200 534,800 | 1,337,000 | Per tindakan
168 | PROSEDUR KECIL PADA GINJAL DAN URETER 567.300 s78.200 | 945,500 | Per tindakan
L6 Ei%?ﬁDRXR BESAR PADA KANDUNG KEMIH DAN 075 210 450160 | 1125400 | Per tindakan
170 | PROSEDUR KECIL PADA KANDUNG KEMIH DAN 105350 seso%0 | 672:300 | Per tindakan
171 ?ﬁﬁﬁgﬁg&ﬁiﬁ“ PADA URETHRA DAN 797,640 531,760 | 1329400 | Per tindakan
172 gggsggg;ﬁ%im PADA URBTHRA DAN 473,640 315,760 | 89400 | Per tindakan
173 | PROSEDUR PADA GINJAL DAN URETER 216,240 144160 | 360,400 | Per tindakan
174 | PROSEDUR DIAGNOSTIK LAIN PADA STUDI SALURAN 106300 21200 | 510:500 | Per tindakan
175 gﬁ%%%?{%%lcsisﬁ?s_&ogﬁgfoSEDUR et 558,780 372,520 | 931,800 | Per tindakan
176 | PROSEDUR BESAR ENDOSKOFI PADA SALURAN 000 210 s06.160 | 1015400 | Per tindakan
177 | PROSEDUR KECIL ENDOSKOPI PADA SALURAN KEMIH | 14 5o 145,520 | 363800 | Per tindakan
178 | PROSEDUR DIALISIS 499,980 333,320 | 838,300 | Per tindakan
179 | PROSEDUR PERSALINAN DENGAN BEDAH CAESAR 1,318,140 g78.760 | 2196:900 | Per tindakan

PROSEDUR PERSALINAN VAGINAL DENGAN PROSEDUR

181 | SELAIN STERILISASI DAN ATAU PELEBARAN DAN 1,043,760 605,840 | 1:739.600 | Per tindakan
152 | PROSEDUR PERSALINAN MELALUI VAGINAL/JALAN 102000 425,000 | 1:320/000 | Per tindakan
183 | NEONATAL, BBL GROUP-2 255120 170,080 | 425200 | Per tindakan
184 | NEONATAL, BBL GROUP-3 247,260 leas40 | 412100 | Per tindakan
185 | NEONATAL, BBL GROUP-4 198,600 132,400 | 331,000 | Per tindakan
L&7 ESF(’)IEAAQ?L, BBL GROUP-5 DENGAN SINDROM 115,020 o6.650 | 241,700 | Per tindakan
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188 ﬁgﬁgﬁ’?ﬁf ﬁlﬁggKOS?i_EsR?l\?gTi?N 163,560 109,040 272,600 | Per tindakan
189 NEONATAL, BBL GROUP-5 176,460 117,640 294,100 | Per tindakan
190 PENYALAHGUNAAN ZAT KIMIA AKUT 190,860 127,240 318,100 | Per tindakan
191 PENYALAHGUNAAN ZAT KIMIA BUKAN AKUT 140,580 93,720 234,300 | Per tindakan
192 | GIGI 143,160 95,440 238,600 | Per tindakan
193 MEDICAL CHECK-UP 79,860 53,240 133,100 | Per tindakan
194 RONGENT (PLAIN FILM) 102,780 68,520 171,300 | Per tindakan
195 ELEKTROKARDIOGRAM (ECG) 49,740 33,160 82,900 | Per tindakan
196 VAKSINASI 56,760 37,840 94,600 | Per tindakan
197 PASANG INFUS 55,680 37,120 92,800 | Per tindakan
198 KONSULTASI ATAU PEMERIKSAAN LAIN-LAIN 86,220 57,480 143,700 | Per tindakan
199 KONTAK PELAYANAN KESEHATAN LAIN-LAIN 89,520 59,680 149,200 | Per tindakan
200 ABORSI MENGANCAM 124,740 83,160 207,900 | Per tindakan
201 ABORSI 132,300 88,200 220,500 | Per tindakan
202 PERSALINAN YANG SUKAR (FALSE LABOR) 82,680 55,120 137,800 Per tindakan
203 PEMERIKSAAN ANTEPARTUM 83,400 55,600 139,000 Per tindakan
204 PEMERIKSAAN POSTPARTUM 55,380 36,920 92,300 Per tindakan
205 GASTROINTESTINAL AKUT 93,780 62,520 156,300 | Per tindakan
206 BRONKIAL AKUT 121,380 80,920 202,300 | Per tindakan
207 SISTEM PERSARAFAN PUSAT AKUT 91,200 60,800 152,000 | Per tindakan
208 KECEDERAAN SISTEM PERSARAFAN PUSAT 130,860 87,240 218,100 | Per tindakan
209 S]J;I%J_XII:ALIIIJ\?NTUNG KONGESTIF DAN KONDISI JANTUNG 312,660 208,440 521,100 | Per tindakan
210 INFARK MIOKARD AKUT DAN ARITMIA 362,460 241,640 604,100 | Per tindakan
211 FRAKTUR 109,920 73,280 183,200 | Per tindakan
212 SALURAN KEMIH AKUT 150,420 100,280 250,700 | Per tindakan
213 HEMATOLOGI AKUT 107,940 71,960 179,900 | Per tindakan
214 INFEKSI VIRUS HIV 135,060 90,040 225,100 | Per tindakan
215 INFEKSI AKUT 253,080 168,720 421,800 | Per tindakan
216 KEKACAUAN METABOLIK AKUT 216,660 144,440 361,100 | Per tindakan
217 | CARDIAC ARREST, RESPIRATORY ARREST & SHOCK 155,820 103,880 259,700 | Per tindakan
218 PARU AKUT 147,480 98,320 245,800 | Per tindakan
219 KECEDERAAN BESAR PADA JARINGAN LUNAK 102,660 68,440 171,100 | Per tindakan
220 INFEKSI SALURAN KEMIH AKUT 90,240 60,160 150,400 | Per tindakan
221 PENYAKIT AKUT BESAR LAIN-LAIN 173,640 115,760 289,400 | Per tindakan
222 PENYAKIT AKUT KECIL LAIN-LAIN 113,520 75,680 189,200 | Per tindakan
223 PENYAKIT KRONIS BESAR LAIN-LAIN 158,700 105,800 264,500 | Per tindakan
224 PENYAKIT KRONIS KECIL LAIN-LAIN 112,080 74720 186,800 | Per tindakan
225 E};DEI\’I/{IOJESI—IIQESII\LKOHOL, OBAT DAN ATAU TERAPI 85200 56,800 142,000 | Per tindakan
226 PROSEDUR BESAR PADA LARING 1,092,300 728,200 1,820,500 | Per tindakan
227 PROSEDUR BESAR LAIN-LAIN PADA KEPALA & LEHER 1,123,560 749,040 1,872,600 | Per tindakan
228 PROSEDUR PADA SINUS & MASTOID 302,880 201,920 504,800 | Per tindakan
229 PROSEDUR KELENJAR LUDAH 406,140 270,760 676,900 | Per tindakan
230 EITSSETD;AJEL%I”TERASI BIBIR SUMBING & LANGIT- 840,720 560,480 1,401,200 | Per tindakan
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231 | PROSEDUR OPERASI TONSIL & AMANDEL 813,060 542,040 | 1,355,100 | Per tindakan
232 Ei%STEE?\I%%g%SOﬁEADA TELINGA, HIDUNG, MULUT 452,640 301,760 754,400 | Per tindakan
233 PDIFX%STEE?\I%%?)%%ﬁ?\I PADA TELINGA, HIDUNG, MULUT 233,820 155,880 | 989,700 | Per tindakan
234 | PROSEDUR PERBAIKAN HIDUNG (RHINOPLASTY) 728,640 485,760 | 1:214:400 | Per tindakan
235 | PROSEDUR KECIL PADA HIDUNG 163,500 100,000 | 272:500 | Per tindakan
236 | PROSEDUR PADA TELINGA TENGAH 239,400 150,600 | 399:000 | Per tindakan
237 | PROSEDUR BESAR PADA MULUT DAN LIDAH 387,000 258,000 | 645000 | Per tindakan
238 | PROSEDUR KECIL PADA MULUT DAN LIDAH 224,160 L40.440 | 373:600 | Per tindakan
239 Elfggﬁg}jl\lzSEI%ASSNL?iEI\II\;CI;gg;gKDﬁNTEUNGA’ 192,780 128,520 | 321,800 | Per tindakan
a1 ETSSSEUR KAUTERISASI & PACKING PADA RONGGA 156,500 01000 | 227500 | Per tindakan
242 E?SSS@P&UD]%? IE%ET%I%?(—)I&A(I)IED? DA TELINGA, 235,980 157,320 | 393,800 | Per tindakan
244 ;%%%%Dg&?géég%ﬁ?ﬁ\fELINGA’ FIDUNG, 150,600 100,400 | 251,000 | Per tindakan
245 PROSEDUR PADA GIGI 174,960 116,640 291,600 | Per tindakan
246 PROSEDUR BESAR PADA PENGANGKATAN PROSTAT 1,409,760 939,840 2,349,600 Per tindakan
247 PROSEDUR PADA PENIS 309,480 206,320 515,800 Per tindakan
248 PROSEDUR SEDANG PADA PROSTAT DAN SKROTUM 507,360 338,240 845,600 Per tindakan
249 | PROSEDUR KECIL PADA PROSTAT DAN SKROTUM 233,460 155,640 | 389,100 | Per tindakan
250 | PENGANGKATAN PROSTAT MELALUI TRANSURETHRAL | < 00 250,200 | 625500 | Per tindakan
251 | SIRKUMSISI/SUNAT 279,000 186,000 | 465:000 | Per tindakan
252 | PROSEDUR STERILISASI PADA LAKI-LAKI 236,520 157,680 | 39200 | Per tindakan
254 | PROSEDUR LAIN PADA ALAT GENITAL LAKI-LAKI 451,200 300,800 | 752:000 | Per tindakan
255 PROSEDUR ABORSI 783,240 522,160 1,305,400 | Per tindakan
56 Egggﬁ?&; II?\}IELEBARAN, KURETASE DALAM RAHIM & o5 760 s65.540 | 1164600 | Per tindalcan
257 »?ESEIEEXI\?GI/\/IT%QEX%&SBA YaNG 771,120 514,080 | 1,285,200 | Per tindakan
258 ’?E}%ﬁifi& }ETNQQOGSAI;IOG%SUBA yane 523,500 349,000 872,500 | Per tindakan
259 EESCS;EBEESESSE:ADA FRAKTUR RONGGA 1,101,540 734,360 | 1835900 | Per tindakan
260 gggggg\m KECIL PADA FRAKTUR RONGGA PANGGUL s10710 255160 | 582900 | Per tindatcan
261 | PROSEDUR LAPAROSKOPI GINEKOLOGI 536,040 357,360 | 893:400 | Per tindakan
262 | PROSEDUR PEMBUANGAN RAHIM MELALUI JALAN 002,780 65,520 | 1671300 | Per tindakan
263 | VULVOVAGINAL INTERMBDIATE 1,159,500 | 773,000 | 1:932:500 | Per tindakan
264 | PROSEDUR KECIL VULVOVAGINAL 587,340 301,560 | 978:900 | Per tindakan
265 | PROSEDUR GINEKOLOGI LAIN-LAIN 272,820 181,880 | 454700 | Per tindakan
266 | PROSEDUR KECIL GINEKOLOGI & ENDOSKOPI 431,280 287,520 | 718:800 | Per tindakan
267 | PROSEDUR SEDANG GINEKOLOGI 410,760 273,840 | 684600 | Per tindakan
268 | PROSEDUR KECIL GINEKOLOGI 188,160 125,440 | 313.600 | Per tindakan
269 | PROSEDUR RADIOSURGICAL 1,295,460 863,640 | 2:159:100 | Per tindakan
270 | SHLAIN URINART DAN SALURAN EMPBDU o o | 1 704600 | 1,136,400 | 2841,000 | Per tindakan
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271 PROSEDUR REHABILITASI 96,600 64,400 161,000 | Per tindakan
272 | PROSEDUR KECIL PELAYANAN PENUNJANG LAIN-LAIN 102,480 68,320 170,800 | Per tindakan
273 | DIAGNOSTIK TIDUR 261,000 174,000 435,000 | Per tindakan
274 | IMAGING NUKLIR JANTUNG 189,780 126,520 316,300 | Per tindakan
275 | PROSEDUR MAGNETIC RESONANCE IMAGING (MRI) 702,840 468,560 1,171,400 | Per tindakan
276 | PENGOBATAN NUKLIR 563,760 375,840 939,600 | Per tindakan
277 | CT-SCAN KEPALA 645,300 430,200 1,075,500 | Per tindakan
278 | CT SCAN LAIN-LAIN 802,320 534,880 1,337,200 | Per tindakan
279 | IMAGING KONTRAS SALURAN URINARI 421,440 280,960 702,400 | Per tindakan
280 | IMAGING KONTRAS PEMBULUH DARAH 625,380 416,920 1,042,300 | Per tindakan
281 IMAGING KONTRAS LAIN-LAIN 405,120 270,080 675,200 | Per tindakan
282 | PROSEDUR ULTRASOUND LAIN-LAIN 330,660 220,440 551,100 | Per tindakan
283 | PROSEDUR ULTRASOUND PEMBULUH DARAH 386,760 257,840 644,600 | Per tindakan
284 PROSEDUR ULTRASOUND GINEKOLOGIK 184,980 123,320 308,300 | Per tindakan
285 PROSEDUR BESAR RADIOGRAFI 420,480 280,320 700,800 | Per tindakan
286 PERAWATAN LUKA 114,840 76,560 191,400 Per tindakan
287 IMAGING PAYUDARA 408,840 272,560 681,400 | Per tindakan
288 IMAGING LAIN-LAIN 932,460 621,640 1,554,100 | Per tindakan
289 FOTOTERAPI 60,720 40,480 101,200 | Per tindakan
Q. Tindakan di Rawat Inap
NO JENIS TINDAKAN S;\Igiﬁ A PELJA/;?’S\I AN TARIF (Rp) SATUAN
1 SEPTIKEMIA (RINGAN) 1,602,060 1,068,040 2,670,100 Per tindakan
2 SEPTIKEMIA (SEDANG) 2,690,040 1,793,960 4,484,900 Per tindakan
3 SEPTIKEMIA (BERAT) 3,664,140 2,442,760 6,106,900 Per tindakan
4 INFEKSI SESUDAH OPERASI & TRAUMA (RINGAN) 2,127,960 1,418,640 3,546,600 | Per tindakan
5 INFEKSI SESUDAH OPERASI & TRAUMA (SEDANG) 2,902,380 1,934,920 4,837,300 | Per tindakan
6 INFEKSI SESUDAH OPERASI & TRAUMA (BERAT) 4,017,540 2,678,360 6,695,900 | Per tindakan
7 DEMAM YANG TIDAK DITENTUKAN (RINGAN) 1,846,740 1,231,160 3,077,900 | Per tindakan
8 DEMAM YANG TIDAK DITENTUKAN (SEDANG) 2,299,560 1,533,040 3,832,600 | Per tindakan
9 DEMAM YANG TIDAK DITENTUKAN (BERAT) 2,454,240 1,636,160 4,090,400 | Per tindakan
10 INFEKSI VIRAL & NON-BAKTERIAL LAIN (RINGAN) 1,315,980 877,320 2,193,300 | Per tindakan
11 INFEKSI VIRAL & NON-BAKTERIAL LAIN (SEDANG) 1,672,860 1,115,240 2,788,100 | Per tindakan
12 INFEKSI VIRAL & NON-BAKTERIAL LAIN (BERAT) 2,007,600 1,338,400 3,346,000 | Per tindakan
13 FREI%/X]%T INFEKSI BAKTERI DAN PARASIT LAIN-LAIN 539,840 026,560 2,566,400 | Per tindakan
14 FSEEI\IJ:I\II{(I}’;‘ INFEKSI BAKTERI DAN PARASIT LAIN-LAIN 1.918.380 | 278.920 3,197,300 | Per tindakan
15 (F]’gEé\Il;{:TI?IT INFEKSI BAKTERI DAN PARASIT LAIN-LAIN 2,309,820 539,880 3,849,700 | Per tindakan
16 INFEKSI HIV (RINGAN) 2,417,280 1,611,520 4,028,800 | Per tindakan
17 INFEKSI HIV (SEDANG) 3,618,360 2,412,240 6,030,600 | Per tindakan
18 INFEKSI HIV (BERAT) 4,540,800 3,027,200 7,568,000 | Per tindakan
22 PROSEDUR HATI DAN PANKREAS (RINGAN) 5,721,480 3,814,320 9,535,800 | Per tindakan
23 PROSEDUR HATI DAN PANKREAS (SEDANG) 9,609,420 6,406,280 16,015,700 | Per tindakan
24 PROSEDUR HATI DAN PANKREAS (BERAT) 14,925,540 9,950,360 24,875,900 | Per tindakan
25 PROSEDUR SALURAN EMPEDU KOMPLEK (RINGAN) 9,832,500 | Per tindakan
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5,899,500 3,933,000

26 | PROSEDUR SALURAN EMPEDU KOMPLEK (SEDANG) 10,614,420 7.076.280 | 17690,700 | Per tindakan
27 | PROSEDUR SALURAN EMPEDU KOMPLEK (BERAT) 14,142,060 0,428,040 | 23570,100 | Per tindakan
28 | CHOLESISTEKTOMI TANPA LAPAROSKOPIK (RINGAN) 4,042,020 2,604,680 | 736,700 | Per tindakan
29 | CHOLESISTEKTOMI TANPA LAPAROSKOPIK (SEDANG) 4,589,640 3,050,760 | 7649:400 | Per tindakan
30 | CHOLESISTEKTOMI TANPA LAPAROSKOPIK (BERAT) 6,856,740 4,571,160 | 11,427,900 | Per tindakan
a1 EEI(I)\IS(];:Q]IDI\IIJCI;A%?NKREAS DAN HEPATOBILLIARI LAIN- 4232760 ssot8a0 | 7054600 | Per tindakan
32 Ei&sgggi I\E’S)NKREAS DAN HEPATOBILLIARI LAIN- 5 050,140 sorarey | 9931900 | Pertindakan
33 E}z&s‘%%léi TI;ANKREAS DAN HEPATOBILLIARI LAIN- 6.540.400 503600 | 14734000 | Per tindakan
34 %?géES;STEKTOMI DENGAN LAPAROSKOPIK 6,045,600 4.030.400 | 10.076.000 | Per tindakan
a5 (CS%ODIA%ISé;STEKTOMI DENGAN LAPAROSKOPIK 6574700 4240800 | 10.624,500 | Per tindakan
36 | CHOLESISTEKTOMI DENGAN LAPAROSKOPIK (BERAT) 8,244,180 5.496,120 | 13:740,300 | Per tindakan
37 | SIROSIS HATI DAN HEPATITIS ALKOHOLIK (RINGAN) 1,901,520 1.067,680 | 3169,200 | Per tindakan
38 | SIROSIS HATI DAN HEPATITIS ALKOHOLIK (SEDANG) 2,479,380 1.652,000 | ©132,300 | Per tindakan
39 | SIROSIS HATI DAN HEPATITIS ALKOHOLIK (BERAT) 3.761,340 2,507,560 | ©:268,900 | Per tindakan
40 ’(I‘lgll\\;[GOfN)SISTEM HEPATOBILLIARI DAN PANCREAS 2572020 Lotagso | 4786700 | per tindakan
a1 (ngggﬁ GS)ISTEM HEPATOBILLIARI DAN PANCREAS +.035.060 2600040 | 6725100 | Per tindakan
42 ’(F];JEl\gg% SISTEM HEPATOBILLIARI DAN PANCREAS 4922940 4281060 | B204900 | Pertindakan
43 | GANGGUAN PANKREAS SELAIN TUMOR (RINGAN) 2,853,840 1,002,560 | +756,400 | Per tindakan
44 | GANGGUAN PANKREAS SELAIN TUMOR (SEDANG) 4,036,980 2,691,320 | 6728300 | Per tindakan
45 | GANGGUAN PANKREAS SELAIN TUMOR (BERAT) 5,530,620 3,687,080 | 9-217.700 | Per tindakan
46 | GANGGUAN HATI LAIN-LAIN (RINGAN) 2,297,220 1,531,480 | 828,700 | Per tindakan
47 | GANGGUAN HATI LAIN-LAIN (SEDANG) 2,785,320 1,856,880 | +642,200 | Per tindakan
48 | GANGGUAN HATI LAIN-LAIN (BERAT) 3,686,580 2.457.720 | 6144300 | Per tindakan
49 | GANGGUAN SALURAN EMPEDU LAIN-LAIN (RINGAN) 2.294.760 1,520,840 | 3824600 | Per tindakan
50 | GANGGUAN SALURAN EMPEDU LAIN-LAIN (SEDANG) 2,087,880 1,091,020 | +979,800 | Per tindakan
51 | GANGGUAN SALURAN EMPEDU LAIN-LAIN (BERAT) 3,772,080 2.514.720 | 6:286,800 | Per tindakan
52 | LEUKEMIA AKUT (RINGAN) 3,538,200 2,358,800 | 5:897,000 | Per tindakan
53 | LEUKEMIA AKUT (SEDANG) 5,690,340 3793560 | 9-483,900 | Per tindakan
54 | LEUKEMIA AKUT (BERAT) 10,661,880 7.107.920 | 17769,800 | Per tindakan
55 | LIMFOMA & LEUKEMIA NON AKUT (RINGAN) 2,785,080 1,856,720 | 641,800 | Per tindakan
56 | LIMFOMA & LEUKEMIA NON AKUT (SEDANG) 3,593,100 2,395,400 | 988,500 | Per tindakan
57 | LIMFOMA & LEUKEMIA NON AKUT (BERAT) 5,669,340 3779560 | 9448,900 | Per tindakan
58 | RADIOTERAPI (RINGAN) 2,882,820 1021880 | 80%700 | Per tindakan
59 | RADIOTERAPI (SEDANG) 5,866,020 3011080 | 9778200 | Per tindakan
60 | RADIOTERAPI (BERAT) 9,302,280 6.201,520 | 15,503,800 | Per tindakan
61 | KEMOTERAPI (RINGAN) 1,460,340 973,560 | 2433900 | Per tindakan
62 | KEMOTERAPI (SEDANG) 2,709,240 1,806,160 | 4515400 | Per tindakan
63 | KEMOTERAPI (BERAT) 3,363,660 2,042,440 | 5606,100 | Per tindakan
64 | TUMOR MYELOPROLIFERATIF LAIN-LAIN (RINGAN) 2,581,140 1,720,760 | 301,900 | Per tindakan
65 | TUMOR MYELOPROLIFERATIF LAIN-LAIN (SEDANG) 3,431,760 2,087,840 | 719,600 | Per tindakan
66 | TUMOR MYELOPROLIFERATIF LAIN-LAIN (BERAT) 5,017,500 3,345,000 | 8362500 | Per tindakan
67 | PENCANGKOKAN SUMSUM TULANG (RINGAN) 11,399,280 7,500,500 | 18:998,800 | Per tindakan
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68 | PENCANGKOKAN SUMSUM TULANG (SEDANG) 21176940 | 14117960 | 35294900 | Per tindakan

69 | PENCANGKOKAN SUMSUM TULANG (BERAT) 25058 160 | 16.705.440 | 41,763,600 | Per tindakan

70 | PROSEDUR LIMPA (RINGAN) 4.885.020 3056.680 | 8141,700 | Per tindakan

71 | PROSEDUR LIMPA (SEDANG) 8.312.100 5541400 | 13:853,500 | Per tindakan

72 | PROSEDUR LIMPA (BERAT) 11.023.080 7 348700 | 18,371,800 | Per tindakan
PROSEDUR PADA DARAH DAN ORGAN PEMBENTUK .

73 | DARAH LAIN-LAIN (RINGAN) 2,821,020 1,881,280 | 4703,200 | Per tindakan
PROSEDUR PADA DARAH DAN ORGAN PEMBENTUK .

74 | DARAH LAIN-LAIN (SEDANG) 7,776,780 5,184,520 | 12:961,800 | Per tindakan
PROSEDUR PADA DARAH DAN ORGAN PEMBENTUK .

75 | DARAH LAIN-LAIN (BERAT) 12,336,180 8,224,120 | 20,560,300 | Per tindakan

76 | AGRANULOSITOSIS (RINGAN) L 687 560 195040 | 2812600 | Per tindakan

77 | AGRANULOSITOSIS (SEDANG) 2 536.680 L6o1 120 | #?227,800 | Per tindakan

78 | AGRANULOSITOSIS (BERAT) 3.990.780 2660520 | ©:651,300 | Per tindakan

79 | GANGGUAN PEMBEKUAN DARAH (RINGAN) 2,522,400 681600 | 4204000 | Per tindakan

80 | GANGGUAN PEMBEKUAN DARAH (SEDANG) 4.062.120 2708080 | ©770,200 | Per tindakan

81 | GANGGUAN PEMBEKUAN DARAH (BERAT) 5 593360 3682040 | 9-205,600 | Per tindakan

82 | KRISIS ANEMIA SEL SICKLE (RINGAN) 2.278.020 Ls18.680 | 3796700 | Per tindakan

83 | KRISIS ANEMIA SEL SICKLE (SEDANG) 3.159.660 2106440 | 5:266,100 | Per tindakan

84 | KRISIS ANEMIA SEL SICKLE (BERAT) 4.519.260 3012840 | 7-532,100 | Per tindakan
GANGGUAN SEL DARAH MERAH SELAIN KRISIS _

85 | ANEMIA SEL SICKLE (RINGAN) 1,632,060 1,088,040 | 720,100 | Per tindakan
GANGGUAN SEL DARAH MERAH SELAIN KRISIS .

86 | ANEMIA SEL SICKLE (SEDANG) 2,309,940 1,530,060 | 3849900 | Per tindakan
GANGGUAN SEL DARAH MERAH SELAIN KRISIS .

87 | ANEMIA SEL SICKLE (BERAT) 2,954,460 1,060,640 | +924,100 | Per tindakan
GANGGUAN PADA DARAH & ORGAN PEMBENTUK .

88 | DARAH LAIN-LAIN (RINGAN) 1,750,500 1,167,000 | 2917500 | Per tindakan
GANGGUAN PADA DARAH & ORGAN PEMBENTUK .

89 | DARAH LAIN-LAIN (SEDANG) 2,865,960 1,010,640 | +776,600 | Pertindakan
GANGGUAN PADA DARAH & ORGAN PEMBENTUK .

90 | DARAH LAIN-LAIN (BERAT) 3,505,320 2,336,880 | 842200 | Pertindakan
PROSEDUR KELENJAR PITUITARI DAN PINEAL .

91 (RINGAN) 0 0 0 Per tindakan
PROSEDUR KELENJAR PITUITARI DAN PINEAL .

92 (SEDANG) 0 0 0 Per tindakan

o3 | PROSEDUR KELENJAR PITUITARI DAN PINEAL o 0 o | Per tindakan
(BERAT)

94 | PROSEDUR KELENJAR ADRENAL (RINGAN) 4931 440 2820060 | 7-052,400 | Per tindakan

95 | PROSEDUR KELENJAR ADRENAL (SEDANG) 5 563860 3700040 | 9-273,100 | Per tindakan

96 | PROSEDUR KELENJAR ADRENAL (BERAT) 9.959.340 6.639.560 | 16:598,900 | Per tindakan
PROSEDUR PADA TIROID, PARATIROID DAN .

97 | SALURAN TIROGLOSAL (RINGAN) 4,697,100 3,131,400 | 828,500 | Per tindakan
PROSEDUR PADA TIROID, PARATIROID DAN .

98 | SALURAN TIROGLOSAL (SEDANG) 6,322,200 4,214,800 | 10-587,000 | Per tindakan
PROSEDUR PADA TIROID, PARATIROID DAN .

99 | SALURAN TIROGLOSAL (BERAT) 7,619,100 5,079,400 | 12:098,500 | Per tindakan
PENYAKIT KENCING MANIS & GANGGUAN NUTRISI/ .

100 | METABOLIK (RINGAN) 2,450,880 1,633,920 | 4084800 | Per tindakan
PENYAKIT KENCING MANIS & GANGGUAN NUTRISI/ .

101 | METABOLIK (SEDANG) 3,424,680 2,283,120 | 707,800 | Pertindakan
PENYAKIT KENCING MANIS & GANGGUAN NUTRISI/ .

102" | METABOLIK (BERAT) 4,250,280 2,833,520 | 083,800 | Per tindakan

103 | HIPOVOLEMIA & GANGGUAN ELEKROLIT (RINGAN) 2.113.380 1408920 | 3522300 | Per tindakan

104 | HIPOVOLEMIA & GANGGUAN ELEKROLIT (SEDANG) 2.605.260 L 736.840 | 4342,100 | Per tindakan

105 | HIPOVOLEMIA & GANGGUAN ELEKROLIT (BERAT) 3.335.760 9093840 | 5:559,600 | Per tindakan

106 | GANGGUAN METABOLIK BAWAAN (RINGAN) 1 855260 236,840 | 3:092,100 | Per tindakan

107 | GANGGUAN METABOLIK BAWAAN (SEDANG) 3,387 960 9058640 | 5-646,600 | Per tindakan

108 | GANGGUAN METABOLIK BAWAAN (BERAT) 6,013,300 | Per tindakan
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4,147,080 2,765,320

10 (cl}gll\\lrgg\llJ)AN KELENJAR ENDOKRIN LAIN-LAIN 020 260 Lsass0 | 3367100 | per tindakan
110 (Cé%%i?\l[(j}[;l\l KELENJAR ENDOKRIN LAIN-LAIN 050 350 Lomaioo | 4932300 | per tindakan
111 | GANGGUAN KELENJAR ENDOKRIN LAIN-LAIN (BERAT) | 4 000 740 2673.160 | ©:682:900 | Per tindakan
112 | SCHIZOFRENIA (RINGAN) 2,784,960 L856.640 | +641,600 | Per tindakan
113 | SCHIZOFRENIA (SEDANG) 5,082,380 2054020 | 5137.300 | Per tindakan
114 | SCHIZOFRENIA (BERAT) 3,708,360 2472040 | ©180.600 | Per tindakan
115 | DEPRESI MAYOR (RINGAN) 2,080,020 L386.680 | 3:466,700 | Per tindakan
116 | DEPRESI MAYOR (SEDANG) 2,423,400 1615600 | 4039,000 | Per tindakan
117 | DEPRESI MAYOR (BERAT) 3.107.700 2.071.800 | 5:179:500 | Per tindakan
18 (C;/?II\\IICC}}EI}IJ)AN PERSONALITI & KONTROL IMPULSE L som100 o610 | 2:683.500 | Per tindakan
119 %/EIE%%{&/)&N PERSONALITI & KONTROL IMPULSE 301 350 560020 | 3:902.300 | Per tindakan
120 %%I\Ig%UAN PERSONALITI & KONTROL IMPULSE 4995000 »os2000 | 6:655:000 | Per tindakan
121 GANGGUAN BIPOLAR (RINGAN) 1,989,840 1,326,560 3,316,400 Per tindakan
122 GANGGUAN BIPOLAR (SEDANG) 2,466,360 1,644,240 4,110,600 Per tindakan
123 GANGGUAN BIPOLAR (BERAT) 3,177,420 2,118,280 5,295,700 Per tindakan
124 DEPRESI (RINGAN) 1,231,920 821,280 2,053,200 Per tindakan
125 DEPRESI (SEDANG) 1,579,140 1,052,760 2,631,900 Per tindakan
126 DEPRESI (BERAT) 1,887,540 1,258,360 3,145,900 Per tindakan
127 | FOBIAANXIETAS DAN NEUROSIS LAIN-LAIN (RINGAN) | | <) 440 L014.060 | 2:537:400 | Per tindakan
128 | FOBIAANXIETAS DAN NEUROSIS LAIN-LAIN (SEDANG) | , y0 ¢ | s12.400 | 3781000 | Per tindakan
129 | FOBIA,ANXIETAS DAN NEUROSIS LAIN-LAIN (BERAT) 2,095,200 1,096,800 | 4992,000 | Per tindakan
130 EQTNS%JEXLI\;\S;\%E;IKMLQ%X? {g&gﬂngUK 2,995,440 1,096,060 | +992:400 | Per tindakan
131 EQTNS%JEXLI\;\S;\%E;IKMLQ%X? {gETgil\ll\gSUK 3,482,640 2,321,760 | 804400 | Per tindakan
132 g@?@%ﬁ?ﬁﬁé&%@ﬁﬁ :gETlEfTI\)/IASUK 4,648,680 3,099,120 | 747,800 | Per tindakan
133 | GANGGUAN MENTAL PADA KANAK-KANAK (RINGAN) 103,880 735020 | 1:839:800 | Per tindakan
134 | GANGGUAN MENTAL PADA KANAK-KANAK (SEDANG) 2,473,560 | 649,040 | 4122.600 | Per tindakan
135 | GANGGUAN MENTAL PADA KANAK-KANAK (BERAT) 2,656,080 L 770700 | 4426,800 | Per tindakan
136 | GANGGUAN NUTRISI KOMPULSIF (RINGAN) 3.012,060 2.008,040 | 5:020,100 | Per tindakan
137 | GANGGUAN NUTRISI KOMPULSIF (SEDANG) 3,150,180 2.100,120 | 5250.300 | Per tindakan
138 | GANGGUAN NUTRISI KOMPULSIF (BERAT) 5,120,580 3413720 | $534:300 | Per tindakan
139 | GANGGUAN MENTAL LAIN-LAIN (RINGAN) 1,989,120 1.326,080 | 3315200 | Per tindakan
140 | GANGGUAN MENTAL LAIN-LAIN (SEDANG) 2,547,180 1698,120 | +245.300 | Per tindakan
141 | GANGGUAN MENTAL LAIN-LAIN (BERAT) 3.171.240 2114160 | 5285400 | Per tindakan
142 ﬁggzi%m PADA PEMBULUH DARAH INTRA KRANIAL o 087 720 o cs5.a50 | 16696:200 | Per tindakan
143 (PSREODSA}?\ID(SR PADA PEMBULUH DARAH INTRA KRANIAL 12 680 875,120 | 19657500 | Per tindakan
144 :gaé)RilzT?UR PADA PEMBULUH DARAH INTRA KRANIAL 12720140 | 15,146,760 | 37866900 | Per tindalan
145 | KRANIOTOMI (RINGAN) 0.460.200 6,306,800 | 15767.000 | Per tindakan
146 | KRANIOTOMI (SEDANG) 11,562,420 7708280 | 19:270.700 | Per tindakan
147 | KRANIOTOMI (BERAT) 12,613,560 6.409,040 | 21,022,600 | Per tindakan
148 | PROSEDUR VENTRICULAR SHUNT (RINGAN) 7045020 4.696,680 | 11741700 | Per tindakan
149 | PROSEDUR VENTRICULAR SHUNT (SEDANG) 11,807,280 7871520 | 19:678:800 | Per tindakan
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150 | PROSEDUR VENTRICULAR SHUNT (BERAT) 21760680 | 14,513,120 | 36:282:800 | Per tindakan
PROSEDUR PEMBULUH DARAH EXTRA KRANIAL .

151 (RINGAN) 2,696,580 1,797,720 4,494,300 Per tindakan
PROSEDUR PEMBULUH DARAH EXTRA KRANIAL .

152 (SEDANG) 5,054,820 3,369,880 8,424,700 Per tindakan
PROSEDUR PEMBULUH DARAH EXTRA KRANIAL .

153 (BERAT) 6,888,780 4,592,520 11,481,300 | Per tindakan

154 | PROSEDUR CARPAL TUNNEL RELEASE (RINGAN) 1.636.140 1090760 | 2:726:900 | Per tindakan

155 | PROSEDUR CARPAL TUNNEL RELEASE (SEDANG) 2 688120 1792080 | #480,200 | Per tindakan

156 | PROSEDUR CARPAL TUNNEL RELEASE (BERAT) 4929 420 3286080 | 8215700 | Per tindakan

157 | PROSEDUR SARAF KRANIAL DAN PERIFER (RINGAN) 4649 880 3099920 | 7:749,800 | Per tindakan

158 | PROSEDUR SARAF KRANIAL DAN PERIFER (SEDANG) 5 893,320 3908880 | 9:822,200 | Per tindakan

159 | PROSEDUR SARAF KRANIAL DAN PERIFER (BERAT) 0.481.440 6.320 960 | 15:802,400 | Per tindakan

160 | PROSEDUR TULANG BELAKANG (RINGAN) 6.810.180 4540 120 | 11,350,300 | Per tindakan

161 | PROSEDUR TULANG BELAKANG (SEDANG) 10,148,820 6.765.880 | 16:914,700 | Per tindakan

162 | PROSEDUR TULANG BELAKANG (BERAT) 14.253.720 0502480 | 23:756,200 | Per tindakan
KECEDERAAN & GANGGUAN TULANG BELAKANG )

163 (RINGAN) 2,314,740 1,543,160 3,857,900 Per tindakan
KECEDERAAN & GANGGUAN TULANG BELAKANG )

164 (SEDANG) 2,829,360 1,886,240 4,715,600 Per tindakan
KECEDERAAN & GANGGUAN TULANG BELAKANG )

165 (BERAT) 3,882,420 2,588,280 6,470,700 Per tindakan
TUMOR SISTEM PERSARAFAN & GANGGUAN )

166 | DEGENERATIF (RINGAN) 2,422,920 1,615,280 | +038,200 | Per tindakan
TUMOR SISTEM PERSARAFAN & GANGGUAN )

167 | HEGENERATIF (SEDANG) 3,218,520 2,145,680 | 364200 | Pertindakan
TUMOR SISTEM PERSARAFAN & GANGGUAN )

168 | DEGENERATIF (BERAT) 4,833,360 3,200,240 | 8055600 | Pertindakan
SKLEROSIS MULTIPLE & ATAXIA CEREBELAR )

169 (RINGAN) 2,939,820 1,059,880 4,899,700 Per tindakan
SKLEROSIS MULTIPLE & ATAXIA CEREBELAR )
170 (SEDANG) 4,052,280 2,701,520 6,753,800 Per tindakan
171 | SKLEROSIS MULTIPLE & ATAXIA CEREBELAR (BERAT) 6.541.920 4361080 | 10,903,200 | Per tindakan
PERDARAHAN INTRA KRANIAL BUKAN TRAUMATIK )
172 (RINGAN) 2,406,600 1,604,400 4,011,000 Per tindakan
PERDARAHAN INTRA KRANIAL BUKAN TRAUMATIK .
173 (SEDANG) 3,298,620 2,199,080 5,497,700 Per tindakan
PERDARAHAN INTRA KRANIAL BUKAN TRAUMATIK .
174 (BERAT) 4,204,560 2,803,040 7,007,600 Per tindakan
KECEDERAAN PEMBULUH DARAH OTAK DENGAN .
175 | INFARK (RINGAN) 2,739,120 1,826,080 | +965:200 | Per tindakan
KECEDERAAN PEMBULUH DARAH OTAK DENGAN .
176 | INFARK (SEDANG) 3,721,740 2,481,160 | ©202,900 | Per tindakan
KECEDERAAN PEMBULUH DARAH OTAK DENGAN )
177 | INFARK (BERAT) 4,838,940 3225060 | 8064900 | Pertindakan
KECEDERAAN PEMBULUH DARAH OTAK NON

178 | SPESIFIK & PENYUMBATAN PRE-CEREBRAL TANPA 3,730,200 | Per tindakan
INFARK (RINGAN) 2,238,120 1,492,080
KECEDERAAN PEMBULUH DARAH OTAK NON

179 | SPESIFIK & PENYUMBATAN PRE-CEREBRAL TANPA 4,451,800 | Per tindakan
INFARK (SEDANG) 2,671,080 1,780,720
KECEDERAAN PEMBULUH DARAH OTAK NON

180 | SPESIFIK & PENYUMBATAN PRE-CEREBRAL TANPA 6,283,300 | Per tindakan
INFARK (BERAT) 3,769,980 2,513,320

181 | ISKEMIK TRANSIENT (RINGAN) 1 845.180 1930.120 | 3075,300 | Per tindakan

182 | ISKEMIK TRANSIENT (SEDANG) 5,449 800 1633.000 | #083,000 | Per tindakan

183 | ISKEMIK TRANSIENT (BERAT) 3.488 980 5305500 | 5813800 | Per tindakan
GANGUAN PERSARAFAN KRANIAL DAN PERIFER .

184 (RINGAN) 2,457,480 1,638,320 4,095,800 Per tindakan
GANGUAN PERSARAFAN KRANIAL DAN PERIFER .

185 (SEDANG) 3,222,180 2,148,120 5,370,300 Per tindakan
GANGUAN PERSARAFAN KRANIAL DAN PERIFER .

186 (BERAT) 4,048,860 2,699,240 6,748,100 Per tindakan

187 | INFEKSI BAKTERI SISTEM PERSARAFAN (RINGAN) 4,667,000 | Per tindakan
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2,800,740 1,867,160

188 | INFEKSI BAKTERI SISTEM PERSARAFAN (SEDANG) 3,880,440 2.586.060 | ©:467:400 | Per tindakan
189 | INFEKSI BAKTERI SISTEM PERSARAFAN (BERAT) 4299000 2.866,000 | 7165000 | Per tindakan
190 ’II‘I\]{ZFI‘?]?\EI(:éII}II? I;Agﬁﬁc??rllss IVSIE%%)P;EE\ISSARAMFAN (HbAK 2,218,260 1,478,840 | 097,100 | Per tindakan
191 ’II‘I\]{ZFI‘?]?\EI(:éII}II? I;Agﬁﬁc??rllss ﬁ?%%ﬁgggﬁgm (DA 3,533,580 2,355,720 | 889,800 | Pertindakan
192 ’II‘I\]ZZFI‘?]?JI(:;I}II? I;Agﬁiﬁc??rllss I\/SIE%%)PEE;?%AFAN (HbAK 4,851,000 3,234,000 | 8085000 | Pertindakan
193 | MENINGITIS VIRUS (RINGAN) 1,884,360 L256.240 | 314,600 | Per tindakan
194 | MENINGITIS VIRUS (SEDANG) 2,767,440 | 844,960 | +612:400 | Per tindakan
195 | MENINGITIS VIRUS (BERAT) 4321800 2881000 | 7:203.000 | Per tindakan
196 | KOMA & STUPOR NON TRAUMA (RINGAN) 1,863,360 |o42.240 | 105,600 | Per tindakan
197 | KOMA & STUPOR NON TRAUMA (SEDANG) 2,803,260 | 868,840 | 672,100 | Per tindakan
198 | KOMA & STUPOR NON TRAUMA (BERAT) 5200820 2130.880 | 5349.700 | Per tindakan
199 | SERANGAN KEJANG (RINGAN) 1,858,320 |o38.880 | 3097.200 | Per tindakan
200 SERANGAN KEJANG (SEDANG) 2,374,380 1,582,020 3,957,300 Per tindakan
201 SERANGAN KEJANG (BERAT) 2,774,340 1,849,560 4,623,900 Per tindakan
202 MIGREN DAN SAKIT KEPALA LAIN (RINGAN) 1,448,160 965,440 2,413,600 Per tindakan
203 MIGREN DAN SAKIT KEPALA LAIN ((SEDANG) 1,816,920 1,211,280 3,028,200 Per tindakan
204 MIGREN DAN SAKIT KEPALA LAIN (BERAT) 2,586,600 1,724,400 4,311,000 Per tindakan
205 TRAUMA KEPALA (RINGAN) 1,750,920 1,167,280 2,918,200 Per tindakan
206 | TRAUMA KEPALA (SEDANG) 2,403,240 | 602,160 | +005:400 | Per tindakan
207 | TRAUMA KEPALA (BERAT) 3,443,040 2005360 | 5738400 | Per tindakan
208 | GEGAR OTAK (RINGAN) 1,449,060 066,040 | 2415100 | Per tindakan
209 | GEGAR OTAK (SEDANG) 1,920,480 1280300 | 200,800 | Per tindakan
210 | GEGAR OTAK (BERAT) 2,300,880 1530000 | /849,800 | Per tindakan
o1 Sﬁl;(}(g&g\ 1—\I)PENYAKIT SISTEM PERSARAFAN LAIN- ) 175060 452,080 | 363,100 | Per tindakan
o Sﬁ%G(ggg[l\\Il\I—Gl;ENYAKIT SISTEM PERSARAFAN LAIN- ) 555740 esot60 | 4222900 | Per tindakan
s fﬁﬁg}i&; PENYAKIT SISTEM PERSARAFAN LAIN- 3755760 2525540 | 314600 | Per tindakan
214 | PROSEDUR EKSTRAOKULER DAN ORBITA (RINGAN) 5.110,820 2073880 | 5:184700 | Per tindakan
215 | PROSEDUR EKSTRAOKULER DAN ORBITA (SEDANG) 3.065.460 2643640 | 6609100 | Per tindakan
216 | PROSEDUR EKSTRAOKULER DAN ORBITA (BERAT) 5,592,740 3.505.160 | 8:987.900 | Per tindakan
217 | PROSEDUR LENSA DAN INTRA OKULER (RINGAN) 473,880 3155020 | 7889.800 | Per tindakan
218 | PROSEDUR LENSA DAN INTRA OKULER (SEDANG) 5,881,380 3.020.020 | 9:802:300 | Per tindakan
219 | PROSEDUR LENSA DAN INTRA OKULER (BERAT) 6237700 5,401,800 | 13:729,500 | Per tindakan
220 | INFEKSI MATA AKUT MAYOR (RINGAN) 1,865,760 |243,840 | $109.600 | Per tindakan
221 | INFEKSI MATA AKUT MAYOR (SEDANG) 2,531,460 |687.640 | 219,100 | Per tindakan
222 | INFEKSI MATA AKUT MAYOR (BERAT) 5,088,540 3.302.360 | $480.900 | Per tindakan
223 | GANGGUAN PERSARAFAN MATA (RINGAN) 1,706,460 L137.640 | 2844100 | Per tindakan
224 | GANGGUAN PERSARAFAN MATA (SEDANG) 1.861.140 1240760 | 3101900 | Per tindakan
225 | GANGGUAN PERSARAFAN MATA (BERAT) 2,630,100 175,400 | 388,500 | Per tindakan
226 | GANGGUAN MATA LAIN-LAIN (RINGAN) 1,961,820 1.307.880 | 3:269.700 | Per tindakan
227 | GANGGUAN MATA LAIN-LAIN (SEDANG) 2,353,140 1568760 | 3921900 | Per tindakan
228 | GANGGUAN MATA LAIN-LAIN (BERAT) 5.057.780 2638500 | 6:596:300 | Per tindakan
229 | TRANPLANTASI PARU ATAU/DAN JANTUNG (RINGAN) 0 0 0 | Per tindakan
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230 | TRANPLANTASI PARU ATAU/DAN JANTUNG (SEDANG) 0 0 0 | Per tindakan

231 | TRANPLANTASI PARU ATAU/DAN JANTUNG (BERAT) 0 0 0 | Per tindakan

235 | PROSEDUR KATUP JANTUNG DENGAN KATETERISASI R R o | Per tindakan
(RINGAN)

233 | PROSEDUR KATUP JANTUNG DENGAN KATETERISASI o o o | Per tindakan
(SEDANG)

234 | PROSEDUR KATUP JANTUNG DENGAN KATETERISASI R R o | Per tindakan
(BERAT)
OPERASI KARDIOTORASIK KOMPLEKS PADA .

235 | JANTUNG ANOMALI (RINGAN) 0 0 0| Per tindakan
OPERASI KARDIOTORASIK KOMPLEKS PADA .

236 | JANTUNG ANOMALI (SEDANG) 0 0 0 | Per tindakan
OPERASI KARDIOTORASIK KOMPLEKS PADA .

237 | JANTUNG ANOMALI (BERAT) 0 0 0 | Per tindakan
PROSEDUR KATUP JANTUNG TANPA KATETERISASI .

238 JANTUNG (RINGAN) 0 0 0 | Per tindakan
PROSEDUR KATUP JANTUNG TANPA KATETERISASI .

239 JANTUNG (SEDANG) 0 0 0 | Per tindakan
PROSEDUR KATUP JANTUNG TANPA KATETERISASI .

240 JANTUNG (BERAT) 0 0 0 | Per tindakan

241 | PEMBEDAHAN BYPASS PEMBULUH KORONER R R o | Per tindakan
DENGAN KATETERISASI JANTUNG (RINGAN) ¢ aka
PEMBEDAHAN BYPASS PEMBULUH KORONER .

242 | DENGAN KATETERISASI JANTUNG (SEDANG) 0 0 0 | Per tindakan
PEMBEDAHAN BYPASS PEMBULUH KORONER .

243 | DENGAN KATETERISASI JANTUNG (BERAT) 0 0 0 | Per tindakan

244 | PROSEDUR KARDIOTORASIK LAIN (RINGAN) 0 0 0 | Per tindakan

245 | PROSEDUR KARDIOTORASIK LAIN (SEDANG) 0 0 0 | Per tindakan

246 | PROSEDUR KARDIOTORASIK LAIN (BERAT) 0 0 0 | Per tindakan
PROSEDUR BYPASS KORONER TANPA KATETERISASI .

247 JANTUNG (RINGAN) 0 0 0 | Per tindakan
PROSEDUR BYPASS KORONER TANPA KATETERISASI )

248 JANTUNG (SEDANG) 0 0 0 | Per tindakan
PROSEDUR BYPASS KORONER TANPA KATETERISASI .

249 JANTUNG (BERAT) 0 0 0 | Per tindakan
DEFIBRILATOR JANTUNG DAN PEMASANGAN SISTEM )

250 | BANTUAN JANTUNG (RINGAN) 0 0 0 | Per tindakan

551 | DEFIBRILATOR JANTUNG DAN PEMASANGAN SISTEM R o o | Per tindakan
BANTUAN JANTUNG (SEDANG)
DEFIBRILATOR JANTUNG DAN PEMASANGAN SISTEM .

252 | BANTUAN JANTUNG (BERAT) 0 0 0 | Per tindakan

553 | PROSEDUR PEMBULUH DARAH TORASIK KOMPLEKS R R o | Per tindakan
(RINGAN)
PROSEDUR PEMBULUH DARAH TORASIK KOMPLEKS .

254 (SEDANG) 0 0 0 | Per tindakan

555 | PROSEDUR PEMBULUH DARAH TORASIK KOMPLEKS R R o | Per tindakan
(BERAT)
PROSEDUR PEMBULUH DARAH ABDOMINAL .

256 | KOMPLEK (RINGAN) 6,190,200 4,126,800 | 10-317,000 | Per tindakan
PROSEDUR PEMBULUH DARAH ABDOMINAL )

257 | KOMPLEK (SEDANG) 10,000,980 6,667,320 | 16,008,300 | Per tindakan
PROSEDUR PEMBULUH DARAH ABDOMINAL )

258 | KOMPLEK (BERAT) 12,240,180 8,160,120 | 20,400,300 | Per tindakan

5o | PEMASANGAN PACEMAKER JANTUNG PERMANEN o o o | Per tindakan
(RINGAN)
PEMASANGAN PACEMAKER JANTUNG PERMANEN )

260 (SEDANG) 0 0 0 | Per tindakan

261 | PEMASANGAN PACEMAKER JANTUNG PERMANEN R R o | Per tindakan
(BERAT)

262 | KATETERISASI JANTUNG (RINGAN) 2,647,380 1,764,020 | +412,300 | Per tindakan

263 | KATETERISASI JANTUNG (SEDANG) 3,360,840 2.240,560 | 001,400 | Per tindakan

264 | KATETERISASI JANTUNG (BERAT) 6,471,660 4,314,440 | 10,786,100 | Per tindakan

265 | REVISI DEFIBRILATOR & PACEMAKER JANTUNG o o o | Per tindakan
TIDAK TERMASUK PENGGANTIAN ALAT (RINGAN)

266 | REVISI DEFIBRILATOR & PACEMAKER JANTUNG R o o | Per tindakan
TIDAK TERMASUK PENGGANTIAN ALAT (SEDANG)

267 | REVISI DEFIBRILATOR & PACEMAKER JANTUNG o o o | Per tindakan

TIDAK TERMASUK PENGGANTIAN ALAT (BERAT)
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268 :‘é%GS/Ik 11\13)AN STRIPPING PEMBULUH DARAH VENA 7 224 540 4516560 | 12041400 | Per tindakan
260 ;‘SIICE}SIS%IN ]2}1)%N STRIPPING PEMBULUH DARAH VENA 0046 140 6 030,760 | 15:076900 | Per tindakan
270 :é%ﬁiIT ;DAN STRIPPING PEMBULUH DARAH VENA 1185500 7 450,200 | 18:648.000 | Per tindakan
271 r}gggig){m SISTIM PEREDARAN DARAH LAIN-LAIN 6 143,620 420,080 | 13:572700 | Per tindakan
27 Fsli;z%i]?qDGl;R SISTIM PEREDARAN DARAH LAIN-LAIN 10,173,600 6 7a2.400 | 16956,000 | Per tindakan
273 gEoRiET?UR SISTIM PEREDARAN DARAH LAIN-LAIN 10,695,500 7 120,000 | 17:822:500 | Per tindakan
274 Efgggﬁggﬁg cj;%qu\)T DEFIBRILATOR DAN PACEMAKER o 0 0 | Per tindakan
275 Efgggﬁgg/g) i;g DEFIBRILATOR DAN PACEMAKER o 0 o | Per tindakan
276 Eigggﬁgg%x%f DEFIBRILATOR DAN PACEMAKER 0 0 o | Per tindakan
277 | PROSEDUR KARDIOVASKULAR PERKUTAN (RINGAN) 5,684,640 3780760 | 9474400 | Per tindakan
278 | PROSEDUR KARDIOVASKULAR PERKUTAN (SEDANG) 14,053,320 0,368,880 | 23:422,200 | Per tindakan
279 | PROSEDUR KARDIOVASKULAR PERKUTAN (BERAT) 18.770.520 | 12,513,680 | 31284200 | Per tindakan
280 | INFARK MYOKARD AKUT (RINGAN) 2,357,100 1571400 | 3928500 | Per tindakan
281 | INFARK MYOKARD AKUT (SEDANG) 3,826,200 2,550,800 | ©:377:000 | Per tindakan
282 | INFARK MYOKARD AKUT (BERAT) 5,512,980 3675320 | 988,300 |  Per tindakan
283 | ENDOKARDITIS AKUT DAN SUBAKUT (RINGAN) 3,626,100 2,417,400 | ©043,500 |  Per tindakan
284 | ENDOKARDITIS AKUT DAN SUBAKUT (SEDANG) 4,786,200 3,100,800 | 7:977.000 | Per tindakan
285 | ENDOKARDITIS AKUT DAN SUBAKUT (BERAT) 7,546,860 5,031,240 | 12:578,100 | Per tindakan
286 | KEGAGALAN JANTUNG (RINGAN) 1,025,880 1283000 | 3209.800 | Per tindakan
287 | KEGAGALAN JANTUNG (SEDANG) 2,275,440 1516060 | 3792400 | Per tindakan
288 | KEGAGALAN JANTUNG (BERAT) 3,314,700 2.200.800 | 524500 | Per tindakan
289 ;FSE(?[I;A]\]IB)OPHLEBITIS PADA PEMBULUH DARAH VENA > 160780 40,500 | 3601300 | Per tindakan
290 ’(FSI-;:}]QDCI)XI\I/I\IE)OPHLEBITIS PADA PEMBULUH DARAH VENA 5753060 2502040 | 6255100 | Per tindakan
201 ’(F];{EIECJ)\I\’I/{)BOPHLEBITIS PADA PEMBULUH DARAH VENA < 477 340 5651560 | 128900 | Pertindakan
202 | CARDIAC ARREST DAN LAIN-LAIN (RINGAN) 1,083,960 1322640 | 3306600 | Per tindakan
203 | CARDIAC ARREST DAN LAIN-LAIN (SEDANG) 2,337,240 1558160 | 3895400 |  Per tindakan
204 | CARDIAC ARREST DAN LAIN-LAIN (BERAT) 3,559,440 2,372,060 | 5932400 |  Per tindakan
205 ﬁggﬁé%%T PEMBULUH DARAH DAN LAIN-LAIN 5 156,020 2000630 | 3226700 | Per tindakan
206 FSEEI\S:;I{S PEMBULUH DARAH DAN LAIN-LAIN 4266300 2544200 | 7110500 | Per tindaian
207 | PENYAKIT PEMBULUH DARAH DAN LAIN-LAIN (BERAT) | 5 1g 560 3413040 | $532,600 |  Per tindakan
208 | ATHEROSKLEROSIS (RINGAN) 1,264,380 842,000 | 2:107,300 |  Per tindakan
209 | ATHEROSKLEROSIS (SEDANG) 1,845,660 1,230,440 | 3076100 | Per tindakan
300 | ATHEROSKLEROSIS (BERAT) 3,214,780 1,476,520 | 3691300 | Per tindakan
301 | HIPERTENSI (RINGAN) 1,423,380 048,020 | 2:372:300 | Per tindakan
302 | HIPERTENSI (SEDANG) 1,506,480 1,004,320 | 2510800 | Per tindakan
303 | HIPERTENSI (BERAT) 1,807,680 1,205,120 | 3012:800 | Per tindakan
304 Efgﬁﬁg (Lllgggig)G KONGENITAL DAN RATUP 2,722,020 1,814,680 | 536,700 | Per tindakan
305 Efgﬁgg é%l\ngNGG) KONGENITAL DAN IEATOP 3,375,900 2,250,600 | 026,500 | Per tindakan
306 Efgﬁﬁg gg\gg)\m KONGENITAL DAN KATOP 4,583,340 3,055,560 | 038,900 | Per tindakan
307 (c;ggggj)AN KONDUKSI & ARITMIA JANTUNG 2 130,000 Las6000 | 3565.000 | Per tindakan
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308 %%%i%lé/)&N KONDUKSI & ARITMIA JANTUNG 353,120 2226080 | 5:565:200 | Per tindakan
309 | GANGGUAN KONDUKSI & ARITMIA JANTUNG (BERAT) 3.986.340 2,657,560 | 6643900 | Per tindakan
310 | ANGINA PEKTORIS DAN NYERI DADA (RINGAN) 2.440.560 L.627.040 | 067,600 | Per tindakan
311 | ANGINA PEKTORIS DAN NYERI DADA (SEDANG) 2,572,620 1715080 | +287.700 | Per tindakan
312 | ANGINA PEKTORIS DAN NYERI DADA (BERAT) 3.846.600 2.564.400 | 6411000 | Per tindakan
313 | SYNCOPE & COLLAPSE (RINGAN) 1,666,740 111,160 | 2777:900 | Per tindakan
314 | SYNCOPE & COLLAPSE (SEDANG) 2.111.760 1.407,840 | 519,600 | Per tindakan
315 | SYNCOPE & COLLAPSE (BERAT) 3,048,120 2,032,080 | 5:080.200 | Per tindakan
316 | KARDIOMIOPATHI (RINGAN) 1,868,160 1245440 | 3113600 | Per tindakan
317 | KARDIOMIOPATHI (SEDANG) 2,325,780 1,550,520 | 3876:300 | Per tindakan
318 | KARDIOMIOPATHI (BERAT) 3.399.540 2.266.360 | 5665900 | Per tindakan
319 fﬁjﬁiﬁgiﬁﬁﬁ@%ﬁ?ﬁsﬁﬁﬁS(LEQ%LAT 2,199,240 1,466,160 | 005,400 | Per tindakan
320 %ﬁiggﬁggégggg&g\};ﬁshf{%%ggs(lsggggm 3,099,240 2,066,160 | 165400 | Per tindakan
321 %’?;\ngﬁggéggﬁ%&ﬁ&f&%ﬁ%ﬁ?ﬁﬁ# AT 4,728,720 3,152,480 | 881,200 | Per tindakan
329 %?II:II(G}[(\}]}IJ)AN SISTEM PEMBULUH DARAH LAIN-LAIN 1,646,640 1,097,760 2,744,400 Per tindakan
323 %%%i%[é;\N SISTEM PEMBULUH DARAH LAIN-LAIN 3791640 2,507,760 6,319,400 Per tindakan
304 %jzl\lgig;JAN SISTEM PEMBULUH DARAH LAIN-LAIN 4793.940 3,195,960 7,989,900 Per tindakan
325 }r]ggz%;g&ﬁ%@iﬁom TERM DENGAN 29,705,040 | 19,803,060 | *9,509:900 | Per tindakan
326 }EX&%;?;&F@%%&I\}&ONG TERM DENGAN 33,617,760 | 22,411,840 | °6029,600 | Per tindakan
827 }f}gﬁggggﬁ;{(j}\;&ﬁ\% HONG TERM DENGAN 38,028,480 | 25,352,320 | 63:380,800 | Per tindakan
328 ’\rllgggz%gigﬁﬁﬁgﬁﬁom RN TANPA 16,084,200 | 10,722,800 | 26-807,000 | Per tindakan
329 }EX&%;?;&F@%%&I\}&ONG RN TANPA 21,047,340 | 14,631,560 | 36578900 | Per tindakan
330 ¥§§§EL§§$OM&K(§§RK§TL) LONG TERM TANPA 36,242,520 | 24,161,680 | 00404200 | Per tindakan
331 Elé)cn)/[sp]}:,gég g;fl\?gyN}DERNAFASAN SANGAT 11,273,580 7,515,720 | 18:789,300 | Per tindakan
332 Elé)cn)/[sp]}:,gég (Sslggill\frl(‘f)ERNAFASAN SANGAT 14,692,080 9,794,720 | 2+486,800 | Per tindakan
333 Elé)cn)/[sp]}:,gég %Eﬁ% PERNAFASAN SANGAT 16,894,500 | 11,263,000 | 28157,500 | Per tindakan
334 ﬁggzi%tm SISTEM PERNAFASAN NON-KOMPLEKS 10,555,500 7 239,000 | 18:097,500 | Per tindakan
335 FSREODSA}?\IDGI)JR SISTEM PERNAFASAN NON-KOMPLEKS 12,605,520 o 405,580 | 21:009.700 | Per tindakan
336 EQEORSA}:DFI;)UR SISTEM PERNAFASAN NON-KOMPLEKS 15.789.080 | 10,51 360 | 26:303:400 | Per tindakan
337 ﬁggziﬁ){m SISTEM PERNAFASAN KOMPLEKS 4661400 s 107,600 | 7769.000 | Per tindalan
338 :’SREODSA}?\IDGI)JR SISTEM PERNAFASAN KOMPLEKS 10,575,660 #5040 | 17626100 | Per tindakan
339 | PROSEDUR SISTEM PERNAFASAN KOMPLEKS (BERAT) | |2 500 000 | 10061480 | 25:653:700 | Per tindakan
340 | KISTA FIBROSIS (RINGAN) 2,582,820 1721880 | 304700 | Per tindakan
341 | KISTA FIBROSIS (SEDANG) 3.726.840 2484560 | 6211400 | Per tindakan
342 | KISTA FIBROSIS (BERAT) 5,100,000 3.400,000 | 800,000 | Per tindakan
343 | KEGAGALAN PERNAFASAN (RINGAN) 1,783,260 L188,840 | 2:972:100 | Per tindakan
344 | KEGAGALAN PERNAFASAN (SEDANG) 2.573.100 1715400 | 288,500 | Per tindakan
345 | KEGAGALAN PERNAFASAN (BERAT) 3.134.700 2,080,800 | 5224500 | Per tindakan
346 | EMBOLI PARU (RINGAN) 2721540 1814360 | +535:900 | Per tindakan
347 | EMBOLI PARU (SEDANG) 3.314.280 2200500 | 5523800 | Per tindakan




-390 -

NO JENIS TINDAKAN Sﬁgiﬁ A PEL{&?& AN | TARIF (Rp) SATUAN

348 | EMBOLI PARU (BERAT) 4,653,600 3,102,400 | 7+756:000 | Per tindakan
349 | TRAUMA DADA (RINGAN) 2.187.780 1,458,500 | 366,300 | Per tindakan
350 | TRAUMA DADA (SEDANG) 3,300,600 2200400 | 501,000 | Per tindakan
351 | TRAUMA DADA (BERAT) 6,123,000 4,082,000 | 10,205,000 | Per tindakan
352 | TUMOR PARU (RINGAN) 2.412.120 1.608,080 | 020,200 | Per tindakan
353 | TUMOR PARU (SEDANG) 3.925.140 2,616,760 | ©:541,900 | Per tindakan
354 | TUMOR PARU (BERAT) 4,643,880 3005020 | 7:739.800 | Per tindakan
355 | PERADANGAN DAN INFEKSI PERNAFASAN (RINGAN) 2,943,300 1,062,200 | 4905500 | Per tindakan
356 | PERADANGAN DAN INFEKSI PERNAFASAN (SEDANG) 3,516,360 2,344,240 | 5:860.600 | Per tindakan
357 | PERADANGAN DAN INFEKSI PERNAFASAN (BERAT) PRI 3153020 | 7:884800 | Per tindakan
358 | SIMPLE PNEUMONIA & WHOOPING COUGH (RINGAN) T 1634880 | +087,200 | Per tindakan
359 | SIMPLE PNEUMONIA & WHOOPING COUGH (SEDANG) 3,446,160 2207440 | 5743.600 | Per tindakan
360 | SIMPLE PNEUMONIA & WHOOPING COUGH (BERAT) P~ 2,004,800 | 7:262:000 | Per tindakan
361 | PENYAKIT PARU OBSTRUKTIF KRONIS (RINGAN) 2.217.060 1,478,040 | 3695100 | Per tindakan
362 | PENYAKIT PARU OBSTRUKTIF KRONIS (SEDANG) 2,413,620 1,600,080 | +022700 | Per tindakan
363 | PENYAKIT PARU OBSTRUKTIF KRONIS (BERAT) 3.167.460 2.111.640 | 5279:100 | Per tindakan
364 | ASTHMA & BRONKIOLITIS (RINGAN) 1,510,740 1,007,160 | 2517900 | Per tindakan
365 | ASTHMA & BRONKIOLITIS (SEDANG) 2,077,920 1,385,080 | 3463200 | Per tindakan
366 | ASTHMA & BRONKIOLITIS (BERAT) 2,427,780 1618520 | +046.300 | Per tindakan
367 | PENYAKIT PARU INTERSTITIAL (RINGAN) 2,839,200 1,892,800 | +732:000 | Per tindakan
368 | PENYAKIT PARU INTERSTITIAL (SEDANG) 3.219.840 2,146,560 | 5:366:400 | Per tindakan
369 | PENYAKIT PARU INTERSTITIAL (BERAT) 3,555,960 2,370,640 | 5:926.600 | Per tindakan
370 | PLEURAL EFUSI DAN PNEUMOTORAK (RINGAN) 2.817.540 1,878,360 | #695900 | Per tindakan
371 | PLEURAL EFUSI DAN PNEUMOTORAK (SEDANG) 3,903,600 2,602,400 | ©:506.000 | Per tindakan
372 | PLEURAL EFUSI DAN PNEUMOTORAK (BERAT) 4,576,680 3,051,120 | 7:627.800 | Per tindakan
373 Sgﬁlﬁk?A&%D&&}fA?ﬁggv%ii)SISTEM 1,958,160 1,305,440 | 3:263,600 | Per tindakan
374 Sgﬁlﬁk%}\&w)&&{\&?ﬁ(SBESELSG)SISTEM 3,154,500 | 2,103,000 | 257,500 | Pertindakan
375 gggﬁﬁk&?&&é&?ﬁgggﬁ? SISTEM 4,401,840 2,034,560 | 336,400 | Per tindakan
376 Elécs)ig%%igfﬁ) KOMPLEIES USUS HALUS & USUS 4,987,320 3,324,880 | ©312,200 | Per tindakan
877 gigig?g§D§§g)KOMpLEKs VSUS HALUS & USUS 6,484,320 4,322,880 | 10,807,200 | Per tindakan
379 | ADHESIOLISIS PERITONEAL (RINGAN) 4,875.200 3.248,800 | 8122000 | Per tindakan
380 | ADHESIOLISIS PERITONEAL (SEDANG) 6.397.860 4265040 | 10:663,100 | Per tindakan
381 | ADHESIOLISIS PERITONEAL (BERAT) 9,682,080 6.454.720 | 16,136,800 | Per tindakan
382 EEBOASO}?QII)\IIJ,I?RII{II\?SEII\II)\ TIDAK TERMASUK INGUINAL & 3,220,020 2,146,680 | 366,700 | Per tindakan
383 Egﬁ%ggﬁs}é%iﬁé)ﬂDAK TERMASUK INGUINAL & 3,492,060 2,328,040 | 820,100 | Per tindakan
384 EEBOASO};:QII?\II{TB}}IE};:;E’\SA TIDAK TERMASUK INGUINAL & 5,487,240 3,658,160 | 2145400 | Per tindakan
385 | PROSEDUR APPENDIK (RINGAN) 246,140 1642760 | %106,900 | Per tindakan
386 | PROSEDUR APPENDIK (SEDANG) 2.507.220 1671480 | 178700 | Per tindakan
387 | PROSEDUR APPENDIK (BERAT) 2.710,560 1,807,040 | H517:600 | Per tindakan
388 F}gggﬁg){m HERNIA INGUINAL DAN FEMORAL 3 532,640 2ot 760 | 5554400 | Per tindakan
380 FS};:()Di%DéiR HERNIA INGUINAL DAN FEMORAL 3005520 2605880 | 6:509.700 | Per tindakan
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390 | PROSEDUR HERNIA INGUINAL DAN FEMORAL (BERAT) | ¢ 1o co0 4.091.040 | 10:227,600 | Per tindakan

391 | PROSEDUR INTESTINAL KOMPLEKS (RINGAN) 6.452.460 4301640 | 10,754,100 | Per tindakan

392 | PROSEDUR INTESTINAL KOMPLEKS (SEDANG) 5 012.600 6.008.400 | 15:021,000 | Per tindakan

393 | PROSEDUR INTESTINAL KOMPLEKS (BERAT) 13160700 6773800 | 21,934,500 | Per tindakan
PROSEDUR DUODENUM, ESOFAGUS & LAMBUNG .

394 | NON KOMPLEKS (RINGAN) 4,798,500 3,199,000 | /997,500 | Per tindakan
PROSEDUR DUODENUM, ESOFAGUS & LAMBUNG .

395 | NON KOMPLEKS (SEDANG) 6,777,000 4,518,000 | 11,295,000 | Per tindakan
PROSEDUR DUODENUM, ESOFAGUS & LAMBUNG .

396 | NON KOMPLEKS (BERAT) 9,994,320 6,662,880 | 16:657,200 | Per tindakan
PROSEDUR SISTEM PENCERNAAN LAIN-LAIN .

397 (RINGAN) 4,258,140 2,838,760 7,096,900 | Per tindakan
PROSEDUR SISTEM PENCERNAAN LAIN-LAIN .

398 (SEDANG) 4,694,760 3,129,840 7,824,600 | Per tindakan

399 | PROSEDUR SISTEM PENCERNAAN LAIN-LAIN (BERAT) | o o oo 5 303,000 | 13259,800 | Per tindakan

400 | PROSEDUR ANAL (RINGAN) 5903960 5 602.640 | ©:506,600 | Per tindakan

401 | PROSEDUR ANAL (SEDANG) 4647300 5008200 | 7745500 | Per tindakan

402 PROSEDUR ANAL (BERAT) 6.030.120 4.020.080 10,050,200 Per tindakan

403 TUMOR PENCERNAAN (RINGAN) 2.793.240 1.862.160 4,655,400 Per tindakan

404 TUMOR PENCERNAAN (SEDANG) 3.986.940 2.657.960 6,644,900 Per tindakan

405 TUMOR PENCERNAAN (BERAT) 6.096.060 4.064.040 10,160,100 Per tindakan

406 GASTRITIS & ULKUS PEPTIKUM (RINGAN) 1.574.280 1.049.520 2,623,800 Per tindakan

407 GASTRITIS & ULKUS PEPTIKUM (SEDANG) 2.554.140 1.702.760 4,256,900 Per tindakan

408 | GASTRITIS & ULKUS PEPTIKUM (BERAT) 4,026,640 017760 | 5044400 | Per tindakan

409 | GANGGUAN ESOFAGUS (RINGAN) 5260.320 | s06.880 | 376